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ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Waingapu 

Umbu Lapu Ngunjunau 
Universitas Terbuka 

Email : umbulapu@gmail.com 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Izin Mendirikan Bangunan 

Penelitian mengangkat masalah bagaimana lmplementasi Kebijakan 
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan seberapa besar kontribusi 
penerimaan retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 
Sumba Timur. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi 
Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menganalisis besarnya 
kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 
Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. 

Penelitian inj bersifat kualitatif dengan Metode analisis yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan pengamatan dan penggambaran 
terhadap aspek-aspek penelitian, kemudian mendeskripsikan aspek-aspek tersebut, 
yaitu implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan. Untuk menentukan fakta
fakta yang diamati maka peneliti melakukan investigasi dengan cara 
mewawancarai beberapa informan kunci, meliputi aparat pemerintah daerah yang 
terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan IMB, anggota DPRD dan 
masyarakat yang telah mengurus IMB, juga mengumpulkan informasi lain dalam 
bentuk tulisan dan laporan yang berada di tempat peneJitian. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yaitu kumpulan 
daftar pertanyaan untuk melakukan tanya jawab kepada infrman kunci dan 
dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku, laporan dan 
literatur kepustakaan lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kota 
Waingapu Kabupaten Sumba Timur bdum berjalan efektif yang disebabkan oleh 
faktor implementasi kebijakan yang belum berjalan baik, utamanya menyangkut 
kompetensi staf yang belum memadai, tingkat pengawasan yang masih lemah, 
dukungan politik dari legislatif yang masih rendah dan tingkat komunikasi yang 
belum baik. Sedangkan faktor kualitas pelayanan yang diberikan dalam pelayanan 
IMB secara keseluruhan dapat dikatakan sudah baik atau sudah memuaskan 
masyarakat yang mengurus izin. 

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan 
pelayanan izin mendirikan bangunan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten 
Sumba Timur belum berjalan efektif. Dalam arti, belum memberikan kontribusi 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumba Timur sehingga 
sasaran implementasi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 
(PAD) bagi Kabupaten Surnba Timur sampai saat ini belurn tercapai. 
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ABSTRACT 

The Implementation Service Policy for Physical Building Estabilishment Permit 
(IMB) In The City OfWaingapu 

Umbu Lapu Ngunjunau 
Universitas Terbuka 

Email : umbulapu@gmail.com 

Keynote : The Implementation Service Policy, Physical Building Estabilishment 
Permit 

This research is about the implementation of policy sevant physical 
building estabilishment permit (IMB) and how large it's contribution of the IMB 
retribution revenue to Sumba Timur's local revenue at present time. 

This research was meant to analyze and explain the implementation of 
Sumba Timur local goverment policy on physical building estabilishment service 
and analyze how large it's contribution to Sumba Timur's total revenue it self. 

It was held qualitatively by qualitative description analysis ; namely doing 
observating describing same research aspects. Hence to present those aspects by 
correlating between unbinding (freed variables) is namely the goverment policy 
implementation and binding aspects, that is public services quality and 
performance. To find empirical datas, so researcher was doing some investigation 
in the manner of interviewing several key information, legislators, and with some 
people who were going to get their permit them selve; bisides that, i attamp to 
gain relevant information wether in form ot writing or people repcrts in site of 
research. Instrument applied in this research were interview guidance is namely 
data cind information accumulat!on from books, reports and other literatures. 

This research resulth indicated that, Sumba Timur's present phisycal 
building estabilishment permit factors where have not also been running correctly, 
because of coordination between local institutions. In the mean time about service 
qualities were given, so to speak have been goog and satisfied them concerned. 

The conclusion of this research is the implementation of physical building 
permit regulation in rising Sumba Timur's local revenue has not been effective 
yet. In the meaning that it has not given a significant contribution to ward local 
revenue. So that, this policy's implementation target to increase local goverment 
revenue still has not been reached yet at present. 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Studi 

1. Letak geografis 

51 

Kabupaten Sumba Timur dikenal dengan Bumi Sandlewood, dalam bahasa 

Belanda (sandlehout) dan bahsa inggrisnya (sandalwood) yang artinya kayu 

cendana. Selain itu Sumba Timur di dikatakan Bumi Sandlewood karena terkenal 

dengan Kuda sandlewood pony, adalah kuda pacu asli Indonesia yang 

dikembangkan di pulau Sumba khususnya Sumba Timur. Secara geografis 

Kabupa~.:n Sumba Timur terletak di jazirah Selatan Propinsi Nusa Tenggara 

Timur yang membentang dari utara ke selatan di antara 119°45 - 120°52 Bujur 

Tin)1rr dan 9°16 - 10°20 Lintang Selatan. 

Secara administratif Kabupaten Sumba timur berbatasan dengan: 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu 

• Sebelah Baratn berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah 

.. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia 

Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu Kabupaten di wilayah 

Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian selatan dan salah satu dari 

empat Kabupaten yang berada di Pulau Sumba. Kabupaten Sumba Timur 

memiliki 80 buah pulau yang sudah bemama baik yang berpenghuni maupun 
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yang belum berpenghuni, tiga buah diantaranya berada di bagian selatan yaitu 

Pulau Salura, Pulau Kotak dan Pulau Manggudu satu buah diantaranya berada di 

bagian Timur yaitu Pulau Nuha. Selain itu, masih terdapat 16 buah pulau yang 

tidak bemama dan tidak berpenghuni, dan direncanakan pada tahun 2011 yang 

lalu akan di beri nama. Secara geografis, Kabupaten Sumba Timur memiliki 

wilayah 7000,5 km2 sedangkan wilayah laut luas 8.373,51 km2 dengan panjang 

garis pantai 433,6 km. Kondisi daerah Sumba Timur merupakan daerah yang 

berbukit-bukit dengan rata-rata kemiringan yang tertinggi 40 persen luas wilayah, 

dan pada bagian Utr.ra merupakan daerah yang datar dab berbatu-batu serta 

kurang subur, sedangkan bagian Selatan merupakan merupakan daerah berbukit

bukit terjal. Pr.da lereng-lereng bukit tersebut merupakan lahan yang cukup subur. 

Kota Waingapu berada di jantung Kabupaten Sumba Timur sekaligus 

sebagai ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Kota Waingapu merupakan daerah 

pesisir pantai, sehingga semua pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan terpusat 

disini karena baik pelabuhan laut dan pelabuhan udara berada di Kot::i Waingapu. 

Oleh karena semua pusat kegiatan perekor~omian dan perdagangan terpusat di 

Kota W aingapu inilah yang membuat kesemarawutan pada daerah-daerah tertentu 

terutama daerah pesisir kota sehingga merusak wajah kota. Hal akibat dari 

penataan ruang kota yang terabaikan selama ini sampai dengan sekarang oleh 

pemerintah Kabupaten Surnba Timur khususnya dalam Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) untuk kegiatan pembanguan sarana dan prasarana fisik baik milik 

pemerintah maupun milik masyarakat/swasta. 
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2. Wilayah pemerintahan 

Secara administratif wlayah pemerintahan Kabupaten Sumba Timur 

terbagi atas 22 ( dua puluh dua) Kecamatan dan terdiri dari 16 Kelurahan serta 140 

Desa meliputi : 

1. Kecamatan Kota Waingapu, luas wilayah 73,80 km2 dan mencakup 4 

( empat) Kelurahan (Kamalaputi, Kambajawa, Hambala, Matawai) dan 3 

(tiga) Desa (Mbatakapidu, Pambotanjara, Lukukamaru). 

2. Kecamatan Kambera, luas wilayah 52,00 km2 dan mencakup 7 (tujuh) 

Kelurahan (Maulumbi, Lambanapu, Mauliru, Mauhau, Kambaniru, 

Prailiu, Wangga) dan 1 (satu) Desa (Kiritana). 

3. Kecamatan Pandawai, luas wilayah 412,6 km2 dan mencakup 2 (dua) 

Kelurahan (Kawangu, Watumbaka) dan 5 (lima) Desa (Kambatatana, 

Maubokul, Kadumbul, Palakahembi, Laideha). 

4. Kecamatan Nggaha Ori Angu, luas wilayal1 286,4 km2 dan mencakup 8 

(delapan) Desa (Pulupanjang, Makamenggit, Praikarang, Praipaha, 

Praihambuli, Tandula .Tangga, Tana Tuku, Ngadu Langgi). 

5. Kecamatan Katala Hamu Lingu, luas wilayah 453,1 km2 dan mencakup 5 

(lima) Desa (Praibakul, Lailara, Mandahu, Kombapari, Matawai Amahu). 

6. Kecamatan Lewa, luas wilayah 281,1 km2 dan mencakup 1 (satu) 

Kelurahan (Lewa Paku) dan 7 (tujuh) Desa (Kondamara, Matawai Pawali, 

Rakawatu, Kambata Wundut, Kambu Hapang, Tanarara, Bidi Hunga). 

7. Kecamatan Lewa Tidahu, luas wilayah 322,1 km2 dan mencakup 6 (enam) 

Desa (Watumbelar, Lai Hawu, Umamanu, Mondu Lambi, Kangeli Bidi 

Praing). 
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8. Kecamatan Tabundung, luas wilayah 514,4 km2 dan mencakup 10 

(sepuluh) Desa (Tarimbang, Tapil, Billa, Praing Kareha, Waikanabu, 

Karita, Wudi Pandak, Kukitalu, Bangga Watu, Pindu Hurani). 

9. Kecamatan Pinu Pahar, luas wilayah 246,6 km2 dan mencakup 6 (enam) 

Desa (Wahang, Tawui, Lailunggi, Wangga Bewa, Ramuk, Mahaniwa). 

10. Kecamatan Karera, luas wilayah 334,6 km2 dan mencakup 7 (tujuh) Desa 

(Prai Salura, Praimadita, Nggongi, Tandula Jangga, Nangga, Anajaki, 

Jangga Mangu). 

11. Kecamatan Paberiwai, luas wilayah 199,7 km2 dan mencakup 7 (tujuh) 

Desa (Kanggar, Karera Jangga, Mehang Mata, Praimbana, Pabera Manera, 

\Vinumuru, Laitaku). 

12. ~ecamatan Mahu, luas wilayah 196,6 km2 dan mencakup 6 (enam) Desa 

(Patamawai, Lahiru, Wairara, Prai Kalala, Lulundilu, Haray). 

13. Kec.i.'11atan Matawai La Pawu, luas wilayah 405,4 km2 dan mencakup 6 

(enam) Desa (Karipi, Wanggameti Katikuwai, Katikutana, Prai Bokul, 

Katikuluku). 

14. Kecamata.'1 Kahaungu Eti, luas wilayah. 475,1 km2 dan mencakup 9 

(sembilan) Desa (Mau Ramba, Kambata Bundung, Kamanggih, Kataka, 

Matawai Maringu, Matwai Katingga, Kotak Kawau, Lai Mbonga, Meo 

Rumba). 

15. Kecamatan Kambata Mapambuhang, luas wilayah 412,7 km2 dan 

mencakup 6 (enam) Desa (Waimbidi, Luku Wingir, Marada Mundi, 

Maidang, Lai Meta Mahu Bokul). 
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16. Kecamatan Umalulu, luas wilayah 307,9 km2 dan mencakup 1 (satu) 

Kelurahan (Lumbu Kore) dan 9 (Sembilan) Desa (Lailuru, Watu Puda, 

Umalulu, Watu Hadang, Mutunggeding, Matawai Atu, Patawang, Wanga, 

Ngaru Kanoru). 

17. Kecamatan Rindi, luas wilayah 366,5 km2 dan mencakup 8 (delapan) 

Desa (Tamburi, Lai Lanjang, Hanggaroru, Kabaru, Hai Katapu, Tanaraing, 

Rindi, Kayuri). 

18. Kecamatan Pahunga Lodu, luas wilayah 349,8 km2 dan mencakup 8 

(delapan) Desa (Kuruwaki, Kaliuda, Tanamanang, Pamburu, Tamma, 

Lambakara, Mburukulu, Palanggai). 

19. Kecamatan \Vull::i Waijelu, luas "'·ilayah 221,3 km2 dan rnencakup 7 

(tuj~1h) Desa (Lai Janji, La Tena, Lai Pandak, Lumbu Manggit, Paran;ia, 

Hadakamali, Wula). 

20. Kecamatan Ngadu Ngala, luas wilayah 207,9 km2 dan mencakup 5 (lima) 

Desa (Prai Witu, Kakaha, Hamba Wutang, Prau Raming, Kabanda). 

') 1 
-!. Kecamatan Kanatang, luas wilayah 279,4 km2 dan mencakup 1 (s11tu) 

Kelurahan (Temu) dan 4 (empat) Desa ( Ndapayami, Kuta, Han1ba Praing, 

Mondu). 

2~. Kecamatan Haharu, lu<'ls wilayah 601,5 km2 dan mencakup 7 (tujuh) Desa 

( Rambangaru, Mbatapuhu, Prai Bakul, Wunga, Napu, Kadahang, 

Kalamba). 

Gambaran wilayah pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar pemukuman dan kegiatan pembangunan lainnya di wilayah Kabupaten 

Sumba Timur masih berada dalam jangkauan pusat-pusat pemerintahan terendah 
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yaitu Kelurahan dan Desa. Kondisi ini akan memberikan kemudahan bagi instansi 

teknis untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan di wilayah Kecamatan 

dan Kelurahan/Desa terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan IMB. 

3. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2013 adalah sebesar 

241416 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 3460 jiwa dari tahun 

sebelumnya, dimanajumlah penduduk pada tahun 2012 yaitu sebesar 23795 jiwa. 

Jumlah penduduk Kota Waingapu 37.459 jiwa, Kambera 32.422 jiwa, Kanatang 

9.972 jiwa pada Tahun 2013. Jumlah ini mengalami peningkatan untuk Kota 

Waingapu sebesar 609 jiwa, Kambera 420 jiwa, Kanatang 26 jiwa dari tahun 

sebelumnya dimanajumlah penduduk pada tahun 2012 di Kota Waingapu 36.850 

jiwa, Kambera 32.002 jiwa, Kanatang 9.946 jiwa. 

Secara umum pola sebaran penduduk di Kabupaten Sumba Timur tidak 

merata, dimana dari 22 wilayah kecamatan sebaran penduduk tertinggi yaitu di 

Kecamatan Kota Waingapu yaitu 37.459 jiwa dan kecamatan Kambera yaitu 

32.422 jiwa, sedangkan sebaran terendah di kecamatan Kambata Mapambuhang 

yaitu 3617 jiwa. Adapun kepadatan tertinggi yaitu di kecamatan Kambera 624 

jiwa per km2 di ikuti kecamatan Kota Waingapu 508 jiwa per km2, sedangkan 

kepadatan terendah di kecamatan Katala Hamu Lingu dan kecamatn Kambata 

Mapambuhang 9 jiwa per km2 sedangkan kecamatna lain berkisar 10 -58 jiwa per 

km2. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumba Timur selama kurun 

waktu 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2012-2013 yaitu sebesar 1,43 % dengan laju 

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,45 %. 
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Jumlah dan sebaran permukiman di Kabupaten Sumba Timur khusunya Kota 

Waingapu dipengaruhi oleh jumlah, sebaran dan aktifitas penduduknya. Jumlah 

penduduk di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan rumah tangga sesuai data 

tahun 2013 adalah sebanyak 52.526 KK, yang tersebar pada 22 kecamatan dan 16 

kelurahan dan 140 desa, serta bermukim pada pulau sumba dan 1 (satu) pulau 

kecil yaitu Salura. 

Berdasarkan keadaan penduduk tersebut maka secara langsung 

mempengaruhi jumlah bangm.n di Kabupaten Sumba Timur khususnya Kota 

Waingapu. Pertumbuhan jumJah penduduk yang terus mengalami peningkatan 

setiap tahunnya secara signifikan juga diikuti oleh perkembangan jumlah 

ba.1gunan, baik untuk kebutuhan rumah tinggal, fasi!itas umum, dan fasilitas 

social maupun untuk kegiatan jasa usaha. Peningkatan jumlah penduduk yang 

diikuti dengan perkembangan jumlah bangunan tersebut merupakan potensi besar 

terhadap pclaksanaan kebijakan. pclayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur 

khnsusnya Kota Waingapu. 

4. Kondisi perumahan dan permukiman 

Karakteristik wilayah Kabupaten Sumba Timur sebag:ii wilayah kepulauan 

menyebabkan sebagian besar kawasan permukiman menyebar dan memusat di 

wilayah pesisir, dengan pola bentukan mengelompok secara memanjang 

mengikuti ruas jalan. Aktifitas perumahan dan permukiman di Kabupaten Sumba 

Timur sangat dipengaruhi oleh tingkat perkotaan masing-masing wilayah, 

sehingga sbagian besar memusat pada kawasan perkotaan, yaitu kawasan kota ibu 
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kota Kabupaten maupun kota-kota kecamatan, dan sebagian lagi menyebar di 

kawasan perdesaan pada pulau utama. 

Kondisi permukiman pada kawasan perkotaan, utamanya di Kota Waingapu 

yang merupakan ibukota Kabupaten maupun pada kawasan kota-kota kecamatan, 

mempunyai tingkat sebaran dan kepadatan bangunan cukup tinggi. Aktifitas 

perumahan pada kawasan ini juga cenderung menyatu antara berbagai jenis dan 

tipe bangunan dan tidak ada pemisahan pada kawasan perumahan khusus. Kondisi 

bangunan perumahan pada kawasan ini didominasi oleh bangunan permanen. 

Sementara p~.da kawasan perdesaan, aktifitas permukiman tergamb~kan dengan 

tingkat seba:ran dan kerapatan bangunan yang rendah, sedangkan aktifitas 

penunahan tumbuh menyatu antara berbagai jenis bangunan, nam1m karakteristik 

bangunannya relative homogeny. Kondisi bangunan perumahan pada kawasan ini 

didominasi oleh bangunan non permanen. 

Secara umum kondisi perumahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur 

didominasi oleh bangunan permanen dengan konstruksi beton (rumah batu) dan 

konstruksi kayu (rumah panggung) sedangkan sebagian lainnya tergolong 

bangunan non permanen dengan konstruksi kayu ( rumah panggung) Berdasarkan 

data tahun 2013 jumlah bangunan di kabupaten Sumba Timur khususnya Kota 

Waingapu sebagai obyek penelitian d;m juga sasaran Rencana Detail Tata Ruang 

Kota (RDTRK) adalah 1537 bangunan permanen, sedangkan banguanan non 

permanen (rumah panggung) belum terdata secara rinci. 

Tingkat sebaran perumahan di Kabupaten Sumba Timur khususnya wilayah 

penelitian Kota Waingapu sebagai sasaran RDTRK yang meliputi : 
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I. Kelurahan Kambajawa; 

2. Kelurahan Hambala; 

3. Kelurahan Matawai; 

4. Kelurahan Kamalaputi; 

5. Kelurahan Praliu; 

6. Kelurahan Kambaniru; 

7. Kelurahan Wangga; 

8. Kelurahan Mauliru; 

9. Kelurahan Lambanapu; 

10. Kelurahan Malumbi; 

11. Kelurahan Mauhau; 

12. Kelurahan Temu; 

Sebaran yang cukup bervariasi antar setiap wilayah RDTRK, sesuai dengan 

laju pembangunan dan sebaran penduduk masing-masing wilayah RDTRK. 

Secara kewilayahan tingkat sebaran perumahan teringgi terdap'.lt Kecamatan Kota 

\Vaingapu (Matawai, Hambala, Kamdap•1ti, Kambajawa), yang merupakan 

wilayah kedudukan pusat pemerintaJ1a,1 Kabupaten Sumba Timur. Adapun 

wilayah dengan tingkat sebaran terendah terd"pat di Kecamatan Kanatang 

(Temu). 

Berdasarkan Data kepemilikan IMB pada Juli 2012 sampai dengan 

Desember 2013 hanya 66 buah, sedangkan sebagian besar lainnya belurn memiliki 

IMB. Rendahnya kepemilikan IMB atas bangunan tersebut dipengaruhi oleh 

status baru diberlakukan secara efektif PERDA IMB pada Tahun 2011, dan mulai 
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efektif dengan di bentuk badan perizinan terpadu pada BPMPT dan barn resmi 

tercatat retribusi IMB sebagai PAD pata tahun 2013. 

Berdasrkan kenyataan tersebut, maka diperlukan upaya untuk 

mengefektifitaskan pelaksanaan kebijakan IMB agar potensi bangunan perumahan 

yang di miliki, secara teknis dapat mendukung pelaksanaan penataan ruang 

wilayah dan kawasn secara menyeluruh di Kabupaten Sumba Timur khususnya 

mensukseskan Rencana Tata ruang Kota W aingapu. Selain itu, secara ekonomi 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD Kabupaten 

Sumba Timur yang bersumber dari penerimar.n retribusi IMB. 

5. Kondisi Sumbel' Daya dalam pengdolaan perizinan dan PAD 

a. Keadaan Pegawai 

Pegawai negeri sebagai komponen sumber daya manusia dalam organisasi 

pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam menggerakkan roda 

organisasi, baik secara kuantitas terlebih lagi secara kualitas. Dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi, Badan Penanamru1 Modal dan Perizinan T erpadu 

(BPMPT), di tu.njang oleh sumber daya aparatur yang berstatus PNS yang 

seluruhnya berjumlah 25 orang PNS. 

Untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kemampuan SDM pegawai Badan 

penanaman Modal dan P~rizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas-tugas 

organisasi, maka pengamatan penulis difokuskan pada tiga aspek, yaitu (1) tingkat 

pendidikan formal, (2) diklat teknis fungsional, dan (3) pangkat dan golongan. 

Uraian berikut mendeskripsikan tentang ketiga aspek tersebut. 
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1) Kedaaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal 

Kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok yang 

diembannya sangat ditenetukan oleh tingkat pendidikan formal yang dimilikinya. 

Semakin tinggi pendidikan formal yang dimiliki, maka semakin berpotensi 

seorang pegawai melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik. 

Perkembangan lingkungan kerja dan tantangan tugas yang dihadapi oleh pegawai 

dalam melaksanakan otonomi daerah, maka SDM aparatur kedepan mensyaratkan 

memiliki wawasan luas, kompetensi, dedikasi dan profesionalisme dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

K~adaaJ1 pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

(BP~lPP) herdasarkan tingkat pendidikan formal disajikan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumha Timur 

I No. Tingkat Pendidikan J Frekuensi Prosentase 
I (Oran2) (%) 

1. SD I 1 4,0 

2. 10 40,0 SMA . 

! 3. Sarjana Muda 3 12,0 

I . SI 10 40,0 '"'t. 

5. S2 1 4,0 

Total 25 100 

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pe/ayanan Perizinan 2013 

Tabel 4.1 tersebut m3nunjukkan bahwa jumlal! pegawai pada Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur 

dengan tingkat pendidikan Sarjana SI memiliki presentase tertinggi yaitu 

sebanyak 10 orang ( 40%) disusul sama tingginya pegawai berpendidikan SMA 

sebanyak 10 orang (40%), kemudian pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda 
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sebanyak 3 orang (12%), dan pegawai berpendidikan Magister (S2) sebanyak 1 

orang (4%), serta pegawai berpendidikan SD sebanyak 1 orang (4%). 

Jika dilihat secara kuantitas, maka jumlah pegawai yang dimiliki oleh 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba 

Timur masih relatif minim sehingga mempengaruhi jumlah dan presentase tingkat 

pendidikan formal yang dimiliki pegawainya. Berdasarkan tingkat pendidikan 

formal, dari total 25 orang pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Kabupaten Sumba Timur, belum ada yang memnuhi kriteria penataan 

ruang dan penataan bangunan sehingga belum memahami betul menyangkut 

perizinan bangunan secara teknis. Oleh karena itu masih berkoordinasi dengan 

Dinas Pekerjaan Umum Bidang cipta karya, yang berjalan sejak berdirinya Ba<lan 

Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan yimg tergolong barn 2 tahunan. 

2) Persentase pegawai berdasarkan diklat terkait fungsional 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 

perilaku pegawai d.alam mela.1<.sanakan tuga'>nya adalah melalui pendidikan dan 

pelatihan (diklat). Jenis kegiatan diklat yang sering dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pegawainya adalah diklat 

struktural dan diklat teknis fungsional. 

Diklat struktural lebih diperuntukkan bagi pegaw:::i.i yang menduduki 

jabatan strktural, sedangkan diklat teknis fungsional diperuntukkan bagi semua 

pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pejabat struktural juga perlu 

mengikuti diklat teknis fungsional sesuai dengan substansi tugas pokoknya. 

Semakin sering seorang pegawai mengikuti diklat teknis fungsional maka 

kecenderungannya semakin mampu, cakap dan terampil dalam melaksanakan 
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tugas pokoknya. Alasan tersebut menjadi pertimbangan bahwa diklat teknis 

fungsional merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesiapan SDM 

organisasi dalarn melaksanakan tupoksinya. Semakin tinggi persentase pegawai 

yang mengikuti diklat teknis fungsional maka diharapkan semakin baik pula 

kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. 

Berdasarkan data pada Badan Penanarnan Modal dan Pelayanan Perizinan 

Kabupaten Surnba Timur, belum ada yang mengikuti diklat teknis fungsional 

menyangkut perizinan terpadu, ini akibat dari baru terbentuknya Badan 

Per.anarnan Modal dan Pelayanan Perizinall Kabupaten Sumba Timur sebagai 

p~rizinan satu atap dari Dinas Pekerjaan Umurn berubah nomenklatur lee bad.an 

!'enanarnan Modal dan Pelaya'lan Perizir1an pada tahun 2012 berdasarkai1 Perbup 

Surnba Timur No. l l!BP:tvfPP.570/417/VI/2012 ttg Pelimpahan Wewenang 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPMPP Kabupaten 

Sumba Timur. 

3) Persentase pegawai berdasarkan golongan kepangkatan 

Gokmgvn kepangkatan pegawai disarnping dapat menggarnbarkan 

kedudukan dan status kepegawaian seseorang, juga dapat mencerminkan tingkat 

pengalarnan dan masa kerja seorang pegawai. Semakin tinggi kepangkatan 

seorang pegawai maka kecenderungannya semakin b~ik pula kemarnpuan dan 

wawasan yang dimiliki seorang pegawai, sehingga semakin marnpu melaksanakan 

tugas pokok yang diembannya secara baik. Untuk mengetahui keadaan SDM 

pegawai Badan Penanarnan Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Surnba 

Timur berdasarkan golongan kepangkatan disajikan pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Persentase Pegawai Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur 

berdasarkan golongan 

No. Golongan pegawai 
Frekuensi Prosentase 
(Oran~) (%) 

1. Golongan IV lb 2 8,0 

2. Golongan IV/a 1 4,0 

3. Golongan IIUd 9 36,0 

4. Golongan IIl/c 2 8,0 

5. Golongan 111/b 3 12,0 

6. Golongan IIUa 3 12,0 

7. Golongan Il/b 4 16,0 

8. Golongan Ua 1 4,0 

Total I 25 100 

S11mber: Badan Penan;iman Modal dan Pelayanan Perizinan 2013 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa sebngian bes::.!'.' 

pegawai Badan penanaman Modal Jan Pelayanar Perizinan (BPMPP) Kabupaten 

Sumba Timur adalah golongmi IV yaitu sebanyak 3 orang (12%), kemudian 

pegawai golongan HI yaitu sebanyak 17 orang (68%), kemudian pegawai 

golongan II yaitu sebanyak 4 orang (16%) dan pegawai golongan I yaitu sebanyak 

1 orang (4%). Bila dirinci berdasarkan pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I 

(IV/b) yaitu sebanyak 2 orang (8%), kemudian pegawai yang 

berpangkat/golongau ruang Pembina (IV/a) yaitu sebanyak 1 orang (4%), 

kemudian pegawai yang berpangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (IIUd) yaitu 

sebanyak 9 orang (36%), kemudian pegawai yang berpangkat/golongan ruang 

Penata (IIUc) yaitu sebanyak 2 orang (8%), kemudian pcgawai ya..1g 

berpangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) yaitu sebanyak 3 orang 

(12%), kemudian pegawai yang berpangkat/golongan ruang Penata Muda (IIUa) 
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yaitu sebanyak 3 orang (12%), kemudian pegawai yang berpangkat/golongan 

ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) yaitu sebanyak 4 orang (16%) dan pegawai 

yang berpangkat/golongan ruang Juru Muda (Va) yaitu sebanyak 1 orang (4%). 

Mencermati keadaan pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Kabupaten Sumba Timur yang sebagian besar adalah golongan II dan 

golongan III, hal ini karena sebagian besar pegawai yang ada mempunyai masa 

kerja di bawah 10 tahun sebanyak 8 orang (32%) dan yang masa kerja diatas 10 

tahun sebanyak 14 Orang (56%). Kondisi ini cukup mempengaruhi tingkat 

kemampuan dan pengalaman kerja pegawai Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur. 

b. Keadaan sarana dan prasarana 

Sarana dan pra<>arana yang terdapat pada Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur merupakau segala 

kelengkapan pcnunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut 

dalam implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Adapun sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang berada padii Bada:1 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Surnba Timur 

terdiri dari sebuah bangunan kantor yang terletak di Kompleks Perkantoran 

Radamata Kota Waingapu, 2 unit kendaraan roda dua tahun 2012, 3 unit komputer 

PC, 1 unit laptop, satu unit OPS dan dua buah roll meter ukuran 50 meter. 

Berdasarkan kondisi dan jenis bangunan, gedung kantor Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur 

merupakan bangunan permanen sehingga dapat dikatakan cukup representatif bagi 

pemberian pelayanan retribusi IMB. Selain itu, untuk memperlancar kegiatan 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



66 

pelayanan administrasi, sudah tersedia 2 unit kendaraan roda dua, 3 unit komputer 

PC, 1 unit laptop yang selalu siap digunakan oleh aparat Badan Penanama Modal 

dan Pelayanan Perizinan khususnya Bidang Perizinan Kabupaten Sumba Timur 

bagi pelayanan IMB. 

c. Pelayanan izin mendirikan bangunan 

Pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk 

pelayanan umum perizinan tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan 

(IMB) ini mulai diberlakukan sejak ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten 

Sumba Timur Nomor 9 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. 

Dalam melaksanakan tugJ.S pokok dan fungsinya tersebut, Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai visi, yaitu : tertatanya 

seluruh ruang wilayah, kawasan, bangunan dan lingkungan permukiman yang 

mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (F.DTRW) dan Rcncana 

Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Tahun 2009-2029 Kabupaten Sumba Timur. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan adalah " Meningkatkan kualitas penataan bangunan dan permukiman 

yang berwawasan lingkungan". Wujud pen.:!apaian misi tersebut dijabarkan dalam 

sasaran strategis, yaitu "(1) terwujudnya bangunan dan permukiman yang tertata 

dan teratur; dan (2) terwujudnya tertib pendirian bangunan". Dengan demikian, 

pelayanan IMB yang merupakan salah satu fungsi Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan (BPMPP) tentunya harus sesuai dengan visi dan misi 

terse but. 
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Secara kelembagaan dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di 

Kabupaten Sumba Timur, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi kelayakan teknis terhadap izin 

mendirikan bangunan. Sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi teknis 

maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan merupakan instansi yang 

bertanggungjawab terhadap penerbita11 dan pengawasan IMB. 

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah bangunan yang 

merupakan bangunan perumahan atau hunian (rumah tinggal), toko, ruko, hotel, 

dan bangunan usaha lainnya, yang dikelola atau didirikan oleh orang pribadi dan 

atau badan hukum swasta. Bentuk pelayanan izin mendirikan bangunan yruig 

dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten 

Sumba Timur selama ini meliputi : a) penyediaan informasi dan blangko formulir 

permohonan IMB, b) pemeriksaan dan penelitian berkas kelengkapan permohonan 

IMB, c) pemeriksaan dan survey lokasi bangunan, dan d) pengajuan proses 

penc1bitan sertifikat I MB. 

Sebagai bentuk penggantian biaya atas penggunaan sumber daya dalam 

rangka penyediyaan jasa pelayanan IMB, setiap pt:mohon wajib membayar 

retribusi IMB yang besarannya ditetapkan sesuai dt:ngan klasifikasi bangunan 

yang dimohonkan izinnya. Dalam hal ini, retribusi IMB dapat menghasilkan 

penerimaan bagi PAD karena setiap orang atau badan hukum yang akan 

mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. Besarnya tarif retribusi IMB 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu. 
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Pelaksanaan pelayanan IMB pada Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan menjadi kewenangan Bidang Pelayanan Perizinan Subid 

Pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan IMB ini disamping melibatkan 

petugas/pegawai sesuai bidang tugasnya, juga didukung oleh peralatan kantor dan 

lapangan guna mempermudah pelayanan IMB. 

d. Prosedur pelayanan izin mendirikan bangunan 

Pelayanan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sumba Timur 

selama ini dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur penerbitan izin 

mendirikan bangunan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2011. Jika pemohon sudah melengkapi berkas sesuai dengan yang 

disyaratkan bidang pelayanan retribusi IMB, maka sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan bahwa IMB dapat diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, 

terhitung setelah pemohon memasukkan permohonan pengurusan IMB kt: Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur. 

Adapun prosedur pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemohon mengambil formu1ir permoho".lan untuk pengurusan IMB pada 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; 

2. Pemohon mengajukan permohonan memperoleh IMB kepada Bupati Sumba 

Timur cq. Kepala Bada..'1 Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dengan 

mengisi formulir permohonan IMB dan melengkapi berkas permohonan IMB 

berupa fotocopy KTP, identitas kepemilikan tanah, pembayaran PBB dan 

gambar desain bangunan beserta RAB; 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



69 

3. Pemohon memasukkan berkas permohonan IMB pada Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan; 

4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memeriksa berkas 

permohonan yang diajukan, jika dinyatakan sudah lengkap maka permohonan 

tersebut diteruskan Dinas Pekerjaan Umum melalui pegawainya yang 

ditempatkan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; 

5. Dinas Pekerjaan Umum mengevaluasi kembali kebenaran berkas permohonan 

yang diajukan, baik administrasi maupun teknis, apabila dinyatakan lengkap 

maka tim teknis Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan survey dan 

pengukuran lapangan atas rencana lokasi bangunan tersebut. Nan1un apabila 

berkas permohonan tersebut belUil1 lengkap maka berkasnya dikembalikan 

kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan untuk selanjutnya 

diteru"kan kepada pemohon agar melengkapi kembali berkas 

permohonannya. Dalam tahap ini, paling lambat dua hari setclah 

dimasukkannya permohonan kepada Dinas Pekerjaan Uil1Um, tim teknis akan 

melakukan survey dan pengukuran lapangan; 

6. fim teknis Dinas Pekerjaan Umum sela.njutr1ya melakukan survey dan 

pengukuran lapangan atas rencana lokasi bangunan tersebut hasil ini 

kemudian jadi dasar bagi pemohon untuk pengurusan Advis Planning pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui Bidang Fisik 

dan Prasarana mengeluarkai1 Advis Planning berupa rekomendasi kelayakan 

teknis atas lokasi dan desain bangunan yang diajukan. Proses pemberian 
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Advis Planning paling lambat dua hari setelah dilakukannya survey dan 

pengukuranlapangan; 

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyerahkan berkas 

permohonan IMB tersebut yang telah diberikan Advis Planning tersebut 

kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; 

9. Pemohon membay3f retribusi sesuai perhitungan yang ditetapkan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum; dan 

10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan memproses penerbitan 

sertifikat IMB yang ditandatangani oleh Bupati Sumba Timur. Proses 

terbitnya sertifikat IMB paling lar.lbat tiga hari setelah pengajuannya. 

Untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan IMB, maka proses 

pengurusan dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan pada 

lo~<et yang disediakan sesuai urusannya. Pelayanan IMB dilakukan oleh pegawai 

Dinas Pckerjaan Umum yang di perbantukan di BaJan Penanaman Modal dan 

Pelay&nan Perizinan. 

Lebih jelas mengenai prosedur pengurusan lMB di Kabupaten Sumba Timur 

disajikan pada gambar 4.1. 
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B. Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kabupaten Sumba Timur 

Sub bah ini akan menguraikan proses lmplementasi kebijakan pelayanan izin 

mendirikan bangunan, yang mencakup substansi kebijakan izin mendirikan 

bangunan dan implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumba Timur. 

1. Substansi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten 

Sumba Timur 

Tidak dapat dipungkiri bahwa diera otonomi daerah saat ini, setiap daerah 

berupaya untuk merumuskan dan kemudian mengimplementasikan kebijakan 

strategis guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan 

di daerahnya. Teriebih lagi kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi 

langsung bagi peningkatan penerirnaan sumber-sumber keuangan daerah dalam 

bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan 

otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah secara. luas, nyata 

dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan didaeralmya. 

Dalam konteks Kabupaten Sumha Timur salah satu kebijakan strategis yang 

telah diimplementasikan adalah kebijakan tentang izin mendirikan bangunan 

(IMB). Pengimplementasikan kebijakan IMB tersebut pada dasamya ditujukan 

untuk mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan fisik guna mewujudkan 

pemanfaatan ruang secara tertib bahkan secara langsung diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang 

bersumber dari retribusi IMB. Sebagai suatu kebijakan daerah yang bersifat 

strategis maka kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur telah 

mempunyai dasar hokum yang mengatur pelaksanaannya yaitu PERDA Nomor 9 
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Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan PERDA Nomor 12 mun, 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Penerapan kebijakan ~ tersebut 

membawa konsekuensi bahwa setiap masyarakat baik orang pribadi. ianrhukurn 

swasta atau pemerintah yang akan mendirikan bangunan atau meng . : ba:ngunan 

wajib terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). 

Berdasarkan PERDA Nomor 9 Tahun 2011 disebutkan thWa Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin yang diberikan pem ah. daerah 

kepada orang pribadi atau badan hulnnn swasta maupun perr . tab untuk 

memanfaatkan rekayasa teknologi ilmu pengetahuan dan rekay: k:onstruksi 

daiam bentuk bangunan atau apapun bentuknya yang memanfaat ruang dan 

b:~rsifat tetap dan untuk mengubah bangunannya maupun w • kegiatan 

mcmbangun atau mengubahnya sesuai dengan koefisien dasar bant an (KDB), 

koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien tinggi bangunaa (K. . Jroefisien 

fasilitas bangocan (KFB) serta koefisien konstruksi bangunan KB) yang 

ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yar rnenempati 

bangunan tersebut. Lcbih lru-:.jut disebutkan bahwa tiap orang r adi; badan 

hukum swasta atau pemerintah yang akan mendirikan atau mengt ' bangunan 

wajib memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan administrasi serta uai dengan 

peruntukan lahan sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang d mm aturan 

lainnya. 

Mengacu pada substansi kebijakan tersebut maka penerapan ~ iakan IMB 

ini merupakan langkah yang tepat, seiiring realitas pesatnya pe mgunan di 

berbagai bidang terutama kegiatan perumahan maupun sarana r pmsarana. 

Pesatnya pembangunan tersebut secara langsung berdampak p~ P.!fllbahan 
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fungsi ruang sebagai akibat meningkatnya kebutuhan pemanfaatan ruang/lahan 

oleh berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, swasta 

maupun pemerintah. Selain itu, penerapan kebijakan IMB tersebut juga 

merupakan upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari retribusi IMB. 

Sebagaiman yang ditegaskan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan (BPMPP), yaitu sebagai berikut : 

"Dalam rangka mewujudkan ketertiban bangunan, khususnya dalam upaya 
memelihara dan menata wajah kawasan perkotaan, maka diperlukan upaya 
peningkatan pelayanan dalam bentuk pengawasan dan perizinan bangunan. 
Penerbitan IMB bertujuan untllk memberikan kepastian hukum, kenyamanan 
dan keamanan kepada masyarakat pemilik bangunan, karena dengan memiliki 
IMB berarti suatu bangunan telah memenuhi unsur kelayakan dari aspek 
teknis, ekologis dan administrasi untuk dibangun. Disamping itu, penerbitan 
IMB juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam penerimaan 
pendapatan asli daeral-.. (PAD) yang bersumber dad retribusi IMB". 
(Wawanca:ra November 2014) 

Pemyataa:n tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah selaku 

regulator di daerah, memiliki kewenangan luas untuk melaksanakan berbagai 

kebijakan yang bersifat strategis agar pelaksanaan pembangu..'1an di daerah dapat 

lebih tera:rah dan terkendali. Pengimplementasian kebijakan IMB di Kabupaten 

Sumba Timur memiliki esensi yang cukup strategis yaitu untuk menga:rahka:n dan 

mewujudkan upaya penataan wilayah dan kawasan sesuai arahan rencana tata 

ruang. Dalam implementasi kebijakan IMB tersebut, daerah akan penerbitan surat 

IMB sebagai persya:ratan utama yang hams dipenuhi oleh setiap orang atau badan 

hukum dalam mendirika:n bangunan. 

Lebih jelas mengenai esensi penerapan kebijaka:n IMB di Kabupaten Sumba 

Timur sebagaimana dikemukaka:n oleh Anthon Dida Njuka (Anggota DPRD 

Kabupaten Sumba Timur), yaitu bahwa 
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"Dari segi tata ruang penerapan kebijakan IMB ini juga sangat penting untuk 
mendukung penataan dan pengendalian bangunan di seluruh wilayah 
Kabupaten Sumba Timur." (Wawancara November 2014) 

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menegaskan bahwa salah satu esensi 

penerapan kebijakan IMB adalah dalam rangka mengendalikan berbagai kegiatan 

pembangunan fisik agar lebih terarah. Penerapan kebijakan IMB tersebut menjadi 

dasar bagi instansi teknis terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum untuk 

melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan fisik yang baik 

dilaksanakan oleh orang pribadi maupun badan hukum swasta atau pemerintah. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pekerjaan Umum akan 

mengeluarkan rekomendasi teknis kemudian diteruskan ke Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerc..h (BAPPEDA) untuk di keluarkannya Advis Planning 

tersebut merupakar dasar utama bagi Badan Peranaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan (BPMPP) untuk menerbitkan sertifikat IMB. 

a. Ketentuan wajib memiliki IMB 

Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam PERDA Kabupaten 

Sumba Timur Nomcr 9 Tahun 2011 dan Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketentuan 

wajib memiliki IMB bagi setiap kegiatan pendirian bangunan. Berdasarkan pasal 

3,4,5,6, 7 dan 8 tentang retribusi izin mwndirikan bangunan disebutkan bahwa '" 

tiap orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang akan mendirikan bangunan 

atau mengubah bangunan wajib terlebih dahulu memperoleh izin", selanjutnya 

dalam pasal diatas disebutkan bahwa " izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 

diatas diterbitkan oleh Kt:pala Daearah". 

Substansi kedua pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap 

orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang akan mendirikan bangunan 
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atau mengubah bangunan wajib terlebih dahulu memiliki izin yang diterbitkan 

oleh Kepala Daerah. Dalam arti bahwa setiap orang, badan hukum atau 

pemerintah seharusnya tidak diperkenankan untuk memulai melakukan kegiatan 

pembangunan fisik, baik dalam bentuk mendirikan bangunan baru atau mengubah 

banguan yang sudah ada, sebelum terbitnya surat atau sertifikat IMB. Sertifikat 

IMB yang diterbitkan oleh Kepala Daerah tersebut menjadi dasar bagi setiap 

orang untuk memulai melakukakan kegiatan mendirikan bangunan atau mengubah 

bangunan. Sebagaimana pemyataan yang dikemukakan oleh Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur, 

yaitu sebagai berikut : 

"sudah jelas diatur dalam perda bahwa setiap ornng, bad;i.n hukum maupun 
instansi pemcrintah yang akan mendirikan bangunan seharusr.ya mengurus 
IMB terlebih dahulu sebclum mercka melaksanakan kegiatan 
pembangunannya, karena sertifikat IMB tersebut m~njadi dasar yang 
melegalkan bangunan yang mereka dirikan". (Wawancara, November 2014) 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap bangunan yang didirikan. 

baik yang dila.ksa.nakan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah wajib 

memi1iki sertifikat IMB terlebih dahulu sebelum bangwian tersebut didirikan. 

Kepemilikan IMB bagi setiap bangunan yang didirikan merupakan upaya untuk 

memberikan legalitas kepada bangunan yang didirikan dan menghindar timbulnya 

konflik dikemudian hari khususnya menyangkut status lahan dan kepemilikan 

bangunan. Dalam arti bahwa dengan adanya sertifikat IMB tersebut maka setiap 

bangunan yang didirikan telah mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Begitu 

pula pemyataan yang dikemukakan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut: 

"sesuai aturan seharusnya setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 
oleh masyarakat maupun pemerintah, baik mendirikan bangunan baru 
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maupun mengubah bangunan yang sudah ada itu harus memiliki IMB dulu 
sebelum memulai kegiatan pembangunannya. Hai ini untuk menghindari 
penyimpangan pemanfaatan ruang sehingga kegiatan pembangunan yang 
dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan rencana tata ruang". 
(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut juga menegaskan bahwa ketentuan wajib kepemilikan 

IMB merupakan syarat utama bagi setiap bangunan yang akan didirikan oleh 

masyarakat maupun pemerintah. Penekanan ketentuan wajib memiliki IMB 

sebelum melakukan kegiatan pembangunan tersebut merupakan upaya untuk 

mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dapat lebih tertib dan terarah, guna 

menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan 

rencana tata rtUillg. 

Secara struktural, maka Dinas Pekerjaan Umum sel<J.ku instansi teknis 

yang melaksanakan tugas pengendalian pe'nanfaatan ruang akan mcngclua.rka.'l 

rekomendasi teknis yang dilanjutkan ke BAPPEDA untuk selajutnya dikeluarkan 

Advis Planing atas permohonan izin mcndirikan bangunan dari setiap pemohon. 

Rekomendasi teknis tersebut memuat arahan dan ketentuan pembangunan yang 

hs.rus dilakukan oleh pemohon IMB. Sclain itu, rekomendasi teknis tersebut jugc. 

menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan peng:iwasan atas 

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. 

Pemyataan-pemyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa 

setiap kegiatan pembangunan fisik, baik kegiatan mendirikan bangunan maupun 

mengubah bangunan wajib memiliki LMB. Pengurusan IMB merupakan proses 

awai yang harus dilakukan sebelum kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan. 

Dalam arti bahwa kegiatan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan 

seharusnya hanya dapat dilaksanakan setelah terbitnya sertifikat IMB. 
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Mengacu pada ketentuan wajib kepemilikan IMB dalam setiap kegiatan 

mendirikan bangunan tersebut seharusnya akan diikuti dengan meningkatnya 

jumlah bangunan yang memiliki IMB. Namun dalam kenyataannya terindikasi 

bahwa penerapan ketentuan wajib memiliki IMB tersebut belum berjalan efektif 

sebagaimana yang diharapkan. Secara fakta, hal ini ditunjukkan bahwa banyak 

masyarakat yang tidak mengurus IMB ketika melakukan kegiatan pembangunan. 

Gambaran mengenai belum efektifnya penerapan ketentuan wajib memiliki IMB 

tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana 

pemyataan yang diungkapkan, yaitu sebagai berikut : 

"memang ketentuan wajib memiliki IMB ini sudah kami terapkan, 
walaupun realita yang terjaJi selama ini belum sesuai yang kami harapkan 
karena masih banyak bangunan yang didrikan tetapi tidak m~miliki IMB. 
Tapi saya rasa itu wajar karena aturan inik£al belum lama diterapkan baru 
sekitar 3 tahun, jadi masih :,anyak masyarakat yang belum mengetahui dan 
memahami aturan ini". (Wawancara, November 2014) 

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

kcterituan wajib kepemilikan IlvIB atas setiap kegiatan menc!irikan bangunan 

masih belum berjalan secara efektif di lapangan. Belurn efektifnya pelaksanaan 

ketentuan wajib memiliki IMB tersebut karena dalam kenyataannya jumlah 

bangunan yang memiliki IMB masih sangat minim jika dibandingkan dengan 

jumlah bangunan yang ada. Banyaknya bangunan yang belum memiliki IMB 

tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

terhadap penerapan ketentuan wajib memiliki IMB, baik dalam kegiatan 

mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan. Dampaknya yaitu banyak 

bangunan yang didirikan namun tidak memiliki IMB, karena umumnya 

masyarakat ketika mendirikan bangunan tidak mengurus IMB. Belum efektifnya 
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penerapan ketentuan wajib memiliki IMB terse but juga dikemukakan oleh Camat 

Kota Waingapu sebagaiman keluhan yang disampaikan yaitu sebagai berikut: 

"terns terang hal ini sudah menjadi keluhan kami selama ini karena kalau 
melihat kegiatan pembangunan di wilayah kami yang begitu pesat bahkan 
dimana-mana saya lihat banyak bangunan berdiri tapi kenyataannya jarang 
sekali masyarakat yang dating meminta rekomendasi IMB di kantor ketika 
akan mendirikan bangunan, kalaupun ada itu hanya sebagian kecil saja". 
(wawancara, November 2014) 

Pemyataan yang dikemukakan tersebut juga menunjukkan bahwa 

penerapan ketentuan wajib kepemilikan IMB terhadap setiap kegiatan mendirikan 

bangunan masih belum berjalan secara baik di lapangan. Sebagai kepala wilayah, 

camat merupakan orang yang paling mengetahui seluruh permasalahan yang 

terjadi di wilayahnya, begitu puia dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan 

h1rus mendapatkan rekomendasi camat. Secara prosedur, cam'.!t merupakan saJah 

satu komponen penting yang terkait dengan proses pengurus I.MB. Dalam proses 

pengurus IMB, rekomendasi camat merupakan salah satu kelengkapan 

administrasi yang hams dipenuhi oleh setiap pemohon dalam mengajukan berkas 

permohonan IMB kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanar. Perizinan 

(BPMPP). 

Belum efektifuya penerapan ketentuan wajib kepemilikan IMB dalam 

setiap kegiatan mendirikan juga didukung oleh data jumlah bangunan dari 

kepemilikan IMb dari instansi teknis terkait. Berdasarkan data jumlah bangunan 

pada tahun 2013 dari total 1537 buah bangunan, jumlah bangunan yang telah 

memiliki sertifikat IMB hanya sebanyak 122 buah atau sebesar 7.94 %. Hasil 

pengamatan dan investigasi lapangan juga memperkuar kenyataan bahwa banyak 

bangunan yang didirikan namun tidak memiliki sertifikat IMB. Kenyataan 
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tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Agustinus Ngongo (45 tahun) 

salah seorang warga pemilik bangunan di Kelurahan Kambajawa, yang 

mengemukakan bahwa : 

" memang sebetulnya setiap bangunan yang didirikan itu harus memiliki 
IMB walaupun sampai sekarang bangunan saya ini belum ada IMB-nya tapi 
suatu saat akan saya uruskan IMB-nya". (Wawancara, November 2014) 

Pemyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

ketentuan wajib kepemilikan IMB atau setiap kegiatan mendirikan bangunan 

belum menjadi dasar bagi warga dalam mendirikan bangunan. Secara fakta, 

walaupun bangunan tersebut belum memiliki IMB namun kegiatan 

pembangunannya tetap dapat dilaksanakan. Begitu pula hasil wawancara dengan 

Muhammad Syukur (35 tahun) seorang warga pemilik bangunan di Kelurahan 

Kamalaputi, yang mengemukakan sebagai berikut : 

"sebelumnya kami pemah didatangi petugas Dinas Pekerjaan Umum dan 
menanyakan IMB rumah kami, mereka sempat memberikan blanko 
pc:ngurusan IMB dan menyuruh kami segera mengurus IMB namtm karena 
kesibukan mengurus usaha jadi sampai sekarang saya belum sempat 
mengurus I.tvffi". (Wawancara, November 2014). 

Pemyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 

masih kurang mentaati tentang ketentuan wajib memiliki IMB dalam 

melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan. Belum taatnya masyarakat untuk 

memiliki IMB dalam mendirikan bangunan sehingga mengakibatkan banyak 

bangunan yang didirikan namun tidak memiliki IMB. Dampaknya adalah 

penerapan ketentuan wajib kepemilikan IMB tersbut sampai sekarang belum 

berjalan efektif . 
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Pemyataan tersebut juga menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan 

belum efektifnya penerapan ketentuan wajib kepemilikan IMB adalah rendahnya 

kepedulian masyarakat untuk mengurus IMB dan kurangnya ketegasan instansi 

teknis terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam menerapkan ketentuan 

wajib kepemilikan IMB terhadap setiap kegiatan mendirikan bangunan. Hasil 

penelusuran penulisan juga menunjukan bahwa pada dasamya sebagian 

masyarakat sudah memahami bahwa dalam setiap mendirikan bangunan perlu 

memilki IMB, namun karena kurangnya ketegasan dari instansi terkait dalam 

pelaksanaannya sehingga masyarakat cenderung kurang menaati ketentuan yang 

teleh diatur dalam PERDA Nornor 12 tahun 2011 tersebut. 

Berdasarkan gambaran-gambaran yang diuraikan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan ketentuan wajib kepcmiliha..11 IMB sebagaimana 

diat::r dalam pasal 3,4,5,6,7 dan pasal 8 PERDA Kabupaten Sumba Timur 

Nomor 12 Tahun 2011 sampai sekarang dapat dikatakan belwn berjalan efektif. 

Belum efektifnya penerapan ketentu1J1 wajib memiliki IMB tersebut karena 

banyak bar..gunan yang didirikan namun belum memiliki IMB. Bahkan sebagian 

besar sertifikat IMB yang sudah dterbitkan selama ini ketika pendirian 

bangunannya sementara dan sudah dilaksanakan. Kondisi ini secara langsung 

telah berdampak pada rendahnya penerimaan retribusi IMB karena banyak 

bangunan yang didirikan namun tidak dapat dipungut retribusi IMB-nya karena 

bangunan yang didirikan tersebut memiliki IMB . 

b. Ketentuan wajib memenuhi pesyaratan tata bangunan 

Berdasarkan Pasal 20 PERDA Kabupaten Swnba Timur Nomor 12 tahun 

2011 disebutkan bahwa setiap orang pribadi, badan hukwn atau pemerintah yang 
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akan mendirikan atau mengubah bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis, 

ekologis dan administrasi serta sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana yang 

diatur dalam rencana tata ruang dan atau aturan lainnya. Adapun persyaratan tata 

bangunan dalam penelitian ini lebih dfokuskan pada persyaratan teknis sesuai 

dengan bidang tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur. Lebih 

lanjut dalam Pasal 45 disebutkan bahwa: 

"persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 
meliputi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB), kepadatan 
bangunan, jarak bebas antar bangunan dan Koefisien Tinggi Bangunan 
(KTB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan lain-lain yang ditetapkan 
dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati 
bangunan tersebut sebagaimana yang di tentukan dalam Peraturan Daerah . .,, 
lill . 

Begitu pula dalam Pasal 43 PERDA Kabupaten Surnba Timur juga 

disebutkan bahwa "mendirikan bangunan atau permukiman tidak diperkenankan 

pada kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi lindungan dan kawasan 

penyangga". 

Substansi ketiga pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap 

orang pribadi, badan hukum atau pemerintah ya11g akan mendirikan bangunan 

atau mengubah bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan 

administrasi serta sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana yang diatur dalam 

mcana tata ruang dan atau aturan lainnya. Ketentuan wajib memenuhi 

persyaratan teknis dan ekologis bagi setiap bangunan yang didirikan merupakan 

upaya untuk mengedalikan setiap kegiata...'1 pembangunan agar dengan ketentuan 

itensitas ruang dan pola ruang. Upaya ini yang dilakukan untuk menghindarkan 

timbulnya kesemrawutan bangunan dan lingkungan kumuh serta kawasan rawan 

bencana. Selain itu, juga diarahkan untuk menghindar kegiatan pendirian 
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bangunan pada kawasan yang ditetapkan sebagai ruang publik dan melindungi 

kepentingan publik khususnya lahan yang memiliki fungsi lindung seperti 

kawasan hutan lindung, ruang terbuka hijau, sempadan pantai, sempadan sungai 

dan kawasan sekitar mata air. Dalam arti bahwa setiap bangunan yang diterbitkan 

IMB-nya berarti bangunan tersebut dinyatakan telah memenuhi unsur keamanan 

dan keselamatan bagi penggunanya, kelestarian lingkungan sekitamya dan tidak 

menganggu akses terhadap kepentingan publik. Adapun ketentuan wajib 

memenuhi persyaratan administrasi bagi setiap bangunan yang didirikan adalah 

merupankan upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dalam kegiatan 

mendirikan bangunan. Selain itu juga untuk menghindar timbulnya konflik sosial 

yang disebabkan kegiatan pendirian bangunan tersebut, terutama menyangkut 

konflk kepemilikan lahan dan bangunan. 

Sebagai persyaratan yang harus di penuhi dalam setiap kegiatan 

mendirikan bangunan maka setiap orang yang akan mendirikkan bangunan harus 

memperhatikan seluruh persyaratan yang ditetapkan. Penerapan ketentuan ini 

dimaksudkan i.liltuk menghindarkan adanya kegiatan pendirian bangunan yang 

dapat mengganggu atau merugikan kepentingan umum dan bahkan dapat 

merugikan pemilik bangunan sendiri. Persyaratan tersebut menjadi dasar 

pertimbangan bagi instansi terkait untuk mengeluarkan rekomendasi teknis dan 

menerbitkan sertifikat IMB. Sebagaimana pemyataan yang dikemukakan oleh 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut: 

"Sesuai aturan dalam Perda maka setiap bangunan yang didirikan baik 
yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun instansi pemerintah harus 
memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Dan selama ini kami cukup 
hati-hati,karena kalau persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka kami tidak 
akan memproses IMB-nya". ( Wawancara, November 2014) 
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Pemyatan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa Dinas 

Pekerjaan Umum selaku instansi teknis yang bertanggung jawb dalam 

pelaksanaan kebijakan IMB sudah menerapkan aturan bahwa setiap kegiatan 

bangunan yang didirikan, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun 

instansi pemerintah wajib memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan administrasi 

serta sesuai dengan arahan rencana tata ruang maupun aturan lainnya yang tidak 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bahkan secara tegas juga terungkap 

bahwa terhadap bangunan maka Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi teknis 

tidak akan memproses permohonan IMB yang diajukan. Penerapan ketentuan 

persyaratan tata bangunan tersebut bertujuan untuk mengedalikan setiap kegiatan 

pendirian bangunan agar lebih terarah dan tertata dengan baik. 

Begitu pula pemyataan yang dikemukakan oleh Kepala Bida.-ig Cipta 

Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut: 

"selama ini kami cukup tegas dan bermain sesuai aturan dalam pengurusan 
IMB, setiap kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh 
masyarakat maupun instansi pemerintah harus memenuhi persyaratan tata 
bangunan yang ditetapkan, karena kami tidak ingin ada masyarakat yang 
di rugikan karena keselahan mercka sendiri ketika mendirikan bangunan". 
(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut juga menegaskan bahwa ketentuan persyaratan tata 

bangunan merupakan hal yang wajib bagi setiap bangunan yang akan didirikan 

oleh masyarakat maupun pemerintah, penekanan ketentuan waj ib memiliki IMB 

sebelum melakukan kegiatan pembangunan tersebut merupakan upaya untuk 

mengedalikan setiap kegiatan pembangunan agar lebih tertib dan terarah serta 

menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan 

rencana tata ruang. 
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Pemyataan-pemyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa 

setiap kegiatan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan wajib memenuhi 

prsyaratan teknis, ekologis dan administrasi. Persyaratan-persyaratan tersebut 

menjadi dasar pertimbangan bagi instansi terkait untuk memproses penerbitan 

sertifikat IMB, baik Dinas Pekerjaan Umum Dan BAPPEDA selaku instansi 

teknis yang mengeluarkan rekomendasi teknis (advis planning) maupun kantor 

pelayanan perizinan terpadu selaku instansi yang memproses terbitnya sertifikat 

IMB. Penerapan ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan 

mendirikan bangunan atau mengubah bangunan hanya dapat dilaksanakan setelah 

seluruh persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi dan sertifikat IMB sudah 

diterbitkan. 

Mengacu pada ketentuan wajib memenuhi persyaratan tata bangunan, 

maka penerapan ketentuan tersebut diharapkan akan diikuti oleh terkendalinya 

kegiatan pendirian bangunan sesuai ketentuan instensitas ruang, utamanya 

menyangkut ketentuan Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB). Namun dalam kenyataannya terindikasi bahwa penerapan 

ketntuan wajib memenuhi persyaratan tata bangunan tersebut belum berjalan 

efektif sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh 

banyaknnya terjadi penyimpangan persyaratan teknis bangunan dalam kegiatan 

pendirian bangunan, baik bangunan rumah tinggal, bangunan jasa usaha maupun 

bangunan umum milik pemerintah. Hasil pengamatan dan investigasi lapangan 

diperoleh fakta yang menunjukkan banyaknya terjadi penyimpangan persyaratan 

teknis bangunan, terutama menyangkut ketentuan garis sempadan bangunan dan 

koefisien dasar bangunan. Gambaran mengenai masih banyaknya terjadi 
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penyimpangan persyaratan teknis bangunan juga dikuatkan oleh informasi dari 

beberapa informasi kunci, sebagaimana hasil wawacara dengan Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut: 

"kalau bicara aturan seharusnya setiap bangunan yang didirikan harus 
memenuhi persyaratan teknis bangunan, walaupun realita yang terjadi 
selama ini masih banyak bangunan yang melanggar aturan garis sempadan 
dan KDB, karena rata-rata masyarakat tidak mengurus IMB ketika 
mendirikan bangunan. Karena itu kami tetap tegas untuk tidak memproses 
IMB pada bangunan yang melanggar persyaratan tek:nis maupun 
administrasinya". (Wawancara, November 2014) 

Pemyataan yang di kemukakan tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

ketentuan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan dalam setiap kegiatan 

mendirikan bangunan masih belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya 

penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan tata bangunan tersebut karena 

dalam kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan ketentuan garis 

sempadan bangunan dan koefesien dasar bangunan. Penyimpangan persyaratan 

teknis bangunan tersebut terjadi pada bangunan rumah tinggal, bangunan jasa 

usaha dan bangunan umum milik pemerintah. Kondisi ini terjadi karena sebagian 

besar masyarakat tidak mengurus IMB ketika mendirikan bangunan sehingga 

instansi teknis terkait tidak dapat mengedalikan pelasanaan tata bangunan 

tersebut juga diakui oleh Camat Kota Waingapu, sebagaimana pemyataan yang 

dikemukakan yaitu sebagai berikut: 

''saya melihat Dinas Pekerjaan Umum belum tegas menerapkan 
persyaratan teknis dalam peraturan IMB ini, karena kenyataan banyak 
sekali bangunan yang melanggar aturan garis sempadan dan jalur hijau, 
pada hal selama ini kami sering melaporkan setiap permasalahan yang 
terjadi di lapangan".(Wawancana, November 2014) 

Peryataan yang dikemukakan tersebut semakin menegaskan bahwa 

penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan terhadap 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



87 

setiap kegiatan mendirikan bangunan masih belum berjalan secara efektif di 

lapangan. Belum efektifnya penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan 

teknis bangunan tersebut karena dalam kenyataannya banyak bangunan yang 

didirikan namun melanggar aturan garis sempadan bangunan dan ketentuan jalur 

hijau. Kondisi ini terjadi karena kurangnya ketegasan dari Dinas Pekerjaan Umurn 

dalam menerapkan ketentuan wajib memenuhi persyaratan teknis tersebut. Secara 

langsung hal ini juga berdampak pada sikap masyarakat yang cenderung tidak 

mentaati aturan-aturan teknis yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan. 

Pemyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagai kepala wilayah, 

camat cukup memahami ketentuan dan persyaratan teknis dalam mendirikan 

bangunan. Pemahaman tersebut ditunjukkan dari langkah koordinasi yang 

dilakukan terhadap setiap permasalahan pelanggaran aturan dalarn mendirikan 

bangunan yang terjadi di wilayah kerjanya. Langkah te:sebut merupakan bentuk 

tanggung jawab camat selaku kepala wilayah terhadap berbagai permasalahan 

pembangunan yang terjadi di wilayahnya. 

Belum efektifuya penerapan ketentuan wajib memenuhi persyararan tata 

bangunan terhadap setiap kegiatan mendirkan bangunan atau mengubah bangunan 

juga didukung oleh hasil investigasi lapangan terhadap beberapa pemilik 

bangunan. Kenyataan tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan Markus 

Rihi warga Kelurahan Matawai, yang mengemukakan bahwa : 

"terus terang saya tidak tahu k:alau bangunan saya tidak sesuai dengan 
persyaratan teknis yang ditentukan, karena waktu kami bangun kami hanya 
mnengikuti bangunan disebelah kami, memang setelah beberapa kali kami 
disampaikan olrh aparat Dinas Pekerjaan Umum katanya bangunan ini 
karena melanggar aturan garis sempadan bangunan". (Wawancara, 
November 2014) 
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Pemyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa dalam 

kenyataannya di lapangan masih banyaknya terjadi, pelanggaran terhadap 

persyaratan teknis bangunan dalam kegiatan mendirikan bangunan. Pelanggaran 

persyaratan teknis bangunan tersebut utamanya menyangkut penyimpangan aturan 

garis sempadan bangunan. Hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa 

terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan teknis bangunan tersebut disebabkan 

oleh perilaku masyarakat yang tidak mengurus IMB ketika mendirikan bangunan. 

Kondisi ini berdampak pada tidak dipatuhinya persyaratan teknis bangunan karena 

dalam melaksanakan mendirikan bangunan tidak dikosultasikan dengan instansi 

terkait. 

Begitu pula basil wawancara dengan Ha!adin ( 45 tahun), warga pemilik. 

Bang:man di Kelurahan Hambala, yang mengemukakan sebagai berikut : 

"memang jarak bangunan saya terlalu dekat dengan jalan, apa boleh buat 
walaupun tidak memnuhi persyaratan teknis saya tetap bangun saja 
karena lahan saya terbatas dan selama ini curna disini yang bagus untuh. 
usaha saya, kalau pun besok-besok ada penertiban sebagai masyarakat 
kami hanya berharap mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah 
supaya ada ganti ruginya". (Wawancara, November 2014) 

Pemyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 

masih belum mentaati ketentuan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan 

dalam kegiatan mendirikan bangunan. Belum taatnya masyarakat terhadap 

persyaratan teknis dalam mendirikan bangunan sehingga mengakibatkan ba_'lyak 

bangunan yang melanggar persyaratan teknis, terutama menyangkut aturan garis 

sempadan bangunan dan koefisien dasar bangunan. Hasil penelusuran penulis juga 

menunjukkan bahwa banyaknya terjadi penyimpangan terhadap persyratan teknis 

bangunan karena umumnya masyarakat ketika akan mendirikan bangunan tidak 

pernah melakukan konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi 

teknis yang mengurusi penataan bangunan. Kondisi ini yang menyebabkan 
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penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan tersebut 

sampai sekarang belum berjalan efektif. 

Berdasarkan gambaran-gambaran yang diuraikan tersebut maka dapat 

dismpulkan bahwa penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan tata 

bangunan sebagaimana di atur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 PERDA 

Nomor 9 Tahun 2011 sampai sekarang dapat dikatakan belum berjalan efektif. 

Belum efektifnya penerapan ketentuan wajib memenuhi persyaratan tata 

bangunan tersebut karena masih banyaknya terjadi penyimpangan persyaratan 

teknis bangunan dalam kegiatan mendirikan bangunan. Penyimpangan tersebut 

utamanya menyangkut ketentuan garis sempadan bangunan dan koefisien dasar 

bangunan. Banyaknya penyimpangan terhadap persyaratan teknis bangunan 

tersebut karena sebagian besar masyarakat ketika ak:an mendirikan bangunan tidak 

mengurus IMB terlebih dahulu. Dengan tidak: mengurus IMB terlebih dahulu 

ketika ak:an mendirikan bangunan, maka pelak:sanaan pembangunannya tidak 

terpa.'ltau oleh instansi tcknis terkait. 

Kondisi ini secara langsung berdampak: pada rendahnya penerimaan 

retribusi IMB karena instansi terkait tidak menerbitkan IMB terhadap bangunan 

yang tidak meme1rnhi persyaratan tata bangunan. Yang berarti bahwa bangumm 

tersebut tidak dapat dipungut retribusi IMB-nya. 

c. Ketentuan sanksi 

Sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 

9 Tahun 2011 meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan sanksi 

administrasi diatur dalam pasal 67, yang berbunyi : 

1. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban 
pemenuhan fungsi, persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung 
dapat dikenak:an sanksi administratif berupa : 
a. Peringatan tertulis; 
b. Pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 

pembangunan; 
d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 
e. Pembekuan IMB; 
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f. Pencabutan IMB; 
g. Pembekuan SLF bangunan gedung; 
h. Pencabutan SLF bangunan gedung dan/atau; 
i. Perintah pembongkaran bangunan gedung. 

2. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % dari nilai bangunan yang 
sedang atau telah dibangun. 

3. Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Bupati. 

Adapun mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 69, yang berbunyi : 
Setiap pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang melakukan 
pelanggaran atas pelaksanaan Bangunan Gedung dikenakan sanksi pidana 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Substansi kedua pasal tersebut secara tegas menyatakan adanya pengenaan 

sanksi kepada wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam 

melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan. Dalam hal ini, wajib retribusi yang 

dimaksud adalah setiap orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang akan 

melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan, baik 

terhadap bangunan yang akan dan telah mengurus IMB maupun bangunan yang 

bdum memiliki IMB. Sesuai ketentuan wajib memiliki lmb dalam setiap kegiatan 

mendirikan bangunan atau mengubah bangunan, maka sertifikat Imb yang 

diterbitka11 oleh kepala daerah tersebut menjadi da:.;ar bagi instansi terkait untuk 

melakukan pemungutan retribusi IMB. 

Pengenaan sanksi terscbut pada dasamya merupakan suatu bentuk upaya 

untuk menegakkan aturan terhadap pelaksanaan kebijakan IMB tersebut ditujukan 

untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan wajib 

memiliki IMB dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah 

bangunan. Wujud kepatuhan dan ketaatan tersebut adalah adanya kesadaran 

masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mengurus IMB dan membayar 
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retribusi IMB tepat pada waktunya dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan 

maupun mengubah bangunan. 

Mengacu pada ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 

9 Tahun 2011, maka diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran penerapan 

kebijakan IMB yaitu mewujudkan tertib bangunan dan menghindari berbagai 

bentuk penyimpangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan mendirikan bangunan. 

Bahkan, secara langsung juga diharapkan dapat mengefektifkan pemungutan 

retribusi Imb sebagai sumber penerimaan bagi PAD, dari setiap pelaksanaan 

kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan. Namun dalam 

kenyataannya terin<likasi bahwa penerapan ketentuan sanksi tersebut belum 

berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh 

banyaknyc>, bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak rr:_emnuhi persyaratan 

tcl<.nis yang ditetapkan, baik bangunan rumah tinggal, bangunan jasa usaha 

maupun bangunan umum milik pemerintah. 

Gambaran mengenai belum efektifnya penerapa.n ketentuan sanksi 

terhadap pelanggaran aturan IMB dalam kegiatan mendirikan bangunan terungkap 

dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba 

Timur, yaitu sebagai berikut: 

"da1am Perda memang sudah diatur tentang pengenaan sanksi bagi setiap 
bangunan yang melanggar ketentuan IMB, tapi yang kami lakukan selama ini 
masih bersifat pembinaan saja dan belum ada tindakan-tindakan keras, 
misalnya kami datang ke lokasi atau kami panggil mereka menghadap ke 
Kantor lalu kami berikan peringatan dan teguran". (Wawancara, November 
2014) 

Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan sanksi 

terhadap pelanggaran aturan Imb belum dilaksanakan secara tegas oleh instansi 
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teknis terkait. Belum tegasnya penerapan ketentuan sanksi tersebut terlihat dari 

tindakan penanganan yang dilakukan oleh instansi teknis terkait terhadap 

pelanggaran aturan lmb yang masih banyak bersifat pendekatan persuasif, 

misalnya memberikan peringatan atau teguran terhadap kegiatan mendirikan 

bangunan yang terindikasi melanggar aturan IMB. Seharusnya dengan 

mencermati seringnya terjadi penyimpangan terhadap aturan Imb tersebut, maka 

instansi teknis terkait sudah memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap 

kegiatan mendirikan bangunan yang melanggar aturan IMB. Tindakan tersebut 

harus dilakukan guna menghindari perilaku masyarakat yang cenderung sengaja 

melalaikan dan melanggar aturan IMB dalam melaksanakan kegiatan mendirikan 

bangunan, sebagaimana yang telah diatur dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2011. 

Belum t~gasnya penerapan ketentuan sanksi tersebut mengakibatkan 

banyaknya terjadi pelanggaran terhadap aturull IMB dalam kegiatan mendirikan 

bangunan. Secara faktual, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya bangunan yang 

tidak memiliki IMB dan bahkan tidak memenuhi persyaratan tata bangunan yang 

ditetapkan, baik bangunan rumah tinggal, bangunan jasa usaha maupun bangunan 

umum milik pemnerintah. Banyaknya terjadi pelanggaran aturan IMB tersebut 

disebabkan oleh kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap aturan 

IMB karena tidak adanya sanksi tegas yang diberikan terhadap setiap pelanggaran 

aturan dalam mendirikan bangunan. 

Belumnya efektifnya penerapan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran 

aturan IMB juga terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Cipta 
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Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, yang mengemukakan 

bahwa: 

"untuk sekarang ini memang bisa dikatakan kami masih belum tegas 
dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan IMB, masalahnya 
bagaimana kami mau menerapkan sanksi tegas kepada masyarakat kalau 
kenyataannya selama ini bukan hanya bangunan masyarakat yang melanggar 
tapi juga bangunan milik pemerintah bahkan bangunan para pejabat 
pemerintah, yang seharusnya merekalah yang memberi contoh kepada 
masyarakat, jadinya kami serba sulit, paling-paling kami hanya memberikan 
teguran saja". (Wawancara, November 2014) 

Pemyataan yang dikemukakan tersebut juga menunjukkan belum tegasnya 

Dinas Pckerjaan Umum selaku instansi teknis yang bertangung jawab dalam 

melaksanakan kebijakan IMB untuk menerapkan sanksi ~ersebut terlihat adanya 

keengganan dan keraguan dari instansi teknis terkait untuk memberikan sanksi 

terhadap pelanggaran aturan lmb. Selaku instansi teknis, Dinas Pekerjaan Umum 

masih mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat yang selama ini belum 

terbiasa dc,ngan pembcrlakuan aturan IMB dalam kegiatan mendirikan bangunan. 

Dalam kenyataanya berbagai bentuk pelanggaran terhadap sturan IMB 

tersebut tidak hanya terjadi pada bangunan milik masyarakat tetapi juga pada 

bfil!gunan milik pemerintah dan bangunan milik pejabat pemerintah. Kondisi ini 

menyebabkan penerapan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan IMB 

sampru sekarang belum berjalan secara efektif. Seharusnya Dinas Pekerjaan 

Umum selaku instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

aturan IMB lebih tegas memberikan sanksi dan tidak memberikan kelonggaran 

terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan IMB. 

Berdasarkan gambaran-gambaran yang diuraikan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan IMB 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2011, sampai sekarang dapat dikatakan belum 

efektif. Belum efektifnya penerapan ketentuan sanksi yang tegas terhadap 

poelanggaran aturan IMB. Bentuk tindakan yang dilakukan selama ini terhadap 

pelanggaran aturan IMB masih bersifat pembinaan, yaitu berupa peringatan dan 

teguran. Kondisi ini menyebabkan banyak bangunan yang didirikan namun tidak 

memiliki IMB dan tidak memenuhi persyaratan teknis, baik bangunan rumah 

tinggal, bangunan jasa usaha maupun bangunan milik pemerintah. 

2. lmplementasi kebijakan JMB dalam meningkatkan PAD di Kabupaten 

Sumba Timur 

Mencem1ati perkembangan dan dinamika pembangunan yang terjadi di 

Kabupaten Sumba Timur saat ini, maka sudah saatnya implemertasi kebijakan 

rentang iziri mendirikan bangunan (IMB) tersebut diterapkan secara efektif di 

lapangan. Langkah ini sangat penting dilakukan dalam rangka mendukung 

pencapaian sasaran implernentasi kebijakan yaitu mendorong pelnksanaan 

berbagai kegiatan pembangunan fisik agar lebih terarah dan terkendali. Selain itu, 

efektifitas pengimplementasian :rnbijakan IMB tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumba 

Timur, yang bersumber dari penerimaaTJ. retribusi IMB. 

Tuntutan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan IMB adalah 

dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah, agar 

dapat memberi manfaat positif bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten 

Sumba Timur. Upaya tersebut sejalan dengan meningk:atnya kegiatan 
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pembangunan fisik saat ini, sehingga apabila dikelola secara optimal dapat 

menjadi potensi penerimaan yang cukup signifikan bagi pendapatan asli daerah 

(PAD) Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari retribusi IMB. 

Gambaran mengenai upaya mengefektifkan implementasi kebijakan 

pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur tersebut terungkap dari hasil 

wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Sebagaimana pemyataan 

yang di kemukakan, yaitu sebagai berikut: 

"kalau mengamati dinamika pembangunan dan meningkatnya animo 
masyarakat dalam membangun, maka kebijakan tentang IMB yang di 
~etapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2011 sudah saatnya untuk 
diimplemen::asikan secara efektif di Kabupaten Sumba Timur. Karena 
secara riil di lapangan, perkembangan dan pertu..~buhan bangunan yang 
telah menyebar tidak saja di wilayah ibukota tapi juga di luar wilayah 
ibukota merupakan potensi yang cukup sig,nifikan bagi penerimaan retribusi 
IMB". (\Vawacara,November 2014) 

Pt:rnyataan tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan pelayanan 

I.MB merupakan langl~ah yang cukup strategis dalam rangka mengantisipasi 

pesatnya kegiatan pembangu.Tian di Kabupaten Sumba Timur saat ini. Dalam hal 

ini, perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi di wilaya Kabupaten Sumb'l 

Timur saat ini sesungguhnya merupakan poiensi yang cukup signifikan bagi 

penerimaan retribusi IMB. Potensi penerimaan retribusi IMB tersebut di peroleh 

dari pengutan retribusi terhadap setiap kegiatan mendirikan bangunan yang 

diterbitkan sertifikat IMB-nya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Nomor 

12 tahun 2011 tentang retribusi IMB. 

Sebagai suatu kebijakan daerah yang telah di tetapkan melalui peraturan 

daerah, tentu merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengefektifkan 

pemberlakuannya. Apalagi kebijakan IMB tersebut dapat dikatakan sebagai suatu 
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kebijakan yangmempunyai pengaruh luas terhadap kemajuan pembangunan 

daerah karena mempunyai keterkaitan langsung dengan pelayanan kepada 

masyarakat sehingga penerapannya harus lebih diprioritaskan. Sebagaimana 

pemyataan yang diungkapkan oleh Ir. Umbu Manggana, M.Si, anggota DPRD 

Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut: 

"sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami mengharapkan kepada 
pemerintah daerah agar segala kebijakan yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan bersama agar secepatnya diimplementasikan di tengah-tengah 
masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan 
daerah. Begitu pula dengan kebijakan IMB ini, tentu dengan melihat 
dinamika pembangunan di Kabupaten Sumba Timur saat ini, maka sudah 
saatnya kebijakan ini diimplementasikan guna mengoptimalkan pengelolaan 
potensi daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi 
Kabupaten Sumba Timur".(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut pada dasarnya mengisyaratkan bahwa pihak legisla~if 

sangat mendukung pengimplementasian setiap kebijakan daerah yang telah 

ditetapkan peberlakuan dala.m Perda. Begutu pula melihat realita kemajuan 

pembangunan di Kabupaten Sumba Timur saat ini, tentu sudah saatnya kebijaka.tJ. 

IMB tersebut diimpleme~tasikan di tengah-tengah masyarakat guna 

mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah sehingga dapat member~kan manfaat 

secara ekonomi. Dalam arti, bahwa penerapan kebijakan pelayanan IMB tc1sebut 

perlu lebih di dorong pelaksanaannya karena mempunyai pengaruh luas terhadap 

kemajuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD). 

Gambaran yang diuraikan menunjukkan bahwa pada dasamya Kabupaten 

Sumba Timur memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup 

signifikan dari penerimaan retribusi IMB apabila dikelola secara optimal. Status 

Kabupaten Sumba Timur sebagai daerah otonom yang baru berkembang sudah 
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tentu sangat membutuhkan sumber-sumber pendanaan dalam rangka 

memantapkan pelaksanaan pembangunan daerah. Pesatnya pembangunan fisik 

yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur saat ini tentu dapat dikelola dan 

dimanfaatkan secara efektif, karena merupakan potensi utama yang dapat 

menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan 

retribusi IMB. Sebagaimana pemyataan yang dikemukakan oleh Anthon Dida 

Njuka (anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur), yaitu sebagai berikut: 

"kita semua tahu bahwa Kabupaten Sumba Timur merupakan daerah 
otonom dan saat ini sangat membutlli'lkan sumber-sumber perdanaan untuk 
melaksanakan pembangunan di bergai bidang. Jadi menurut saya penerapan 
kebijakan tentang IMB ini sangat strategis dalam meningkatkan 
produktifitac;; PAD Kabupaten Sumba Timur klmsusnya dari penerirnaan 
retribusi IMB". (Wawancara, November 2014) 

Pemyataan ) ang dikemukakan tersebut menegaskan bahwa pember1nkuan 

kebijakan IMB adalah untuk meningkatkan produktititas pendapatan asli daerah 

(PAD) Kabupaten Sumba Timur yar1g bersumber dari retribusi IMB, dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan otonom daerah di Kabupaten Sumba Timur. 

Begitu pula dari aspek penataan ruang,maka penerapan kebijakan IMB tersebut 

juga dalam rangka mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan fisik agar 

lebih terarah. 

Sebagai suatu kebijakan daerah yang mengikat seluruh masyarakat, maka 

penerbitan IMB kepada setiap masyarakat yang akan mendirikan bangunan 

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kenyamanan dan keamanan 

kepada masyarakat pemilik bangunan. Melalui surat IMB yang diterbitkan berarti 

suatu bangunan telah memenuhi unsur kelayakan dari aspek teknis, ekologis dan 

administrasi untuk di ban.gun. Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan jasa 
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pelayanan yang diberikan oleh daerah yang berkaitan langsung dengan penerbitan 

IMB tersebut, maka setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan 

harus membayar retribusi IMB. Penerbitan sertifikat IMB tersebut secara 

langsung akan memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 

yang bersumber dari retribusi IMB. 

Dalam mencapai sasaran implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sumba 

Timur, telah disusun suatu perencanaan untuk menentukan jumlah penerimaan 

retribusi IMB yang dihasilkan setiap tahunnya. Langkah ini dilakukan untuk 

memperkirakan pencapaian sasaran penerimaan retribusi IMB setiap tahunnya 

berdasarkan potensi obyek retreibusi yang ada, baik dari kegiatan rumah tinggal, 

bangumm jasa maupun proyek pemerintah yang wajib IMB. Dengan demikian, 

dapat terukur pencapaian sasaran peneerimaan retribusi IMB setiap tahunnya. 

Sejak ditetapkan dalam peraturan daerah pada tahun 2011 dan mulai efektif 

diberlakukan sejak tahun 2012, pelaksanaan kebijakan IMB tersebut tela.l-i 

memberika.'l adil bagi PAD Kabupaten Sumba Timur. Dalam penerimaan retribusi 

IMB tersebut telah menghasilkan pemasukan bagi PAD Kabupaten Sumba 

Timur. Na.mun demikian, produktifitas penerimaan retribusi IMB tei·sebut belum 

mampu mencapai sasaran yang diharapkan dalam meningkatkan PAD Kabupaten 

Sumba Timur, baik secara kuantitas maupun kualitas. Selama ini jumlah 

penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan setiap tahunnya belum menunjukkan 

peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba 

Timur. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten 

Sumba Timur, terungkap fakta sebagai berikut: 

"Melihat realisasi jumlah penerimaan retribusi IMB selarna ini memang 
masih jauh dari sasaran yang diharapkan, baik secara kuantitas maupun 
kualitas, karena jumlah yang dihasilkan belum sebanding dengan potensi 
obyek retribusiui IMB yang ada d Kabupaten Surnba Timur". 
(Wawancara, November 2014) 

Penyertaan tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas maupun 

kualitas penerimaan retribusi di Kabupaten Surnba Timur masih belum sesuai 

sasaran implementasi kebijakan yang diharapkan. Secara kuantitas harnpir setiap 

tahunnya realisasi penerirnaan retribusi IMB tidak mencapai target yang 

ditetapkan. Begitu pula secara kuantitas, hanyak bangunan yang didirikan narnun 

tidak dipungut retribusinya karena tidak memiliki IMB. Kondisi tersebut 

berdarnpak pada rendahnya kontribusi penerimaan retribusi IMB dari bangunan 

rurnah tinggal maupun bangunan jasa yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun 

pihah swasta atau pengusaha. 

Belum ccrcapainya sasaran penenmaan retribusi IMf~ tcrhadap PAD, 

diakui oleh Kepala Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah 

Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana pemyataannya bahwa: 

"selarna ini realisasi penerimaan retribusi IMB harnpir setiap tahunnya 
belum tercapai target dan sasaran yang ditetapkan sehingga saat ini belurn 
marnpu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD 
Kabupaten Surnba Tirnur".(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan IMB yang 

diimplementasikan di Kabupaten Surnba Timur selarna ini, dalarn kenyataannya 

belurn diikuti dengan peningkatan produktifitas penerimaan retribusi IMB. Dalarn 

arti, bahwa sasaran irnplementasi kebijakakan IMB tersebut belurn marnpu 
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memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan pendapatan asli daerah 

(PAD) di Kabupaten Sumba Timur. Padahal sebagaimana diketahui bahwa izin 

mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang di berikan oleh pemerintah daerah 

kepada pribadi atau badan hukurn yang akan mendirikan suatu bangunan, 

sehingga konsekuensi dari setiap izin yang diterbitkan tersebut adalah setiap 

masyarakat wajib membayar retribusi IMB. 

Rendahnya penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Sumba Timur selama 

m1 karena sebagian besar bangunan yang didirikan oleh masyarakat maupun 

swasta tidak memiliki surat IMB, terutama bangunan ruma.li tinggal dan bangunan 

jasa usaha. Adapun penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan selama ini sebagiRn 

besar bersurnber dari setoran kegiatan proyek-proyek pemerintah, yang terdiri 

kegia.tan pernbangunan sarana dan prasarana lainnya yang tergolong wajib IMB. 

Secara tegas hal ini diakui oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan (BPMPP), sebagaimana pemyataannya bahwa: 

"berdasarkan data yang ada pada kantor kami, realisasi penerimaan 
retribusi IMB sclama ini masih didorninasi da.ri kegiatan proyek-proyek 
pemerintah sedangkan penerimaan retrib1Jsi IMB dari kegiatan 
pembangunan yang dilaksanakan masyaratkat masih sangat minim. 
Bahkan secara keseluruhan jumlah penerimaan retribusi lMB belum sesuai 
target yang diharapkan". (Wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi IMB di 

Kabupaten Sumba Timur selama ini masih bertumpu pada penerimaan IMB dari 

kegiatan pembangunan rumah tinggal dan bangunan jasa usaha yang dilaksanakan 

oleh masyarakat pihak swasta, kontribusinya masih sangat minim. 

Minimnya penerimaan retribusi IMB dari kegiatan pembangunan rumah 

tinggal dan bangunanjasa usaha kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat 
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untuk mengurus IMB dalam mendirikan bangunan. Data menunjukkan bahwa 

prosentase bangunan yang memiliki IMB hanya sebesar ± 7, 94 % dari total 

bangunan yang ada di Kabupaten Sumba Timur khususnya Kota Waingapu. 

Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyuluhan 

yang dilakukan oleh instansi teknis terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum, 

sehingga berdampak rendahnya pengetahuan dai.1 pemahaman masyarakat tentang 

manfaat mengurus IMB. Secara langsung, hal ini berdampak pada tidak 

tercapainya penerimaan retribusi IMB bagi peningkatan PAD Kabupaten Sumba 

Timur. 

Gambaran yang diungkapkan tersebut menunjukl::an bahwa selania !ni 

instansi teknis terkait belum mampu mengoptimalkan pengelolaan potensi 

retcibusi IMB agar menghasilkan penerimaan retribusi L\.1B yang signifikan. 

Dampaknya adalah realisasi penerimaan retribusi IMB selama ini belum mampu 

mencapai sasaran kebijakan yang ditetapkan. Pada sisi lair., rendahnya 

penerimaan retribusi IMB dari kegiata..'1 pembangunan rurrtah tinggal maupun 

bangunan jasa usaha tersebut dapat mengindikasikan rendahnya kinerja instansi 

teknis terkait dalam mengelola dan mengembangkan potensi retribusi yang 

dimiliki. 

Berdasarkan gambaran yang diuraikw1 tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa sasaran implementasi kebijakan IMB dalam meningkatkan PAD 

Kabupaten Sumba Timur masih belum tercapai. Tolak ukur ya.11g menujulr..kan hal 

tersebut adalah rendahnya penerimaan retribusi IMB yang di hasilkan selama ini. 

Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah banyaknya bangunan yang tidak 

memiliki surat IMB sehingga tidak dapat dipungut retribusinya. 
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C. Kontribusi IMB Terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Sumba 

Timur 

1. Kontribusi penerimaan IMB terhadap peningkatan PAD 

Sebagaimana diketahui bahwa retribusi IMB merupakan salah satu sumber 

penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumba Timur, 

penerimaan retribusi IMB tersebut dihasilkan dari tarif retribusi yang dikenakan 

atas surat IMB yang ditebitkan oleh daerah kepada setiap masyarakat yang 

bermohon untuk mendapatkan IMB. Besamya tarif retribusi IMB bagi setiap 

bangunan ditentukan sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

Pesatnya kegiatan pembac1gunan fisik yang terja<li di Kabupaten Sumba 

Timur saat ini khususnya bangunan rumah tinggal clan bangunan jasa usaha 

lainnya, tentu merupakan obyek yang cukup potensial bagi penerimaan retribusi 

IMB. Sebagai obyek penerimaan PAD yang cukup potensial maka potensi 

r~tribusi IMB tersebut harus dikelola secara optimal untnk mev.ujudkan sasaran 

implementasi kebijakan pelayanan IMB yaitu meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD) di Kabupaten Sumba Timur. Secara prospektur, melihat potensi 

obyek retribusi IMB saat ini, maka kedepan penerimaan retribusi IMB cukup 

diandalkan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong 

peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Sumba Timur. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, 

yang mengemukakan bahwa : 

"Jika mengkalkulasi potensi obyek retribusi IMB dari banyaknya kegiatan 
pembangunan fisik saat ini, maka kedepan penerimaan retribusi IMB 
merupakan salah satu sector yang diandalkan sebagai penyumbang besar 
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bagi penerimaan PAD di Kabupaten Sumba Timur. Karena itu dalam 
implementasi kebijakan pelayanan IMB harus dilaksanakan seoptimal 
mungkin". (Wawancara, November 2014) 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa potensi obyek retribusi IMB 

merupakan sector yang diandalkan sebagai penyumbang besar bagi penerimaan 

PAD di Kabupaten Sumba Timur. Namun demikian, untuk mencapai sasaran 

implementasi kebijakan IMB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

bagi Kabupaten Sumba Timur, diperlukan langkah-langkah konkrit dalam 

implementasi kebijakan pelayanan IMB terseb~t, yaitu dengan meningkatkan 

efektifitas pelayanan IMB d:m memaksimalkan pengelolaan potensi retribusi IMB 

terse but agar dapat memberikan kontrib'.lsi positif terhadap PAD Kabupaten 

Sumba T1mur. 

IJalam kenyataannya, realisasi penerimaan retribusi IMB selama ini masih 

jauh dari target yang diharapkan. Dalam arti, produktifitas penerimaan retribusi 

Th:1B selama ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

penerimaan PAD Kabupaten Sumba Timur. Lebihjelas disajikan pata tabel 4.3 

T~bel 4.3 Realisasi Penerimaan Retribusi IMB T erhat:!ap PAD Kabupaten 

Sumba Timur Tahun 2013-2014 

Target Realisasi Persentase Pendapatan Persent~e 

Nomor Tahun Penerimaan Penerimaan Penerimaan Asli Daerah IMB bagi 
IMB IMB IMB(o/o) (PAD) PAD(%) 

1. 2013 1.000.000.000 65.075.000 6,51% 35.433.586.700 0,18% 

2. 2014 1.000.000.000 94.937.500 l 9,49% 39.131.223.000 0,24% 
i 

Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Sumba Timur 2014 

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, tergambar bahwa selama kurun waktu dua 

tahun terakhir, realisasi penerimaan retribusi IMB hampir setiap tahunnya tidak 

memenuhi target yang ditetapkan bahkan tidak ada peningkatan yang signifikan. 

I 
I 
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Melihat realisasi penerimaan tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten 

Sumba Timur belum memenuhi target yang ditetapkan. 

Tabel 4.3 tersebut juga menunjukkan bahwa secara kumulatif selama dua 

tahun pelaksanaan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur, penerimaan 

retribusi IMB telah memberikan pemasukan bagi PAD sebesar Rp. 

160.012.500,00, atau rata-rata sebesar Rp. 80.006.250.00 setiap tahunnya. Ini 

berarti bahwa prosentase penerimaan retribusi IMB hanya mencapai 8% per 

tahun, sedangkan kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten 

Sumba Timur adalah sebesar 0.21 % per tahun. Nilai kontribusi tersebut 

menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi IMB selama ini belum culmp 

signifikan un.tuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten 

Sumba Timur. Dalam arti, bahwa selama ini kontribusi penerimaan retribusi IMB 

terhadap peningkatan PAD dapat dikatakan masih sangat rendah. 

Jika di cermati lebih dalam, bahwa belum tercapainya target realisasi 

penerimaan retribusi IMB selama ini sesungguhnya tidak saja dilihat dari segi 

kuantitas, dalam arti realisasi penerimaan IMB tersebut diulmr dari rendahnya 

jumiah penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan. Akan tetapi hal ini juga harus 

dilihat dari segi kualitas penerimaan retribusi IMB tersebut, dalam arti proporsi 

besaran jumlah penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan selama ini belum 

sebanding dengan potensi obyek retribusi IMB. 

Penerimaan retribusi IMB dari kegiatan pembangunan rumah tinggal dan 

bangunan jasa usaha masih relatif minim. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian 

besar bangunan yang didirikan tidak memiliki surat IMB sehingga retribusi IMB-
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nya tidak dapat dipungut. Begitu juga dengan kegiatan proyek pemerintah 

meliputi pembangunan gedung, prasarana dan sarana pemerintah lainnya yang 

tergolong wajib IMB terabaikan pengurusan Sertifikat IMB. Hal ini dapat dilihat 

sering terjadi permasalah terhadap bangunan pemerintah berdiri diatas tanah 

tersebut baik menyangkut sertifikat kepemilikan maupun sertifikat IMB tidak 

dikantongi pemerintah kareila tidak di pantekan milik pemerintah setelah di 

hibahkan. 

Penerimaan Retribusi IMB Kabupaten Sumba Timur dari proyek 

pemerintah tidak nampak disebabkan hal diatas dc.n dalam pengelolaannya lewat 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ferizinan (BPMPP) dari segi 

administrasi belum di pilah mana yang biaya retribusi bangunan proyek 

pemerintah dan mana bangunan masyaral:.at. Sehingga tidak terlihat mana setoran 

retribusi IMB dari hasil proyek pemerintah dan mana retribusi IMB dari 

bangunan masyarakat. Jadi semenjak sistem perizinan pertengahan tahun 2012 

satu atap di badan perizinan terpadu mulai terdata salah satunya bangunan dari 

proyek pemerintah yang mempunyai sertifikat IMB yaitu Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD). 

Gambaran yang diuraikan pada alinea diatas mengindikasikan bahwa 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur selaku instansi teknis yang 

bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan IMB sampai saat ini belum 

mampu mengefektifkan penerapan kebijakan IMB di lapangan. Padahal jika 

dilihat dari potensi retribusi IMB di Kabupaten Sumba Timur yang demikian 

besar, seharusnya realisasipenerimaan retribusi IMB setiap tahunnya dapat dicapai 

bahkan bisa melebihi target yang ditetapkan. Faktor yang mendukung hal ini 
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adalah pertumbuhan bangunan rumah tinggal dan bangunan jasa usaha di 

Kabupaten Sumba Timur khusunya di Kota Waingapu sebagai obyek penelitian 

dan sasaran Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) cukup pesat tiap 

tahunnya. Namun dalam kenyataannya, realisasi penerimaan retribusi IMB 

tersebut masih belum sebanding dengan potensi obyek retribusi yang ada sehingga 

sampai sekarang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sumba Timur. 

Proporsi penerimaan retribusi IMB yang masih mengandalkan setoran dari 

kegiatan banguan masyarakat tentu sulit mewujudkan sasaran implementasi 

kebijakan IMB akan dapat meml:ierikan kontribusi bagi peningkatan PAD bagi 

Kabupaten Sumba TiI:iur. Apalagi kedepan, dengan berlakuny'l Pennendagri 

Nomor 32 talmn 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Meiidirikan Bangunan, 

maka pemungutan retribusi IMB terhadap kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah akan di hapuskan. Secara langsung hal itu tersebut 

akan berdampak pada berkurangnya potensi obyek retribusi IMB yang harus 

dipungut. Kondisi tei·stbut apabila tidak diikuti langkah-langkah efektif teI!tu akan 

semakin mempersulit upaya untuk mewujudkan pencapaian sasaran implementasi 

kcbijakan IMB. 

Berdasarkan gambaran yang diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap peningkatan PAD 

Kabupaten Sumba Timur masih cukup rendah. Kontribusi penerimaan retribusi 

IMB yang setiap tahunnya rata-rata hanya mencapai Rp. 80.006.250,00 (8%), 

tentu ini belum sebanding dengan potensi obyek retribusi IMB yang ada di 

Kabupaten Sumba Timur saat ini. 
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2. lmplementasi kebijakan pelayanan mendirikan bangunan dalam 

meningkatkan PAD 

Pada bagian ini akan diuraikan yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam hubungannya dengan 

pencapaian sasaran implementasi kebijakan, yaitu meningkatkan pendapatan asli 

daerah (PAD) Kabupaten Sumba Timur. Faktor-faktor tersebut selanjutnya 

dianalisis untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pengaruhnya terhadap 

implementasi kebijakan pelayanan IMB dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah di Kabupaten Sumba Timur. 

Dalam penelitian ini ada dua falrtor yang akan cianalisis yaitu faktor 

implementasi kebijakan dan faktor kualitas pelayaJ1an. Kedua faktor tersebut pada 

dasamya dianggap sebagai faktor u.:ama yang berpengaruh langsung terhadap 

obyek penelitian ~ni. Untuk r.1engukur sejauh mana pengaruh kedua faktor 

tersebut terhadap obyck penelitian ini, maka penulis menjabarkan masing-masing 

fak1or berdasarkan aspek-aspek yang mempengaruhinya, dengan mengacu pada 

landasan teori yang ada. 

Deskripsi hasil temuan dan pembahasan masing-masing ac;;pek terhadap 

implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) dalam 

meningkatkan (PAD) di Kabupaten Sumba Timur dipaparkan sebagai berikut : 

a. lmplementasi kebijakan 

1) Kompetensi staf 

Pegawai negeri selaku unsur aparatur pemerintah mempunyai peran penting 

dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan 

kebijakan pemerintah yang terkait pemberian pelayanan publik. Peran penting dari 

aparatur pemerintah tersebut sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran 
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organisasi pemerintah. Terlebih diera otonomi daerah saat ini dengan paradigma 

yang lebih mengedepankan profesionalisme dan keterbukaan pada segala aspek 

birokrasi, sehingga menuntut setiap organisasi pemerintah memiliki staf aparatur 

dengan kompetensi yang memadai. Kompetensi staf yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, ketrampilan, keahlian dari staf Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur untuk mampu melaksanakan 

tupoksinya dengan baik dalam implementasi kebijakan pelayanan IMB. 

Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan 

IMB di Kabupaten Sumba Timur, maka Dinas Pekerjaan Umum harus didukung 

oleh staf yang memiliki kompetensi teknis memadai. Dukungan staf dengan 

kompetensi teknis memadai terse but sangat diperlukan mengingat jenis pekerjaan 

yang dilaksanakan dalam irnplementasi kebijak2n IMB memiliki karakteristik 

telmis dan spesifik, utamanya yang berhubungan kegiatan penataan dan 

pengendalian bangunan. 

Mengacu pada struktur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum, maka secara 

fungsional pengurusan IMB merupakan tupoksi Bidang Cipta Karya. Dengan 

demikian, pen!laian kompetensi staf Dinas Pekerjaan Umum difokuskan pada 

Bidang tersebut, karena b'. dang-bidang lain secara fungsional tidak mempunyai 

keterkaitan langsung dengan prose penguru:..;an IMB. 

Tingkat Kompetensi staf Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat dari 

persentase pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, diklat teknis fungsional 

maupun berdasarkan golongan, yang menggambarkan masa kerja dan 

pengalaman staf. Pengukuran kompetensi staf dengan pendekatan ini lebih 

mempertirnbangkan aspek formal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dalam arti 
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sejauh mana persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi, sehingga mampu 

menunjang seorang staf menjalankan tupoksinya dengan baik. Sebagaiman hasil 

wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, 

yaitu bahwa : 

"sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam implementasi 
kebijakan IMB terutama menyangkut penataan dan pengendalian 
bangunan, maka tentu Dinas kami harus didukung staf yang memiliki 
kompetensi teknis memadai".(wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut menunju!r.kan bahwa faktor kompetensi staf sangat 

menentukan kemampuan dan keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dalam 

mengimplementasikan kebijakan pelayanan IMB. Sebagai instansi teknis yang 

bertanggung jawab dalam .implementasi kebijakan JMB, maka tugas dan fungsi 

Dinas Pekerjaan Umum banyak terkait dengan analisis dan pengkajian aspek 

teknis dari setiap bangunan yang dimohonkan izinnya, khususnya menyungkut 

kelayakan teknis dan ekologis bangunan. 

Dukungan kompetensi staf memadai tersebut akan sanagat menunjang 

pehksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam memb~rikan 

pelayanan berkualitas yang memuaskan masyarakat dalr:.m proses pengurus.m 

IMB. Begitupl1la sebaliknya, bila kompetensi staf yang dimiliki kurang memadai, 

maka hal tersebut akan menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pelayanan 

IMB di Kabupaten Sumba Timur. 

Dalam kenyataannya Dinas Pekerjaan Umum menghadapi kendala dalam 

implementasi kebijakan IMB yaitu rendahnya kompetensi staf. Kondisi ini 

berdampak pada belum efektifnya implementasi kebijakan pelayanan Imb di 

Kabupaten Sumba Timur. Indikasinya adalah masih banyaknya pelanggaran 
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terhadap ketentuan izin mendirikan bangunan, meliputi banyaknya bangunan yang 

tidak memiliki IMB dan tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, 

terungkap bahwa : 

"memang untuk saat ini kompetensi staf pada dinas kami memang masih 
belum mencapai standar dan kriteria yang diharapkan, bahkan ini juga 
masih ditambah dengan minimnya jumlah personil staf yang dimiliki dinas 
kami, sehingga ini menjadi salah satu kendala yang kami hadapi dalam 
mengimplementasikan kebijakan IMB".(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi staf 

merupakan salah satu kendala bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam 

raengimplementasikan kebijakan pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur. 

Kona::;i ini tentu cukup menghambat langkah-langkah instansi tersebut untuk 

memaksimalkan pemberlakuan aturan tentang IMB sesuai ketentuan Perda Nomor 

9 Tahun 2011, utamanya menyangkut perumusan program kerja dan strategi yang 

efoktif dalam melakukan penataan dan pengendalian bangunan. 

Secara tegas hal ini diakui Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan 

Umum, yaitu sebagai berikut : 

"Kapasitas personil staf yang ada di bidang kami masih cukup terbatas 
ur,tuk m~laksanakan kebijakan IMB, tidak saja kualitasnya tetapi juga 
kuantitasnya. Rata-rata pegawai yang ada di bidang kami masih minim 
pengalaman dan pengetahuan karena umumnya mereka adalah pegawai 
baru".(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut menegaskan bahwa, dalam mengimplementasikan 

kebijakan pelayanan IMB, Dinas Pekerjaan Umum masih mengalami kendala 

dalam hal kompetensi staf yang belum memadai. Gambaran mengenai rendahnya 

kompetensi staf Dinas Pekerjaan Umum juga didukung data-data bahwa sebagian 

besar staf pegawai yang tekait dengan pengurusan IMB masih minim pengalaman 
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karena mempunyai masa kerja rata-rata di bawah lima tahun. Bahkan, hampir 

sebagian staf pegawai tersebut belum mengikuti diklat teknis fungsional sehingga 

secara teknis tingkat kemampuan pegawai untuk merumuskan strategi yang efektif 

dalam implementasi kebijakan IMB masih minim. 

Namun demikian, dengan tingkat pendidikan staf Dinas Pekerjaan Umum 

yang terkait pengurusan IMB sebagian besar tergolong sarjana dengan latar 

belakang keahlian di bidang teknik, maka kedepan SDM staf yang ada sekarang 

masih cukup potensial nntuk dikembangkan kompetensinya. Upaya ini tentu 

diharapkan dapat menunjang efektifitas implementasi kebijakan IMB di 

Kabupaten Sumba Timur. 

2) Tingkat Pengawasan 

Tingkat kemampuan dan keahlian yang memadai dari aparatur 

pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan khususnya yang 

terkait dengan pelaksanaan kebijakan IMB, rnasih belum meajamin tumbuhnya 

kesadaran masyarakat untuk mematuhi segala ketentuan kebijakan pemerintah 

daerah tentar.g izin mendirikan bangunan (UvIB) tersebut. Dibutuhkan suatl! 

sistem pengawasan yang baik guna menjamin terwujudnya keterpaduan dan 

sinergitas antar sektor terkait terhadap pelaksanaan kebijakan daerah guna 

menghindar berbagai hal yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan 

kebijakan IMB tersebut. 

Dalam implementasi kebijakan IMB, maka kegiatan pengawasan 

merupakan bagian penting yang harus dilakukan untuk mendukung agar 

implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur dapat berjalan efektif. 

Pelaksanaan pengawasan tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan 
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kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan aturan mendirikan 

bangunan. Selain itu, kegiatan pengawasan tersebut juga dilakukan untuk 

memberikan kelasan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

setiap masyarakat dalam mendirikan bangunan. Upaya tersebut diperlukan agar 

pelaksanaan kebijakan daerah agar dapat berjalan efektif sesuai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Secara struktural pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan IMB di 

Kabupaten Sumba Timur merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, 

khusttsnya Bidang Cipta Karya melalui Seksi Pe:iataan Kota. Namun secara 

fungsional pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi kebijakan IMB juga 

merupakan tugas bersama oleh beberapa instansi dan unit kerja pemerintahan di 

Kabupaten Sumba Timur, meliputi camat, lurah/kepaia desa dan Badan PoEsi 

Pamong Praja dan Linmas. 

Untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. JMB di Kabupaten 

Sumba Timur, maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi penanggung jawab 

teknis mempunyai peran strategis dalam melakukan si5tem pengawasan yang 

efektif melalui kegiatai.1 pengawasan dan monitoring lapa..'lgan secara ketat dan 

rutin. Kegiatan pengawasan dan monitoring tersebut dilakukan terhadap 

berbagai kegiatan pembangunan fisik, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat, 

pemerintah maupun pihak swasta/pengusaha. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum 

juga dituntut mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan secara terpadu 

dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah lainnya. Unsur-unsur pemerintahan 

yang perlu dilibatkan langsung dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, yaitu 

camat, lurah atau kepala desa selaku kepala wilayah dan Badan Kesatuan Polisi 
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Pamong Praja dan Linmas, selaku institusi pemerintah daerah yang bertugas 

menegakkan peraturan daerah dan produk hukum pemerintah daerah lainnya. 

Melalui pelaksanaan pengawasan tersebut maka diharapkan dapat 

menumbuhkan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penerapan 

kebijakan IMB, khususnya menyangkut keharusan untuk mengurus Imb dalam 

setiap mendirikan bangunan. 

Dalam kenyataannya, pelaksanaan pengawasan sebagai bagian penting 

dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur, terindikasi 

masjh belum berja1an seperti yang diharapakan. Berdasarkan data sekunder yang 

telah diuraikan sebelumnya, tergnmbarhi.n secara jelas masih rendahnya jumlah 

kepemilikan IMB. Selain itu, dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan 

bahwa masih banyak terjadi penyimpanga.11 ketent1an teknis mendirikan 

bangunan terutama masyarakat aturan garis sempadan dan ketentuan jarak bebas 

dalam r.1endirikan bangunan, 

Berdasarkan data jumlah bangunan tahun 2014, dari total 1537 unit 

bangtman hanya sebanyak 122 buah bangtman yang telah memiliki sertifikat 

IMB. Rendahnya bangunan yang memiliki IMB khususnya dari kegiatan 

pembangunan rumah tinggal, hotel,ruko/toko, dan bangunan jasa usaha lainnya, 

secara langsung juga berdampak pada minimnya penerimaan retribusi IMB. 

Bahkan secara spasial telah menyebabkan kesemrawutan dan ketidakteraturan 

bangunan di kawasan kota sehingga mengganggu penataan wilayah dan kawasan 

kota. Berbagai penyimpangan mengenai ketentuan teknis mendirikan bangunan 

tidak saja terjadi pada bangunan yang didirikan oleh masyarakat, seperti 

bangunan rumah tinggal, toko/ruko, hotel dan bangunan jasa usaha lainnya, 
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tetapi juga pada bangunan milik pemerintah, utamanya menyangkut ketentuan 

garis sempadan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Sumba Timur, dikemukakan bahwa : 

"selama ini kami sudah melakukan langkah-langkah pengawasan melalui 
kegiatan monitoring bangunan walaupun ini sifatnya masih belum intens 
dan masih terfokus pada wilayah ibukota, karena kami masih sesuaikan 
dengan ketersediaan sumber daya staf yang ada pada dinas 
kami".(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum selaku 

instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan IMB telah 

r::lelaksanakan kegiatan pengawasan lapangan terhadap berbagai kegiatan 

pemb".ngunan fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat. NB.mun demikian, 

tingkat penga,vasan yang dilakukan dalam mendukung implementasi kebijakan 

IMB tersebut belum berjalan maksimal. Kegiatan pengawasan selama ini belum 

dilaksanakan secara efektif di selumh wilayah Kabupaten Sumba Timur, baik. 

dari segi frekuensi pengawasan maupunjangkauan wilayah pengawasan. 

Gambaran tnsebut menunjukkan bdnva Dinas Pekerjaw Umum bdum 

konsisten melaksanakan pengawasan secara ketat dan tegas di lapangan. Kondisi 

tersebut tergambarkan dari belum adanya upaya untuk mengoptimalkan dan 

memberdayakan sumber daya aparatur yang ada, dalam melakukan pengawasan 

terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik di lapangan. 

Belum konsistensinya Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan 

pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik di lapangan, 

terungkap dari hasil wawancara dengan Camat Ko ta W aingapu, yang 

mengemukakan bahwa : 
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"selama ini kami melihat Dinas Pekerjaan Umum belum secara serius 
melakukan pengawasan yang ketat dan tegas dilapangan, padahal sebagai 
instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan IMB 
seharusnya kegiatan pengawasan tersebut rutin dilakukan karena 
merupakan tugas pokok mereka".(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini 

belum terlihat langkah tegas dari Dinas Pekerjaan Umum untuk mengefektifkan 

kegiatan pengawasan di lapangan dalam mendukung implementasi kebijakan 

IMB. Sebagai instansi teknis yang membidangi urusan penataan bangunan, 

seharusnya Dinas Pekerjaan Umum terns melakukan kegiatan pengawasan 

lapangan secara intensif, dalam rangka menegakkan pelaksanaan kebijakan 

IMB. 

Pemyataan yang diungkapkan tersebut adalah hal yang normatif, 

me:igingat dalam kedudukan camat sebagai kepala wilayah, maka secara 

fungsional mempunyai tanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya. Begitu pula dalam pelaksanaan 

kebijakan Imb, secara fungsional camat mempunyai kewenagan untuk 

melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan masyarakat. Dalam hal ini, setiap masyarakat yang akan 

mendirikan bangunan harus memperoleh rekomendasi dari camat dalam 

mengajukan permohonan surat izin mendirikan bangunan (IMB). 

Lebih tegas mengenai tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dalam mendukung implementasi kebijakan IMB di Kabupaten 

Sumba Timur, terungkap dari hasil wawancara dengan Camat Kamabera, 

sebagaiman pemyataan yang dikemukakannya bahwa : 

"sejauh ini instansi teknis terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum 
jarang sekali melakukan pengawasan lapangan di wilayah kami, dan ini 
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juga sebetulnya yang menjadi penyebab masyarakat tidak mengurus IMB 
ketika mendirikan bangunan. Seharusnya Dinas Pekerjaan Umum mulai 
memaksimalkan pengawasan bangunan dilapangan mengingat pesatnya 
pembangunan fisik di Kecamatan Kambera saat ini, terutama di sekitar 
kawasan ibu kota".(Wawancara, November 2014) 

Pernyataan yang diuraikan tersebut menunjukkan masih lemahnya tingkat 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung 

pelaksanaan kebijakan IMB. Lemahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum menyebabkan kurangnya ketaatan dan kepedulian 

masyarakat untuk mengurus IMB dalam setiap mendirikan bangunan. Dalam hal 

ini, masyarakat cenderung mengabaikan ketentuan yang ditetapkan dalam Perda 

Nomor 9 Tahun 2011, sehingga banyak bangunan yang didrikan namun tidak 

memiliki IMB dan instansi teknis terkait. Lebih dari itu, dengan tidak memiliki 

IMB maka masyarakat juga tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi 

IMB atas kegiatan pembangunan yang mereka lakukan. 

Sejauh mana langkah-langkah pengawasan yang sudah dilakukan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan IMB, 

dikemukakan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas 

Pekerjaan Umum, sebagaiman pernyataannya, yaitu sebagai berikut: 

"selama ini tingkat pengawasan yang kami lakukan untuk mendukung 
implementasi kebijakan IMB masih belum ketat dan tegas, karena kegiatan 
pengawasan yang kami lakukan masih lebih bersifat monitoring sehingga 
belum fokus dan terarah".(Wawancara, November 2014) 

Pernyataa11 tersebut juga semakin menegaskan bahwa selama ini Dinas 

Pekerjaan Umum belum melakukan pengawasan yang efektif untuk menunjang 

implementasi kebijakan IMB. Padahal sebagai bagian penting dari implementasi 

suatu kebijakan daerah, seharusnya Dinas Pekerjaan Umum lebih 

memaksimalkan pengawasan secara ketat dan terpadu terhadap berbagai 
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kegiatan pembangunan fisik, dengan melibatkan peran aktif para camat, lurah 

dan kepala desa. 

Dalam kaitannya dengan sasaran implementasi kebijakan IMB maka 

kondisi ini secara langsung tentu saja berdampak pada minimnya penerimaan 

retribusi IMB, karena banyak bangunan yang didrikan namun tidak memiliki 

IMB. Bahkan pada sisi lain, terjadi banyak penyimpangan terhadap ketentuan 

garis sempadan dari berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengawasan yang dilakukan oleh instansi teknis terkait khususnya Dinas 

Pekerjaan Umum terhadap implementasi kebijakan pelayanan IMB di 

Kabupaten Sumba Timur dapat dikatakan masih lemah. Lemahnya tingkat 

pengawasan tersebut secara langsung berdampak pada minimnya penerimaan 

retribusi IMB, yang disebabkan oleh banyaknya bangunan yang memiliki surat 

IMB. Faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya tingkat pengawasan 

tersebut adalah terbatasnya sumber daya staf pada Di:las Pekerjaan Umum baik 

secara kuantitas maupun kualitasnya. 

Sebagai suatu instansi teknis, Dinas Pekerjaan Umum masih 

diperhadapkan pada masalah terbatasnya sumber daya pegawai, baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Secara langsung ini juga menyebabkan tingkat 

pengawasan yang dilakukan terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik 

belum berjalan secara efektif. Apalagi kebijakan IMB tersebut tergolong 

kebijakan baru yang diimplementasikan di Kanupaten Sumba Timur. Begitu 

pula, tingkat pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat yang 

masih rendah terhadap penerapan kebijakan IMB sehingga untuk 
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mengefektifkan tingkat pengawasan di lapangan harus ditunjang ketersediaan 

staf pegawai yang memadai. 

Kondisi wilayah Kabupaten Sumba Timur yang di pesisir dan pulau serta 

perbukitan, ini juga menjadi kendala bagi instansi teknis terkait untuk 

melakukan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap berbagai kegiatan 

pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat. Selain itu, faktor lain 

yang menjadi kelemahan Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan 

kegiatan pembangunan fisik adalah kurangnya dukungan dari aparat pemerintah 

daerah lainnya, khus11snya para camat dan lurah untuk secara aktif melakukan 

pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembangunan fisik di wilayah kerjanya 

masing-masing. 

3) Dukunga:i politik 

Dukungan politik yang akan diuraikan pada sub bagian ini adalah 

dukungan dari para pejabat elit daerah di Kabupaten Sumba Timur, meiiputi 

Kepala Daeran (eksekutit) dan DPRD (legislatit), yang menggambarkan adanya 

perhatian dan kepedulian serius terhadap implementasi kebijakan IMB di 

Kabupaten Sumba Timur. D'..lkungan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan 

legitimasi dan performan kebijakan tersebut, sehingga dalam implementasinya 

dapat berjalan secara efektif. 

Seperti diketahui bahwa implementasi kebijakan Imb di Kabupaten Sumba 

Timur bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat dalam proses 

pengurusan perizinan bangunan. Adapun sasaran implementasi kebijakan Imb 

tersebut adalah dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan berbagai 

kegiatan pembangunan fisik, sekaligus menggali sumber-sumber penerimaan 
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PAD dari hasil penerimaan retribusi IMB. Dukungan politik tersebut sangat 

menentukan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam 

pelaksanaan kebijakan Imb di Kabupaten Sumba Timur. 

a) Legislatif (DPRD) 

Dalam konteks legislatif, dukungan politik ini berupa pemyataan, 

pandangan dan keputusan politik secara kelembagaan komisi atau fraksi, yang 

disampaikan dalam rapat atau sidang yang dilaksanakan oleh DPRD, baik rapat 

atau sidang paripuma, rapat atau sidang komisi, rapat fraksi maupun pemyataan 

unsur pimpinan dan anggota DPRD. Sebagai lembaga politik yang 

nerepresentasikan aspirasi rakyat di daerah, maka sesuai fungsi yang dimilikinya 

DPRD mempunyai kedudukan kuat untuk memberikan dukungan kepada 

i1'lstitusi daerah dalam implementasi kebijabn daerah yang telah ditetapkan bila 

kebijakan tersebut dilihat mempunyai dampak luas terhadap kemajuan 

pembangunan di daerah. 

Kebijakan IMB sebagai suatu kebijakan daerah yang dirumuskan dan 

ditetapkan secara bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam 

sebuah peraturan dc;erah Kabupaten Sumba Timur, sehingga dalam 

implementasinya memerlukan dukungan politik dari DPRD. Dukungan terse~:mt 

sangat diperlukan untuk memperkuat performen dan eksisitensi Dinas Pekerjaan 

Umum dalam melaksanakan kebijakan Imb tersebut secara efektif. Begitu pula 

terhadap aparatur pelaksana kebijakan di tingkat bawah, maka dukungan 

tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan motivasi aparat untuk melakukan 

langkah-langkah nyata di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan IMB. Namun 

sebaliknya, jika dalam implementasi kebijakan IMB kurang mendapat dukungan 
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politik dari lembaga legislatif, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan 

secara ef ektif. 

Untuk mengetahui gambaran mengenai dukungan politik dari pihak 

legislatif (DPRD) dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sumba 

Timur terungkap dari hasil wawancara dengan Drs. Umbu Hapu Hambandima, 

M.Si, anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, sebagaiman pemyataan bahwa : 

"sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami akan mendukung setiap 
kebijakan daerah yang telah kita lahirkan bersama, dan secara politik 
selama ini kami telah menunjukkan dukungan kami terhadap pelaksanaan 
kebijakan IMB tersebut, karena hampir setiap tahunnya ada anggaran yang 
kami alokasikan dalam APBD untuk mendukung implementasinya di 
lapangan".(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa selama ini 

pihak legislatif telah memperlihatkan dukungannya terhadap instansi teknis 

terkait dalam pelaksanaan kebijakan IMB, sesuai fungsi yang dimilikinya. 

Namun demikian, dukungan yang diberikan tersebut belum memperlihatkan 

tindakan nyata untuk memberikan penguatan langsung terhadap pelaksanaan 

kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur. Dalam hal ini, dukungan yang 

diberikan selama ini lehih bersifat normatif sesuai fungsi DPRD cian belum 

sesungguhnya menunjukkan sikap dan komitmen politik yang tegas dari pihak 

legislatif untuk mendorong efektifitas pelaksaanaan kebijakan IMB di 

Kabupaten Sumba Timur. 

Sebagaiman lembaga politik dan mitra sejajar pemerintah daerah, maka 

pihak legislatif (DPRD) memiliki pesan strategis terhadap pelaksanaan berbagai 

kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pesan strategis 

ditunjukkan dari setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

hampir selalu terkait dengan komitmen politik dengan pihak legislatif. 
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Kenyataannya, dalam implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Sumba 

Timur belum memperlihatkan adanya komitmen politik yang kuat dar pihak 

legislatif (DPRD) untuk mendorong efektifitas implementasinya di lapangan. 

Sebagaiman hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Sumba Timur, yaitu sebgai berikut : 

"sejauh yang saya ikuti dalam setiap kali mengikuti rapat di DPRD, jarang 
sekali kami mendengar pemyataan dan pandangan dari anggota DPRD yang 
menyoroti bagaiman implementasi kebijakan IMB".(Wawancara, November 
2014) 

Pemyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa selama ini pihak 

legislatif belum memperlihatkan sikap proaktif terhadap instansi teknis terkait 

dalam pelaksanaan kebijakan hnb. Dalam hal ini kebijakan IMB yang telah 

<liimplementasikan di Kabupaten Sumbt'l Timur selama ini masih luput dari 

perhatian DPRD, sehingga belum ada langkah-langkah inisiatif untuk mendorong 

penguatan terhadap implementasinya di lapangan. 

Gambaran yang diuraikan tersebut secara tidak langsung juga mengisyaratkan 

kurangnya perhatian dw duk:Jngan dari pihak legislatif terhadap instansi teknis 

dalam implementasi kebijakan IMB. Secara tegas hal ini diungkapkan Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum, sebagaiman pemyataan yang dikemukakannya yaitu 

sebagai berikut: 

"saya rasa pihak legislatif belum memperlihatkan dukungan yang serius 
terhadap pelaksanaan kebijakan IMB, masalahnya selama ini pihak legislatif 
lebih banyak mengkritik kami dari pada memberikan solusi yang tepat, malah 
karni selalu disudutkan bila ada keluhan dan pengaduan dari masyarakat atas 
langkah-langkah pengakuan aturan yang kami lakukan".(Wawancara, 
November 2014) 

Pemyataan tersebut menggambarkan kurangnya kepekaan dari pihak legislatif 

terhadap langkah-langkah yang dilakukan instansi teknis dalam pelaksanaan 
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kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur. Dalam hal ini pihak legislatif 

cenderung bersikap subyektif terhadap langkah tegas yang dilakukan oleh instansi 

teknis tekait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam menegakkan aturan 

kebijakan IMB. 

Sikap demikian yang ditunjukkan oleh pihak legislatif sebagai isyarat 

kurangnya kepedulian dan perhatian pihak legislatif terhadap pelaksanaan 

kebijakan IMB. Fakta tersebut dapat diinterprestasikan bahwa pihak legislatif 

cenderung melihat bahwa pelaksanaan kebijakan IMB merupakan menjadi 

tanggung jawab dari instansi teknis terkait. Pihak legislatif tidak melihat bahwa 

sebagai suatu kebijakan daerah maka keberhasilan dalam pelaksanaannya juga 

memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk pihak legislatif selaku mitra 

sejajar pemerintah daerah. Sikap demikian tentu dapat melemahkan kinerja 

instansi teknis terkait dalam melaksanakan kebijakan IMB. 

Bertdasarkan uraian-uraian yang digambarkan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa samapai saat ini pihak legislatif masih kurang memberika.Tl 

dukungan politik kepada instansi teknis terkait dalam imp!ementasi kebijak3.i1 

IMB. Kurannya dukungan politik dari pihak legislatif (DPRD) sanagat 

mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba 

Timur. Padahal sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan daerah 

maka dukungan politik tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan legitimasi 

dan penguatan bagi instansi teknis dalam implementasi kebijakan pelayanan IMB. 
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b) Kepala daerah (Bu pa ti) 

Bupati selaku pimpinan tertinggi di daerah, sesuai kewenangannya 

bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kebijakan pemerintah dan 

pembangunan di daerah, termasuk pelaksanaan kebijakan IMB. Dalam konteks 

ini, bentuk dukungan yang diberikan tersebut berupa instruksi, perintah, arahan 

atau pemyataan yang disampaikan secara langsung oleh Bupati kepada instansi 

terkait yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan IMB, termasuk 

instansi lain yang mempunyai keterkaitan langsung terhadap pelaksanaan 

kebijakan IMB tersebut. 

Sebagai suatu kebijakan pemerintah daerah, maka dukungan Kepala Daerah 

(Bupati) sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kehijakan IMB. 

Adanya dukungan dari Kepala Dacrah tersebut maka Dinas Pekerjaan Umun1 

maupun instansi terkait lainnya dapat rnengambil Jangk.ah serius, tegas dan fokus 

dalam melaksanakan kebijakan IMB. Pada akhimya pelaksanaan kebijakan IMB 

tersebut dapat lebih terarah da.11 terkendali sesuai dengan sasaran pembangunan 

daerah yang dituangkan dalm visi misi Kepala Daerah. 

Gambaran mengenai dukungan Bupati dalam implementasi kebijakan IMB di 

Kabupaten Sumba Timur, terungkap dari hasii wawancara dengan Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, yaitu sebagai berikut : 

"terns terang selama ini bapak Bupati mempunyai perhatian sangat tinggi 
terhadap kebijakan IMB. Dalanm setiap rapat dan pertemuan beliau sering 
menegaskan agar instansi teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum 
harus menegakkan ketentuan mendirkan bangunan utamanya menyangkut 
ketentuan sempadan".(Wawancara, November 2014) 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bupati selaku penanggung jawab 

pemerintahan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap pelaklsanaan kebijakan 

IMB di Kabupaten Sumba Timur. Bahkan kebijakan IMB yang dimplementasikan 

seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di 

Kabupaten Sumba Timur saat ini, dalam kenyataannya hampir tidak pernah luput 

dari perhatian dan pantauan Bupati. Perhatian tersebut sebagai wujud kepedulian 

Bupati terhadap pelaksanaan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur, agar 

dapat berjalan efektif di lapangan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan (BPMPP), mengungkapkan bahwa : 

"Bupati mempunyai perhatian serius terhadap pelaksana:m kebijakan IMB ini. 
Setiap melihat ada kegiatan pembangtman baru di wilayah kota utamanya di 
lokasi-lokasi strategis beliau langsung menghubungi saya dan menanyakan 
perihal izin bangunan tersebut, bahkan Bupati juga menginstruksikan supaya 
menertibkan bangunan-bangunan yang me1anggar serta meningkatkan 
koordinasi denga11 Dinas Pekerjaan Umum da.1 Badan Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Lirunas".(Wawan-::ara, November 2014) 

Pernyataan yang diuraikan tcrsebut menunjukkan bahwa pada dasamya 

Bupati rnemiliki c()ncrn yang sangat tinggi terhadap pdakshllaan kebUakan IMB. 

Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah tegas yang dilakukan Bupati melalui 

perintah, instruksi clan arahan kepada instansi terkait khususnya Dinas Pekerjaan 

Umum untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan mengefektifkan pelaksanaan 

kebijakan IMB di lapangan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dukur..gan 

politik yang diberikan oleh Bupati dalam pelaksanaan kebijakan IMB dapat 

dikatakan sangat tinggi. Dukungan tersebut tentu diharapkan akan berdampak 

pada meningkatnya kinerja instansi terkait dalam implementasi kebijakan IMB, 

terutama menyangkut langkah-langkah penegasan terhadap ketentuan mengurus 
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IMB bagi setiap kegiatan mendirikan bangunan, sehingga pada akhimya 

implementasi kebijakan IMB dapat berjalan efektif di lapangan. 

Namun dalam kenyataannya, dukungan politik yang diberikan Bupati tersebut 

belum diikuti dengan efektifitas implementasi kebijakan IMB di lapangan. Dalam 

arti, dukungan tersebut belum diikuti dengan peningkatan penerimaan retribusi 

IMB, yang mana sampai sekarang kontrbusi penerimaan retribusi IMB belum 

menunjukkan angka signifikan terhadap PAD kabupaten Sumba Timur. Salah satu 

faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah lambatnya Dinas Pekerjaan Umum 

menyikapi duk..mgan tersebut melalui langkah dan pengendalian terhadap 

berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh masyarakat. 

Dampaknya adalah sampai saat ini hampir sebagian besar masyarakat yang 

melaksanakan pembangunan atau mendirikan banguan bel um mau mcngurus 

IMB. 

4) Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana penunjang yang diniaksud dalam penclitian ini adalah 

tingkat kepemilikan sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaa.'l Umum untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dal2m implementasi kebijakan 

pelayanan IMB. Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang sanget 

berperan bagi keberhasilan pelayanan retribusi IMB di Kabupaten Sumba Timur, 

sebab meski dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan IMB ditunjang oleh SDM 

yang berkualitas dengan jumlah yang memadai namun jika tidak ditunjang oleh 

sarana dan prasarana yang memadai maka semua rencana yang telah dirumuskan 

tidak akan dapat terlaksana denagan baik. 
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Berdasarkan hasil pengamatan lapangan diperoleh gambaran bahwa sarana 

dan prasarana yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum masih cukup mendukung 

kemampuan institusi dalam implementasi kebijakan IMB tersebut. Namun 

demikian, sarana dan prasarana yang ada sekarang masih perlu ditambah 

jumlahnya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya di bidang pelayanan izin mendirikan bangunan. 

Untuk melihat bagaiman tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pada 

Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung pelaksanaan kebijakan IMB, 

sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang 

mengungkapkan bahwa : 

"pada dasamya ketersediaan ~arana dan prasarana pada Dinas kami sud[lh 
cukup meIP.adai untuk mendukung implementasi kebijakan IMB. Namun 
demikian, untuk meningkat.lran peleksanaan tu.gas dan fungsi kami kedepan 
masih perlu penarnbahan beberapa sarana lagi sepcrti perlengkepan kantor 
dan utamanya kendaraan operasional lapangan yang sangat kami butuhkan 
UP.tuk melakukan patroli pengawasan dan pemantauan 
bangunan" .(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa, sarana dan prasarana yang tersedia 

pada Dinas Pekerjaan Umum masih cukup memadai untuk r.lendukUt1g tugas dan 

fungsi kantor dalarn pelaksanaan kebijakan IMB. Narnun demikian, untuk lebih 

meningkatkan pelaksanaan tu.gas dan fungsi dinas dalarn implementasi ketijakan 

IMB masih dibutuhkan penambahan sarana operasional kantor utarnanya 

kendaraan operasional lapangan. Penarnbahan kendaraan operasional lapangan ini 

tentu akan lebih mendukung fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap 

berbagai kegiatan pembangunan fisik di lapangan yang selarna ini menjadi 

kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa perkernbangan dan perturnbuhan bangunan 

yang dernikian pesat di Kabupaten Surnba Timur saat ini, rnaka sudah saatnya 

juga diikuti dengan langkah-langkah pengawasan, pengendalian dan pernbinaan 

yang tegas dan intensif dari instansi teknis terkait. Langkah ini perlu dilakukan 

untuk rneningkatkan ketaatan dan kepatuhan rnasyarakat terhadap ketentuan 

rnendirikan bangunan. 

Untuk rneningkatkan rnobilitas aparat Dinas Pekerjaan Urnurn dalarn 

rnelakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan di lapangan rnaka 

diperlukan dukungan sarana operasional lapangan khususnya kendaraan 

operasional. Secara tegas hal ini dikernukakan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan, 

Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Urnurn, yaitu sebagai berikut : 

"sanua prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup untuk rnendukur.g 
pclayanan IMB di kantor karni. Tapi untuk mendukUi1g tugas-tugas karni di 
lapangan, kami masih mernbutuhkan kendaraan operasional, yang selama ini 
rnenjadi kendala kami untuk rnelakukan pengawasan secara intens di 
lapanan".(Wawancara, November 2014) 

Berdasarkan basil pengarnatar1 penulis didapatkan fakta bahwa sarana dan 

prasarana pengelolaan adrninistrasi saat ini, seperti kcmputer dsn perangkatnya 

serta sarana lain sudah tersedia, namun untuk penataan kearsipan perlu 

penamhahan lernari arsip, guna rnendukung tertib pengelolaan e.dministrasi 

retribusi IMB. Selain itu, perlu pula dipertirnbangkan penambahan satu unit 

kendaraan roda dua untuk rnendukung rnobilitas petugas Dinas Pekerjaan Urnurn 

yang diternpatkan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, 

sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
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5) Komunikasi 

Komunikasi sebagai suatu proses penyampaian dan penyebaran informasi, 

dalam proses pembangunan memaikan tiga peranan penting, yaitu (1) 

memberikan informasi kepada masyarakat, (2) menumbuhkan keinginan untuk 

mengadakan perubahan dan penerimaan suatu gagasan baru, dan (3) mengajarkan 

keahlian baru yang diperlukan dalam perubahan tadi. Komunikasi merupakan 

elemen yang sangat penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan termasuk dalam 

implementasi kebijakan IMB, karena melalui komunikasi berbagai informasi yang 

berkaitan dengan kebijakan tersebut dapat diketahui oleh kelompok sasaran 

kebijakan. 

Dukungan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan IMB tersebut berupa 

penyelenggaraan aktivitas informasi, motivasi, dan cdukasi yang dibutuhkan 

untuk menyampaikan pesan-pesan tentang kebijakan IMB, sehingga dapat 

menciptakan kesadaran dan perhatian, meningkatkan pengetalman dan 

pemahaman, serta mengubah sikap mental dan perilaku masyarakat terhadap 

kt:bijakan IMB kepada masyara..1.:at yaitu melalui scsialisasi/penyuluhan dan medi;i 

cetak dalam bentuk papan informasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Dinas 

Pekerjaan Umum, melalui pemyataan bahwa : 

"bentuk kegiatan yang sudah kami lakukan untuk menyebarluaskan 
informasi dalam hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan IMB ini 
adalah melalui sosialisasi atau penyuluhan di tiap kecamatan, Juga melalui 
pemasangan papan informasi IMB yang kami pasang di seluruh wilayah 
kecamatan di Kabupaten Sumba Timur".(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan 

Umum telah membangun komunikasi dengan masyarakat dalam rangka 

menyebarluaskan informasi tentang implementasi kebijakan IMB di Kabupaten 
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Sumba Timur, dalam bentuk sosialisasi dan pemasangan papan Informasi. Namun 

demikian, tingkat komunikasi yang dinagun dengan masyarakat tentang kebijakan 

IMB tersebut tampaknya belum cukup maksimal. Bentuk komunikasi yang 

dilakukan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang 

pelaksanaan kebijakan IMB di Kabupaten Sumba Timur masih terbatas pada 

kegiatan sosialisasi dan pemasangan papan informasi IMB, itupun belum 

menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumba Timur. 

Kondisi wilayah Kabupaten Sumba Timur yang menyebar di wilayah 

poegunungan dan pulau, kareana itu Dinas Pekerjaan Umum seharusnya 

mengembangkan bentuk komunukasi yang mempunyai jangkauan luas dan tingkat 

penyebaran informasi yang lebih cepat dan mudah, seperti melalui media cetak 

(koran/surat kabar) dan media elektron.ik (siaran radio dan te~evisi lokal). Lebih 

jelas hal ini di ungkapkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya, Dina~ pekerjaan 

Umum, sebagaimana pernyataannya bahwa : 

"sejak kebijakan I.MB ini ditetapkan tahun 2011, baru satu kali 
mdaks:.makan sosfolisasi pada tiap kecarnatan. Kami juga sudah 
memasa.11g papan infonnasi IMB sebanyak 22 buah, namun karena 
jumlahnya terbatas maka prioritas kami adalah masih di wilayah ibu 
kota".(Wawancara, November 2014) 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kegiatm1 komunikasi yang 

dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam menyebarluaskan informasi tentang 

pelaksanaan kebijakan IMB belum dilaksanakan secara maksimal. Frekuensi 

kegiatan sosialisasi dan media publikasi yang masih terbatas tentu tingkat sebaran 

informasi tersebut belum mampu menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten 

Sumba Timur. 
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Berdasarkan hasil penelusuran dan pengarnatan penulis terungkap bahwa 

bentuk sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum tentang pelaksanaan kebijakan IMB, dilakukan dengan mengundang 

perwakilan dari kecarnatan, perwakilan desa dan kelurahan serta beberapa tokoh 

dan anggota masyarakat yang mewakili masing-masing desa dan kelurahan di 

setiap kecarnatan. Tentu dengan pertimbangan bahwa orang-orang yang diundang 

mengikuti kegiatan tersebut merupakan tokoh kunci di wilayahnya masing

masing. Selanjutnya inf ormasi yang didapat dari hasil sosialisasi tersebut akan 

disebarluaskan kepada anggota masyarakat lainnya di wilayah masing-masing. 

Adapun papan informasi IMB yang terpasang, yaitu sebanyak 22 buah G.i wilayah 

ibukota dan masing-masing satu buah dipasang di kecarnatan lainnya, dengan 

kondisi sebagian sudah mengalami kerm,akfill sehingga tidak tan1pak jelas lagi 

bagi masyarakat lua~. 

Mencermati bentuk sosialisasi atau penyuluhan yang diiakukaa tersebut 

maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaannya kurang maksimal baik dari segi 

frekuensi, jangkauan pelaksanaan maupun pi!iak-pihak yang dilibatkan. Orane

orang dan pihak-pih1lk yang mengikuti dan terlibat dalarn kegiatan tersebut 

jumlahnya terbatas dan hanya orang-orang terter.tu saja. Padahal dalarn 

kenyataannya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat tentang kebijakan IMB 

unmmnya masih rendah. Begitu pula dengan pemasangan papan informasi IMB 

yang jumlahnya terbatas dan sebagian kondisinya sudah rusak, sehingga sebagian 

besar masyarakat kurang mengetahui dan memaharni secara jelas pelaksanaan 

kebijakan IMB. 
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Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat dari kegiatan komunikasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dalam pelaksanaan kebijakan IMB, terungkap dari hasil wawancara 

dengan beberapa informan berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul 

Harris (35 Tahun), salah seorang warga Kelurahan Matawai yang telah mengurus 

IMB mengungkapkan bahwa : 

"saya kaget tiba-tiba didatangi petugas dari Dinas Pekerjaan Umum yang 
menanyakan IMB rumah kami. Masalahnya selama ini belum ada 
penyampaian dari kelurahan. Dari situ baru saya tahu setiap membangun 
rum.ah harus memiliki IMB".(wawancara, November 2014) 

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 

mP.sih banyak yang belum mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan IMB. 

Dalam arti, imp)ementasi kebijakan IMB yang ditetapkan melaiui Perda Nomor 9 

Tahun 2011 tersebut belum tersosialisasi secara baik kepada masyarakat. 

Hal senada juga disarnpaikan Umbu Manang (38 Tahun) yang bermukin di 

Kelurahan Hambala dan telah mengurus IMB, melalui pemyataannya sebagai 

beriki:t: 

"sebctulnya kami tahu bahwa biasanya seperti di daerah-rlaerah lain setiap 
mendirikan bangunan harus mengurus IMB, hanya disinikan saya belum 
tahu kalau sudah ada aturannya dan harus kemana mengurusnya. Padahal 
waktu saya mendirika11 bangunan saya sudah melapor dengan pihak 
kelurahan tapi tidak ada juga penyampaian kalau kami haru.s mengurus 
IMB".(Wawancara. November 2014) 

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan 

sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum tentang pelaksanaan 

kebijakan Imb masih belum menjangkau masyarakat pengguna lainnya. Harapan 

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi sebelumnya khususnya 

pemerintah kelurahan untuk selanjutnya menyebarluaskan informasi hasil 
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sosialisasi tersebut kepada masyarakat lainnya dalam kenyataannya belum sesuai 

yang diharapkan. Mencermati kondisi demikian, tentu sulit bagi instansi teknis 

terkait untuk mengharapkan agar pelaksanaan kebijakan IMB tersebut mendapat 

dukungan baik dari masyarakat. 

Pada sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum juga diperhadapkan pada salah satu 

kendala dalam pelaksanaan kebijakan IMB yaitu rendahnya pengetahcan dan 

pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya memiliki IMB bagi suatu 

bangunan. Indikasi untuk melihat hal tersebut adalah masih banyaknya 

masyarakat belum mengurus IMB dalam mendirikan bangunan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Seksi Tata bangunan, Bidang Cipta Karya, Dinas 

Pekerjaan Umurr.., dikemukakan bahwa: 

"selama ini boleh dikatakan tingkat kepedufo:n masyarakat untuk 
mengurus lmb masih sangat rendah. Mungkin ini ada hubunganny'.l 
kurangnya pemahaman clan pengetahuan mereka tentang fungsi L-nb 
maupun ren1ahnya tingkat komunikasi yang kami lakukan selarna ini. 
Umumnya masyarakat yang suG.ah mengurus Imb selama ini sebagiall 
besar adalah pegawai yang bekerja di instnnsi pem~rintah".(\Vawancara, 
November 2014) 

Pemyataan tersebut menunjukkan bab>.va sebagian besar belum 

mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan kebijakan IMB, sehingga banyak 

masyarakat tidak mempunyai kepedulian untuk mengurus IMB dCllam mendirikan 

bangunan. Faktor yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat tentang fungsi Imb maupun karena Dinas Pekerjaan 

Umum belum membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak dalam 

pelaksanaan kebijakan IMB. 

Hasil penelusuran penulis terungkap bahwa selama ini Dinas Pekerjaan 

Umum belum melakukan pola komunikasi melalui media masa, seperti 
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koran/surat kabar, siaran radio, televisi, atau media lainnya terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan IMB. Padahal pola komunikasi melalui media ini juga 

dianggap bisa membantu memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang 

pelaksanaan kebijakan Imb, karena penyebaran informasinya lebih mudah dan 

luas. 

Beradasrkan kenyataan-kenyataan dan temuan-temuan ya..1g diuraikan 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat komunikasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan 

Umum dala pelaksanaan kebijakan IMB belum berjalan efektif dan maksimal. 

Secara langsung hal ini berdampak pad<. tidak efektifnya implement3Si kebijakan 

Imb di Kabupaten Sumba Timur. Kurang lancarnya komunikasi yang terjalin 

antara aparat dari instansi terka1t dengan masyarakat ciisebabkan karena tidak 

maksimalnya pelaksanaan sosiclisasi/penyuluhan dan terbatasnya penyebarluasa.11 

informasi melalui media massa. Hal ini mengakibatkan rei:dahnya pemahamm1 

masyarakat terhadap kewajiban 111engurus IMB. 

Untuk lebih mcningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

dalam mendukung pelaksanaan kebijakan IMB, maka Dinas pekerjaan Umum 

selaku dinas penanggungjawnb teknis dalam pelaksanaan kebijakan IMB harus 

lebih mengefektifkan kegiatan komuni~asi dengan berbagai komponen. Bentuk 

komunikasi yang dilakukan harus lebih variatif dilakukan, tidak saja dalam bentuk 

sosialisasi, tetapi juga memanfaatkan media massa maupun secara hubungan antar 

personal yang selama ini jarang dilakukan. Begitu pula frekuensi kegiatan 

komunikasi yang dilakukan hams lebih didintensifkan agar pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat menjadi lebih baik . 
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6) Prosedur kerja 

Pelaksanaan kebijakan IMB yang diatur melalui Perda Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Bangunan Gedung, telah dimuat dalam lembaran daerah dan 

dipublikasikan secara luas kepada khalayak umum. Dengan demikian, masyarakat 

yang menjadi obyek dari peraturan daerah tersebut dianggap telah mengetahui 

adanya kebijakan yang mengatur tentang ketentuan Izin Mendirkan Bangunan, 

terhadap setiap pembangunan fisik yang mereka lakukan. 

Dalam peraturan daerah tersebut, telah diatur prosedur dan mekanisme 

pengurusan IMB, namun aturannya masuh bersifat umum yaitu menyangkut 

persyratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengurus IMB. Pada 

dasarnya jika pemohon sudah melengkapi berkas sesuai dengan yang disyaratkan, 

maka sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, proses penerbitan IMB dapat 

diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon memasukkan 

pem1ohona11 IMB. 

Secar fungsional, proses pengurusan IMB di Kabupaten Sumba Timur 

li.dibatkan tiga instansi yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) selaku instansi yang 

bertanggung jawab memberikan rekomendasi teknis dan Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) selaku instansi yang memproses 

penerbitan sertifikat IMB berdasarkan rekomendasi dari Dinas pekerjaan Umum 

(PU) ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sehingga 

mengeluarkan Advis Planning. Jangka waktu penerbitan sertifikat IMB oleh 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) paling lambat tiga 
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hari setelah berkas permohonan diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umu dan Bappeda 

Kabupaten Sumba Timur. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapan kebijakan pemerintah 

daerah tersebut, khususnya menyangkut mekanisme dan prosedur penerbitan izion 

mendirikan bangunan terkadang belum dilaksanakan secara baik oleh para aparat 

di lapangan. Begitu pula masyarakat yang membutuhkan pelayanan IMB 

terkadang masih belum mengetahui dan memahami dengan baik mekanisme dan 

prosedur pengurusan IMB, yang disebabkan proses sosialisasi yang tidak 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur pengurusan 1zm 

mendirikan bangunan (IMB) yang telah dilaksanakan oleh lnstansi tdmis terkait, 

dapat dilihat dari pemyataan beberapa infonnan berikut. Bt?rdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, terungkap bahwa : 

"pa~ dasamya kami berupaya untuk menerapkan prosedur yang dapat 
mempermujah masyarakat untuk mengurus IMB dan prinsipnya sepanjang 
permohonan yang diajukan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
kami J:mgsu'lg memprosesnya secepat mungkin".(Wawancara, November 
2014) 

Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum selaku 

instansi teknis yang berwenaug mengeluarkan rekomendasi teknis tentang IMB 

mempunyai komitmen untuk menerapkan pr0sedur kerja yang mempermudah 

masyarakat dalam proses pengurusan IMB. Komitmen tersebut diwujudkan dalam 

bentuk penerapan prosedur kerja berdasarkan prinsip jelas, transparan serta tidak 

berbelit-belit, sepanjang persyaratan yang diterapkan sudah terpenuhi. 

Secara tegas hai ini diungkapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan, sebagaimana pemyataan yaitu sebagai berikut : 
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"walaupun belum ada prosedur baku atau SOP dalam pengurusan IMB, 
namun prosedur yang kami terapkan dalam pengurusan IMB selama ini 
cukup jelas dan transparan dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami 
oleh masyarakat. Karena tugas kami hanya memproses keluamya sertifikat 
IMB, biasanya setelah berkas dan rekomendasi kami terima dai Dinas 
Pekerjaan Umum dan Advis Planning dari Bappeda, maka kami langsung 
proses secepatnya".(Wawancara, November 2014) 

Pemyataan tersebut menggambarkan bahwa instansi yang terkait langsung 

dalam pengurusan IMB sangat menyadari akan tuntutan pelayanan prima kepada 

pelanggan. Kornitmen tersebut pada dasamya dapat dikatakan sebagai bentuk 

tanggung jawab sosial dari instansi terkait untuk memberikan pelayanan yang 

mudah kepada rnasyarakat dalam pengurusan Imb. Bahkan sebagai instansi 

penanggung jawab, maka sanga! disadari bahwa hanya dengan menerapkan 

prosedur yang mudah sehingga dapat menarik simpati masyarakat untuk lebih 

pcduli mengurus IMB atas bancunan yang mereka dirikan. 

BerdasC1rkan pengamatan dan penelusuran penulis menunjukkan bahwa 

prosedur yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam pengurusan IMB 

cukup mempennudah masyarakat untuk memperoleh sertifikat IMB. Persyaratan 

yang ditetapkan dalam pengurusan IMB cukup mudah dipaharni masyarakat 

karena berkas yang harus dise ... "takan tidak: banyak serta preses pengurusannya 

tidal<. berbelit-belit. 

Namun dernikian, mengingat sampai sekarang belum ditetapkan aturanb 

tentang prosedur baku atau standar operasional prosedur dalam pengurusan IMB, 

sehingga kejelasan pengurusan IMB belum dapat diketahui dan belum 

terpublikasikan s1;;cara luas kepada masyarakat. Bila dihubungkan dengan masih 

rendahnya jumlah masyarakat yang mengurus IMB, maka dimungkinkan hal ini 

mempunyai keterkaitan langsung. Dalarn arti, belum adanya aturan baku tentang 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



137 

prosedur pengurusan IMB maka bisa dipastikan bahwa banyak masyarakat yang 

belum mengetahui prosedur pengurusan IMB, utamanya menyangkut diman harus 

mengurusnya dan apa persyaratan yang harus dipenuhi. 

Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan dan Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan selaku instansi yang berwenang 

dalam pengurusan IMB belum pemah mensosi&lisasikan atau menyebarluaskan 

informasi tentang prosedur pengurusan IMB kepada masyarakat. Sebagaiman 

hasil wawancara dengan Abdul Harris (32 Tahun), yang mengemukakrui bahwa: 

"kami belum mengetahui 3ecara jelas prosedur pengurusan IMB, jadi hanya 
mengikuti arahan dan petunjuk dari aparat Dinas Pekerjaan Umum. Dan saya 
rasa pengurusan IMB di kaLtor Dinas Pekerjaan limum cukup mudah dan 
cepat".(\Vawancara, November 20~4) 

Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagia>:'~ besar masyarakat yang 

sud.ah mengurus IMB kurang mengetahui secara jelas prosedur kerja dalam 

pengurusan Imb. Namun demikian, prosedur pengurusan IMB yang sudah 

diterapkan selama ini cukup memudahkan masyarakat dalam mengurus IJ'vlB. 

Berkas dan persyaratan ya.'lg harus dileng.1<.api pemohon dalam pengurusan IMB 

cuku}J sederhana sehingga pwses pengurusannya tidak memerlukan waktu lama, 

cepat serta tidak berbelit-belit. 

Begitu pula hasil wawancara dengan Umbu Manang (38 Tahun) yang 

bedomisili di Kelurahan Hamabala, dikemukakan bahwa : 

"pada dasamya kami tidak terlalu mempersoalkan bagaimana prosedumya, 
selaku masyarakat karni hanya mengharapkan mendapatkan pelayanan yang 
mudah, cepat dan tidak berbelit-beiit dalarn mengurus IMB, dan yang 
terpenting adalah biayanya dapat terjangkau. Saya kira apa yang dilakukan 
oleh Dinas Pekerjaan Umum sudah cukup memudahkan karni".(Wawancara, 
November 2014) 
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Pemyataan yang diuraikan tersebut menunjukkan bah\va Dinas Pekerjaan Umum 

telah menerapkan prosedur pengurusan IMB yang baik sehingga dapat memenuhi 

harapan masyarakat akan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit. Upaya yang 

dilakukan Dinas Pekerjaan Umum tersebut merupakan langkah positif untuk 

membangun citra yang baik dimasyarakat tentang pengurusan IMB di Kabupaten 

Sumba Timur. Penerapan prosedur yang baik tersebut tentu tidak lepas dari aparat 

yang terlibat langsung dalam pengurusan IMB untuk memberikan informasi dan 

penjelasan secara lengkap dan akurat sehingga masyarakat dapat memahami 

secara jelas alur IMB, bahkan masyarakat merasakan adanya kemudahan dalam 

pengurusan IMB. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Muhamad Rusdi 

( 41 tahun) warga yang bermukiman di kelurahan Kamalaputi dan sementara 

membangun rumah kelmahan Matawai, melalui pemyataan yang dikemukakan 

yaitu sebagai berikut: 

"sebetulnya saya belum mengetahui prost:dur dalam mengurus IMB, tapi 
s~telah menerima penjelasan dan arahan dari aparat Dinas Pekerjaa.'1 
Umum ternyata proses pengurusdll11ya cukup mudol1 karena kami hznya 
membutuhkan wal'tu dua hari untuk melengkapi berkas permohonan. 
Bahkan menurut saya proses pengurusan IMB disini cukup mudah 
dibanding dengan daerah lain,.. (Wawancara, November 2014) 

Gambaran yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

masyarakat yang sud.ah mengurus IMB kurang mengetahui secara jelas prosedur 

kerja dalam pengurusan IMB. Namun d~mikian prosedur pengurusan IMB yang 

sudah diterapkan cukup memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB. 

Masyarakat tidak merasa terbebani dengan persyaratan yang harus dilengkapi 

karena dianggap cukup sederhana. Begitu pula dengan alur pengurusan IMB, 

tidak melewati banyak pintu sehingga proses pengurusan IMB yang dilakukan 

masyarakat tidak memerlukan waktu lama, mudah dan tidak berbelit-belit. 
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Berdasarkan hasil penulusan penulis diperoleh gambaran bahwa kurang 

jelasnya masyarakat mengetahui prosedur pengurusan IMB karena umumnya 

mereka belum pemah mengikuti sosialisasi tentang kebijakan IMB. Begitu pula 

dengan belum adanya peraturan tentang standar operasional prosedur dalam 

pengurusan IMB sehingga sampai sekarang instansi terkait dalam hal ini Dinas 

Pekerjaan Umum belum dapat melakukan publikasi dan sosialisasi secara luas 

kepada masyarakat tentang prosedur kerja pengurusan IMB. 

Berdasarkan gambaran yang diuraikan tersebut, maka dapat d:simpulkan 

bahwa secara umum prosedur kerja yang diterapkan dalam pengurusan IMB 

selama ini sudah baik. lndikatomya adalah proses pengurusan IMB dirasakan 

cukup mudah dan tidak berbelit-belit, baik persyaratan yang harus dipenuhi 

maupun waktu yang dibutuhkan. 

Untuk lebih mengefektifkan pengurusan IMB maka Dinas Pekerjaan Umum 

dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan perlu mengupayakan 

percepatan penetapan tentang prosedur baku pengurusan IMB, sehingga aturan 

ierscbut dapat disosialisaikan dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. 

Melalui sosialisasi dan publikasi yang dilakukan, maka secara perlahan akan 

tumbuh kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam 

pelaksanaan kebijakan IME di Kabupaten Sumba Timur. 

b. Faktor kualitas pelayanan 

Sebagaimana diketahui efektifitas suatu organisasi sangat tergantung pada 

beberapa jauh organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Dalam hal 

organisasi pemerintah, produktifitasnya diukur dari kualitas hasil yang diberikan 
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kepada masyarakat dan seberapa jauh kepuasan masyarakat menerima pelayanan 

dari pemerintah, meskipun unsur kualitas pelayanan dari pemerintah tidak 

tercermin dari rasio output dan input, karena tidak ada harga pasamya. Kualitas 

layanan menurut teori yang dikemukakan oleh Berry, et al. dan Gronroos 

(Suparman,2002: 118) yaitu "kualitas layanan yang dirasakan adalah pendapat atau 

sikap relatif terhadap layanan dru1 hasil perbandingan harapan dengan persepsi 

pelanggan terhadap layanan yang diterimanya". Uraian tersebut memberikan 

arahan jelas bahwa petugas dan fungsi pemerintah adalah menyediakan 

pelayanan yang dapat memuaskan nmasyarakat. Tentunya karena kepuasan itu 

bersifat relatif dan produk layanan daripada pemerintah bukan dalam bentuk 

barang hasil suatu proses produksi, maka kualitas pelayanc>n discsuaikan dengaq 

harapan yang dinginkan masyara.1<. 'lt. 
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Berdasarkan hasil analisa yang diuraikan sebelumnya, maka simpulan 

yang dapat ditarik dari h&sil penelitian ana adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di 

kabupaten Sumba Timur khususnya Kota Waingapu dapat dikatakan 

belum berjalan efektif atau belum sesuai yang diharapkan oleh pemerintah 

daerah. Belum efektif implementasi kebijakan pelayanan IMB di 

kabupaten Sumba Timur ditunjukan oleh belurn efektifnya penerapan 

ketentuan wajib memiliki IMB, ketentuan w2jib memenuhi persyaratan 

tata bangunan dan ketentuan sanksi terhadap peianggaran aturan aturan 

dalam setiap kegiat<in mendirikan bangunan rnaupun mengubah bangunan 

faktor yang menyebabkan belwn efektifnya implementasi kebijakan 

pelayanan IMB tersebut adaleih faktor implementasi kebijakan belum 

berjalan baik, meliputi kompetensi staf yang belum memadaL tingkat 

pengawasan yang masih lemah, dukungan politik yang diberikan oleh 

legislatif (DPRD) yang masih lemah dan tingkat komunikasi yang belum 

berjalan baik; dan 

2. konstribusi penerimaan retribusi IMB terhadap peningkatan PAD 

Kabupaten Sumba Timur dapat dikatakan masih cukup rendah. 

Penerimaan retribusi IMB yang dihasilkan selama dua tahun implementasi 

kebijakan IMB barn mencapai Rp. 160.012.500,00, atau rata rata sebesar 
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Rp. 80.006.250.00, per tahunnya dengan prosentase rata rata 8 % per 

tahun. Nilai kontribusi tersebut dapat dikatakan belum cukup signifikan 

untuk memberikan konstribusi terhadap peningkatan PAD bagi Kabupaten 

Sumba Timur. 

B.SARAN 

Berdasarkan simpulan yang diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai b~rikut : 

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur perlu meningkatkan 

kompetensi aparatur melalui kegiatan pl!ndidikan dan pelatihan teknis 

fungsional, guna menciptakan aparatur yang handal dan memahan1i 

tugasnya; 

2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur perlu meningkatkan 

pengawasan dan pengendalian di lapangan secara ketat daI1 terpadu 

terhadap berbagai kegiatan rembangunan fisik yang dilaksanakan olch 

masyarakat, guna meningkatkan ketaatan dan kepatuh~n m?..syarakat 

tentang pentingnya memiliki IMB dalam setiap kegiatan mendirikan 

bangunan; 

3. Dirui.s Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur perlu meningkatkan 

kegiatan sosialisasi tentang kebijakan IMB, baik melalui penyuluhan 

maupun melalui media massa, utamanya melalui media dengan jangkauan 

penyebaran luas di masyarakat, seperti surat kabar, radio maupun televisi 

lokal. Malalui langkah dan upaya tersebut maka masyarakat dapat 
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rnengetahui dan rnendapatkan infonnasi yang jelas tentang pelaksanaan 

kebijakan IMB di Kabupaten Surnba Timur; dan 

4. Dinas Pekerjaan Urnurn Kabupaten Surnba Timur dan Badan Penanarnan 

Modal dan Pelayanan Perizinan harus rnengupayakan percepatan 

penetapan aturan tentang standar operasional produser pengurusan IMB 

sehingga m.uran tersebut dapat disosialisasikan dan dipublikasikan secara 

luas kepada rnasyarakat. 
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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN WA WAN CARA 

Pengantar 

Pedoman Wawancara ini bersifat ilmiah dan tidak bermaksud untuk 

menjatuhkan bahkan menyudutkan. Tujuan dari Wawancara ini adalah untuk 

mendapatkan data dan informasi dari sumber-sumber yang berkompeten, yang 

mengetahui langsung tentang fokus penelitian yang kami lakuk&'l, yaitu tentang 

"Jmp/ementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IAIB) di Kota Waingapu ". 

Peran serta dan kerjasama dari Bapak/lbu sangat kami harapan untuk keperluan 

penyusunw. tesis penulis. 

Identitas dan jawaban Bapak/Ibu akan kami rahasiakan, karena itu harapan 

besar V.ami Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya serta 

sejujurnya sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu. Informasi yang kami dapatkan 

akan menjadi bahan berharga guna penyelesaian tesis penulis.Terimah kasih. 

Peneliti, 

VMBU LAPU NGVNJUNAU 

NIM. 500009394 
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1. PERT ANY AAN UNTUK AP ARA T PEMERINT AH DAERAH 

Identitas Informan 

Nama 

Usia 

Pendidikan T erakhir 

Pangkat /Golongan 

Jabatan 

Unit Kerja 

Pe11didikan Terakhir 

Per1didikan dan latihan yang pema diikuti : 

a. Diklat struktural 

b. Diklat penjenjangan 

A. Faktor lmplementasi Kebijakan IMB 

151 

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan kebijakan pelayanan IMB sudah 

saatnya untuk dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur? 

Tolong jelaskan alasannya ------------------------------------------------------------
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2. Menurut Bapak/ Ibu, apakah urgensi implementasi kebijakan pelayanan 

IMB di Kabupaten Sumba Timur? Tolongjelaskan ----------------------------

3. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana melihat Implementasi kebijakan pelayan 

IMB yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur 

. . k . l . ? maupun mstans1 ter ait amnya. ---------------------------------------------------

4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penerapan ketentuan wajib memiliki IMB 

yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum terhadap setiap kegiatan 

mendirikan bangunan maupun atau mengubah bangunan? ----------------------

Tolong Bapak/Ibu dijelaskan bagaimana realita penerapannya selama ini di 

lapangan? -------------------------------------------------------------------------------

5. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana penerapan ketentuan wajib memenuhi 

persyaratan tata bangunan terhadap setiap kegiatan mendirikan bangunan 

maupun mengubuh bangunan?-------------------------------------------------------

Tolong Bapak/Ibu dijelaskan bagaimana realita penerapannya selama ini di 

lapangan ?------------------------------------------------------- --------·-----------------

6. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana penerapan ketentuan sanksi terhadap 

pelenggaran aturan IMB yang di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum 

dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan?-

Tolong dijelaskan! --------------------------------------------------------------------

7. Menurut Bapak/ Ibu, apakah pelayanan IMB selama ini sudah berdasarkan 

pada kebijakan pemerintah daerah mengenai retribusi IMB? -------------------
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8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang peranan SDM aparat dalam 

implementasi kebijakan pelayanan IMB di Kab. Sumba Timur? --------------

9. Menurut Bapak/ Ibu, apakah kompetensi staf yang bertugas yang 

mengurusi kebijakan dan pelayanan IMB sudah memenuhi kriteria yang 

diinginkan? 

Tolong dijelaskan!--------------------------------------------------------------------

10. Tolong Bapak/Ibu, jelaskar. sejauh mana langka-langkah pengawasan 

yang sudah dilakukan dalam menunjang implementasi kebijakan IMB di 

Kabupaten Sum ha Timur'? ----------------------------------------------------------

11. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar dukungan politik yang diberikan, oleh 

pihak eksekutif rr.aupun legislatif dalam implemP.ntasi kebijakan 

pelayanan IMB di Kabupaten Sumba Timur?------------------------------

1 o;ong dijelaskan bagaimana bentuk dukungan politik yang diberikan oleh 

pil~ ak-pihak terse but! ------------------ ------------ ---------------------------------

l :'. Menurut Bapak/lbu, :i.paka11 sarana prasarana pendulllllg dalam 

implementasi !-.ebijakan dan pelayanan IMB sudah memandai atau belum? 

Tolong dijel&Skan! --------------------------------------------------------------------

13. Tolong Bapak/lbu dijelaskan bagaimana bentuk. komunikasi yang 

dilakukan untuk. menyebarluaskan informasi tentang implernentasi 

kebijakan IMB? ----------------------------------------------------------------------

14. Menurut Bapak/Ibu, sudah sejauhmana tingkat komunikasi yang dilakukan 

oleh instansi teknis khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam menunjang 

implementasi kebijakan IMB? Tolong dijelaskan ! ----------------------------
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15. Tolong Bapak/Ibu jelaskan bagaimana mekanisme dan produser 

pengurusan IMB yang dilaksanankan selama ini? -----------------------------

16. Apakah mekanisme dan produser pengurusan IMB tersebut telah 

mempermudah masyarakat untuk mengurus IMB? -----------------------------

Mengapa banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur pelayanan 

IMB? 

Tolong dijelaskan! ------------------------------------------------------------------

17. Banyak masyarakat yang mengeluh mengenai kualitas layanan dalam 

pengurusan IMB yang relatif lambat, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu 

tentang hal irU? -----------------------------------------------------------------------

18. MeTJurut Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang menyebabkan lambatnya 

pengurusan lMB? Tolong dijelaskan! --------------------------------------------

20. 

l'"j; 
~., .. 

22. 

Apakah selama ini sudah sering dilakukan sosialisasi tentang kebijakari 

pelayanan IMB? Sttdah berapa kali? ----------------------------------------------

Berdasarkan data bangunan yang ada, rnengapa banyak masyarakat yang 

mendirikan bangunan, belum mengurus IMB? Tolong dijelaskan! ----------

Menurnt Bapak/Ibu bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalan1 

mengurus IMB, Tolong dijelaskan! ----------------------·------------------------

Menurut Bapak/Ibu, adakah kendala dalam mengimplementasikan 

kebijakan pelayanan IMB? ---------------------------------------------------------

Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam me!lgimplementasikan 

kebijakan pelayanan IMB? Tolong dijelaskan! ---------------------------------

23. Tolong Bapak/Ibu jelaskan langkah-langkah apa yang akan dan sudah 

dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan IMB? 
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B. Faktor kualitas pelayanan IMB 

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemberian pelayanan IMB di Kabupaten 

Sumba Timur khususnya di kantor yang Bapak/lbu pimpin sudah 

dilaksanakan dengan tepat dan benar? 

Tolong dijelaskan alasannya ---------------------------------------------------------

2. Menurut Bapak/lbu, apakah dalam pemberian pelayanan IMB di kantor 

yang Bapak/lbu pimpin sudah memberikan penampilan yang terbaik, dari 

segi aparatur pelayanan, kantor dan fasilitasnya maupun setifikat IMB yang 

dihasilkan? -----------------------------------------------------------------------------

3. Menurut Bapak/ibu, sejauh mana kepekaan atau daya tanggap aparat pada 

kantor yang Bapak/lbu pimpin dalam memberikan pelaya.11an pengurusa..r1 

IMB sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat/konsumen yt'lng 

dilayani? 

4. Tolong BapaY-Jibujelaskan, sejauh mana aparat/petugas IMB di kantor yang 

B:ipak/Ibu pimpin maupun memberikan jaminan layanan yang baik 

sehingga dapat memuaskan harapan masyarakat/konsumen? ------------------

Dan apakah mereka sudah mengedepankan aspek moral dan etikr. dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana menurut Bapak/Ibu? 

5. Sebagai pelayanan masyarakat, maka setiap pegawai senantiasi dituntut 

untuk bersikap empati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

bagaimana menurut Bapak/Ibu ?-----------------------------------------------------

Dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam pelayanan pengurusan IMB 

di kantor yang Bapak/lbu pimpin sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat, Tolong dijelaskan! ----------------------------------------------------
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C. Kebijakan pelayanan IMB dalam meningkatkan PAD 

I. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana melihat implementasi kebijakan pelayanan 

IMB terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Sumba Timur? Tolong 

dijelaskan? -----------------------------------------------------------------------------

2. Seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi terhada PAD Kabupaten 

Sumba Timur? -------------------------------------------------------------------------

3. Apakah jwnlah penerimaan IMB sudah sesuai yang dengan target yang 

direncanakan? Jika belum, mengapa demikian tolongjelaskan! ----------------

4. Menurut Bapak/Ibu, faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga 

penerimaan retribusi IMB belum memeberikan kontribusi yang besar 

terhadap PAD Kabupaten Sumba Timur? -----------------------------------------

5. Menurut Bapak/Ibu, langkah-langktli dan upaya-upaya apa yang perlu 

dilakukan agar implementasi kebijakan pelayan:::.ri I.MB Jq: it memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Swnba Timur?--------------
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II. PERT ANY AAN UNTUK MASY ARAKA T/PELANGGAN 

ldentitas lnforman 

Nama 

Usia 

Pendidikan Terakhir 

Pekerjaan 

Alanat 

Faktor lmplementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan IMB 

1. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang IMB ? 

2. Dari mana Bapak!lbu mengetahuinya? 

3. Apakah Bapak/Ibu pemah mengikuti sosialisasi IMB? 
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4. Menurut Bapak/Il.:-u, apakah sosialisai Jmb yang dilakukan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Kab. Sumba Timur sudah cukup efektif ? Bagaimar.a 

tanggapan Bapak/lbu, tolong dijelaskan--- ·------------------- ·--------------------

5. Apakah Bapak/lbu sudah paham tentang pentingnya mengurus IMB ? 

6. Sebagai warga negara, :ipakah Bapak/Jbu sudah mengurus IMB ? Jika 

sudah, apakah Bapak puas dengan pelayanan aparata ? ------------------------

Jika belum kenapa ? Tolong dijelaskan ! ----------------------------------------

Apakah bangunan yang Bapak/Ibu dirikan sudah memenuhi ketentuan 

persyaratan tata bangunan yang ditetapkan dalam Perda? Tolong dijelaskan 

! ------------------------------------------------------------------------------------------

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat lainnya disekitar lingkungan 

Bapak/Ibu tinggal sudah tahu dan paham tentang pentingnya harus 

mengurus IMB ? -----------------------------------------------------------------------
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8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui prosedur pengurusan IMB ? Bagaimana, 

tolong dijelaskan ! -------------------------------------------------------------------

9. Menurut Bapak/Ibu apakah prosedur pengurusan IMB cukup jelas ? 

T olong dijelaskan ! ------------------------------------------------------------------

10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kualitas aparat/petugas Dinas 

Pekerjaan Umum dalam memberikan pelayanan IMB? -----------------------

11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelayanan IMB selama ini di Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur, jika dilihat dari tampilan fisik 

fasilitas dan perlengkapan yang dirniliki? Tolong dijelaskan ! ---------------

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah aparat Dinas Pekerjaan Umum sudah 

memberikan pelayanan yang segera sesuai yang dijanjikan dan 

memuaskan dalam pengurusan IMB? Tolong dijelaskan ! --------------------

13. Tolong Bapak/Ibu jelaskan apakah petugas pelaya1an l:t\IB tanggap 

terhadap harapan masyarakat akan pelayanan yang baik dan mudah? ------

14. !vienurut Bapak/Ibu, apakah petugas pelayanan IMB sudab memberikan 

jaminan layanan yang baik sesuai yang diinginkan masyarakat ? Tolong 

dijelaskan ! ------------------------------------------------------------··---------------

l:'.. Tolong Bapak/Ibu jelaskan, apakah petugas pelayanan IMB mampu 

memahami kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang mudah ? Tolong 

dijelaskan ! ---------------------------------------------------------------------------

16. Tolong bapak/Ibu jelaskan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam 

pengurusan IMB ? -------------------------------------------------------------------

17. Apa harapan Bapak/Ibu kepada pemerintah daerah khususnya dalam 

proses pengurusan IMB ? ----------------------------------------------------------

Terima kasih atas masukan dan jawabannya 
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LAMPIRAN2 

TRANSKRIP HASIL WA WAN CARA 

NO. INFORMAN 
1. Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum 
Kab. Sumba Timur 

PERNYATAAN 
Kalau mengamati dinamika pembangunan dan 
meningkatkannya ammo masyarakat dalam 
membangun, maka kebijakan tentang IMB 
yang ditetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 
2011 sudah saatnya untuk diimplementasi 
secara efektif di Kabupaten Sumba Timur. 
Karena secara riil di lapangan, perkembangan 
dan pertumbuhan bangunan yang telah 
menyebar tidak saja diwilayah ibukota tapi 
juga diluar wilayah ibukota merupakan potensi 
yang cukup signifikan bagi penerimaan 
retribusi IMB. 

Dalam rangka mewujudkan ketertiban 
bangunan, l:hususnya dalam upaya memelihara 
dan menata wajah kawasan perkotaan, maka ! 
diperluka_r1 upaya peningkatrm pelayanan I 
dalam bentuk pengawasan cian perizinan 1 

bangunan. Penerbitan IMB bertujuan untuk 
memberikan kepastian hukum, kenyamanan 

, dan keamanan kepada masyarakat pemilik 

1 
bangunan, karena dengan memiliki IMB 
berarti suatu bangunan telah memenuhi unsur I 
kelayakan dari aspek teknis, ekologis dan 
administras1 untuk dibangun. Disamping itu, I 
penerbitan IMB juga bertujuan untu1c 
meningkatkan produktivitas dalam penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
bersumber dari retribusi IMB. 

Jika mengkalkulasi potensi obyek retribusi 
IMB dari banyaknya kegiatan pembangunan 
fisik saat iui, maka kedepan penerimaCTI 
retribusi IMB merupakan salah satu sektor 
yang diandalkan sebagai penyumbung besar 
bagi penerimaan PAD di Kabupaten Sumba 
Timur. Karena itu dalam implementasi 
kebijakan pelayanan IMB harus dilaksanakan 
seoptimal mungkin. 
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PERNYATAAN 

Sudah jelas diatur dalam Perda bahwa setiap 
orang, badan hukum manpun instansi 
pemerintah yang akan mendirikan bangunan 
seharusnya mengurus IMB terlebih dahulu 
sebelum mereka melaksanankan kegiatan 
pembangunannya, karena sertifikat IMB 
tersebut menjadi dasar yang melegalkan 
bangunan yang mereka dirikan. 

Memang ketentuan wajib memiliki IMB ini 
sudah kami terapkan, walaupun realita yang 
terjadi selama ini belum sesuai yang kami 
harapkan karena masih banyak bangunan yang 
dirikan tapi tidak memiliki IMB. Tapi saya 
rasa itu wajar karena aturan inikan belum lama 
diterapkan baru sekitar 2 tahun, jadi masih 
banyak masyarakat yang be!um mengetahui . 
dan memahami atuf&'1 ini. I 

I 

. Sesuai aturan dalam Perda maka setiap I 
bangunan yang dirikan baik yang dilaksanakan I 
o leh masyarakat maupun instansi pemerintah I 
harus memenuhi persyaratan teknis dan 
administrasi. Dan selanrn ini kami cukup hati
hati, karena kalau persyaratan tersebut tidaic I 
dipenuhi maka kami tidak akan memproses ! 
IMB-nya. l 
Kalau bicara aturan seharusnya setiap \ 
bangunan yang dirikan harus rnemenuhi I 
persyaratan teknis bangunan, walaupun realita j 

yang terjadi selama ini masih ban;ak bangunan 
yang melanggar aturan garis sempadan dan 
KDB, karena rata-rata masyarakat tidak 
mengurus IMB ketika mendirikan bangunan. 
Karena itu kami tetap tegas untuk tidak 
memproses IMB pada bangunan yang 
melanggar persyaratan teknis maupun 
administrasinya. 

Dalam Perda memang sudah diatur tentang 
pengenaan sanksi bagi setiap bangunan yang 
melanggar ketentuan IMB, tapi yang kami 
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lakukan selama ini masih bersifat pembinaan 
saja dan belum ada tindakan-tindakan keras, 
misalnya kami datang ke lokasi atau kami 
panggil mereka menghadap ke kantor lalu 
kami berikan peringatan dan teguran. 

Tanggung jawab teknis ada pada Dinas kami 
jadi selama ini kami selalu berupaya untuk 
memberikan kemudahan kepada masyarakat 
dalam pelayanan IMB ini, dan ini saya sudah 
tekankan kepada para aparat saya baik dalam 
memberikan pelayanan di kantor maupun 
dalam bertugas di lapangan agar melaksanakan 
denga..11 s~baik-baiknya. 

Melihat realisasi jumlah penerimaan retribusi . 
IMB selama ini memang masih jauh dari j! 

sasaran yang diharapkan, baik secara kuantitas , 
maupun secara kualitas, karena jum!ah I 

I 

penerimaan yang dihasilkan belum sebanding I 
dengan potensi obyek retribusi IMB yang ada I 
di Kabupaten Sumba Timur. \ 

Sb · · · kni b I e agm mstans1 te s yang ertanggung I 
jawab dalam implementasi kebijakan IMB I 
terutama menyar1gkut penataan dan I 
pengedalian bangunan, maka tentu Dinas kami l 
harus didukung staf yang memiliki kompetensi 
teknis rnt:madai. I 

Memang untuk saat ini kompetensi staf pada 
dinas karni memang masih belum m~ncapai 
standar dan kriteria yang diharapkan, bahkan 
ini juga masih ditambah dengan minimnya 
jumlah personil staf yang dimiliki dinas kami, 
sehingga ini menjadi salah satu kendala yang 
kami hadapi dalam mengimplementasikan 
kebijakan IMB. 
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Selama ini kami sudah melakukan langkah
langkah pengawasan melalui kegiatan 
monitoring bangunan walaupun ini bersifatnya 
masih belum intens dan masih terfokus pada 
wilayah ibukota, karena kami masih sesuaikan 
dengan ketersediaan sumber daya staf yang 
ada pada dinas kami. 

Sejauh yang saya ikuti dala.11 setiap kali 
mengikuti rapat DPRD, jarang sekali kami 
mendengar pemyataan dan pandangan dari 
anggota DPRD yang menyoroti bagaimana 
implementasi kebijakan IMB. 

T erus terang selama 1ru Bapak Bupati 
mempunyai perhatian sangat tinggi terhadap 
kel:-ijakan IMB. Dalam 3etiap rapat dan 
perternuan beliau sering r~1enegaskan agar . 
instansi tcknis i:erkait, khususnya Dinas 1 

Pekerjaan Umum harus menegaskan ketentuan 
mendirikan bangunan utamanya menyanglrnt 
ketentuan garis sempadan. 

Pada dasarnya ketersediaan sarana rum I 
prasarana pada Dinas kami sudah cukup 
memadai untuk mendukung implementasi 
kebijakan IMB. Namun demikian, untck i 
meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungs~ 

kami kedepan masih perlu penambahan 
beberapa sarana lagi seperti perkngkapan 
kantor dan utamanya kendaraan operesional 
lapangan yang sangat kami butuhkan untuk 
melakukan patroli pengawasan dan 
pemantauan bangunan. 

Bentuk kegiatan yang sudah kami iakukan 
untuk menyebarluaskan informasi dalam 
hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan 
IMB 1ru adalah melalui sosialisasi atau 
penyuluhan di tiap kecamatan, juga melalui 
pemasangan papan informasi IMB yang kami 
yang pasang di seluruh wilayah kecamatan di 
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Kabupaten Sumba timur. 

Pada dasarnya kami berupaya 
menerapkan prosedur yang 

163 

untuk 
dapat 

mempermudah masyarakat untuk mengurus 

IMB dan prinsipnya sepanjang permohonan 
yang diajukan sudah memenuhi persyaratan 
yang ditetap kami langsung memprosesnya 
secepat mungkin. 

Setiap kebijakan daerah tentu kalau sudah 
ditetapkan seharusnya secepatnya 
diimplementasikan di lapangan sehingga 
masyarakat dapat memahaminya. Jadi kalau 
melihat laju pembangunan di Kabupaten 
Surnba Timur sekarang ini, memang sudah 
saatnya di1kuti dengan penerapa.1 kebijaknn 
IMB kepada seluruh masyarakat. 

Bagi kami, semua itu merupak<:ln peluang 
untuk menggenjot PAD Kabupaten Sumba 

I 
Timur, apalag1 dengan kondisi alam Kabupaten 
Sumba Timur yang serba terbatas, jadi i 
memang kita harus memaksimalkan potensi l 
yang ada. i 

Selama ini realisasi penerimaa."1 retribusi IMB I 
~1ampir setiap tahunnya belurn mencapai target 
dan sasaran nyang ditetapkan sehingga saat ini 
belum mampu memberikan kontribusi yang 
besar terhadap peningkatan PAD Kabupaten 

Sumba Timur. 

Saya kira pemerintah khususnya instansi teknis 
harus lebih konsisten karena dalam Perda 
sudah jelas aturannya kalau setjap bangunan 
yang didirikan harus memiliki IMB. 
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Menurut saya sederhana saja, karena saya 
hanya melihat dari sisi minimnya realitas 
penerimaan retribusi IMB selama ini, dan itu 
sudah jadi ukuran kalau penerapan ketentuan 

tersebut belum berjalan efektif. 

Kita harus mengacu pada aturan yang 
ditetapkan karena dalam Perda sudab tegas 
diatur, bahwa setiap bangunan yang didirikan 
ada persyaratan-persyaratan yang harus 
dipenuhi, misalnya harus memenuhi aturan 
garis sempadan jalan dan tidak membangun 
padajalur hijau. 

Sebagai aparat pemrintah ~edikit banyak kami 
paham tentang aturan mendirikan bangunan, 
jadi menurut saya penerapan ketentuan tersebut 
berjalan efektif bahwa secara kasat mata bisa 
dilihat ba.11yak sekali bangunan yang 
melanggar aturan garis sempadan jalan karena 
mereka membangun terlalu dekat dengan jalan. j 

i 

Kalau penerapan sanksi tersebut dilaksanakan i 
secara tegas saya rasa tidak ada bangunan ya.-ig i 
melanggar aturan IMB dan s~1dah pasti I 
penerimaan retribusi IMB kita akan meningkat 
terus setiap tahunnya. 

Pada dasarnya kami sebagai aparat pemerintah 
selalu berupaya untuk memberikan pelayanan 
yang baik kepada masyarakat jadi semua itu 
kembali lagi kepada masyarakat yang 
menilainya. Dan saya rasa, instansi teknis 
terkait akan berupaya untuk meningkatkan 
kinerja pelayanan agar dspat memberikan 
pencapaian yang maksimal. 
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Saya rasa kebijakan IMB tersebut sudah 
saatnya untuk diterapkan di lapangan. Sumba 
Timur inikan Kabupaten lama, jadi harus ada 
percepatan-percepatan yang dilakukan, karena 

setiap kebijakan daerah yang dibuat oleh 
pemerintah daerah tentu demi mendukung 
kemajuan dan kelangsungan pemerintah dan 
pembangunan daerah. 

Sebagai daerah otonom, yang terpenting adalah 
bagaimana kita mampu menjadi daerah yang 
mandiri, karena itu kebijakan IMB yang 
diimplementasikan di Kabupaten Sumba Timur 
diharapkan akan mendukung peningkatan 
penerima.an daerah yang bersumber dari PAD. 

Ber<lasarkan. data. yang ada pada kantor kami, i 
realisasi penerimaan retribusi IMB selama ini 

1 

masih didominasi dari kegiatan proyek-proyek j 

pemerintah sedangkan penerimaan retribusi I 
I 1MB dari kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan masyarakat masih sangat minim. 
Bahkan secara keseluruhan jumlah penerimaan 

retribusi IMB belum sesuai target yang I 
diharapkan. 

Pcr<la IMB inikan kurang lebih 3 tahun 
ditetapkan, jadi sudah saatnya pemerintah 
daerah untuk bersikap tegas melaksanakan 
ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan, 
dan sudah jelas aturannya setiap bangunan 
yang didirikan wajib memiliki IMB. 

Saya rasa penerapan ketentuan wajib memiliki 
IMB ini belum berjalan baik, karena selama ini 
permohonan L\1.B yang kami proses setiap 
tahunnya masih sangat minim jika 
dibandingkan dengan kegiatan pembangunan 
yang ada. 
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Dalam Perda sudah ditetapkan ketentuan 
wajib memenuhi persyaratan tata bangunan, 
jika aturan tersebut sudah harus diterapkan 
secara tegas. Ini penting untuk menghindari 
terjadinya penyimpangan dalam mendirikan 
bangunan. 

Saya rasa Dinas Pekerjaan Umum selama ini 
tidak tegas dalam menerapkan ketentuan 
persyaratan tata bangunan, coba lihat dimana
mana banyak banguna berdiri yang tidak sesuai 
dengan garis sempadan jalan itukan gambaran 
kalau aturan tersebut belum berjalan efektif. 

Seperti yang saya ungk:lpkan tadi, dimana
mana banyak bangunan yanp, melanggar aturan 

I 

garis sempacian jalan, apalagi rata-rata I 
bangunan itu juga tidak memiliki IMB. Berarti ! 

I 
selama ini Dinas Pekerjar..n Umum masih I 
belum tegas dalam menerapkan sanksi I 
terha<lap setiap pelanggaran aturan IMB. 

Selama im kami bersama dengan Dinas 
Pekerjaan Umum selak'll instansi teknis telah 

I 

bernpaya unruk memenuhi harapan masyarakat I 
akan pelayanan yang baik dalam pengurusan j 
IMB karena memang sudah menjadi kewajiban I 
kami sebagai aparat pemerintah. Walaupun i 
hasil-hasil yang kami capai selama ini belum I 
sesuai yang diharapkan, karena memang I 
masih banyak keterbatasan yang kami miliki. 

Harus diakui bahwa Bupati mempunyai 
perhatian serius terhadap pelaksanaan 
kebijakan IMB llll. Setiap melihat ada 
kegiatan pembangunan baru di wilayah kota 
utamanya di lokasi-lokasi strategis beliau 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



NO. 

4 

INF ORMAN 

j Kcpala Bidang Cipta 
Karya, Dinas Pck~:jaan 
cmum Kab. Sumba Timu 

167 

PERi"JYA T AAf-J 

langsung menghubungi saya dan menanyakan 
perihal izin bangunan tersebut, bahkan Bupati 
juga menginstruksikan supaya menertibkan 
bangunan-bangunan yang melanggar serta 
meningkatkan koordinasi dengan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Satpol.PP. 

I 

Walaupun belum ada prosedur baku atau SOP 
dalam pengurusan IMB,namun prosedur yang 
kami terapkan dalam pengurusan IMB selama 
ini cukup jelas dan transparan dan tidak 
berbelit-belit sehingga mudah dipahami oleh 
masyarakat. Karena tugas kami hanya 
memproses keluamya sertifikat IMB, biasanya 
setelah berka.3 dan rekomdasi kami terima dari \ 
Dinas Pekerjaan Umum,mak:a kami langsung l 

I 

1 

proses secepatnya. I 
Saya rasa dengan perkembangm1 kegiatan I 

pembangunan y&ng demikian pesat di Kab. 
Sumba Timur saat ini, tentu sudah saatnya 
kcbijakan tcnta..'1g IMB diimplementasikan 
dilapangan, karena tingkat kesadaran 
masyarakat di sini umumnya masih rendah 
untuk memdirikan bangum:n secara teratur dan 

1 

memperhatikan kondisi lingkungan sekitamya. 

Kalau melihat pertumbuhan bangunan yang . 
sudah menyebar dimana-mana maka ini hares 
diikuti dengan langkah-langkah penataan dan 
pengendalian secara cepat bahkan hal ini j uga 
harus ditangkap sebagai peluang untuk 
menggali sumber penerimaan PAD bagi Kah. 
Sumba Timur. 
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Ya, untuk saat 1ru memang pelaksanaan 
kebijakan IMB ini belum berjalan sesuai yang 
diharapkan, apalagi kalau ukurannya 
kontribusinya penerimaan IMB untuk PAD 
Kah. Sumba Timur memang masih jauh dari 
yang diharapkan, tapi kita juga harus sadar 
karena Sumba Timur ini adalah daerah baru 
secara Perda di terapkan efektif Tahun 2013, 
bukan hal mudah merealisasikannya di 
lapangan, tapi saya rasa kedepan kebijakan 
IMB ini sangat potensial untuk mendukung 
peningkatan PAD Sumba Timur. 

Sesuai aturan seharusnya setiap kegiatan 
pembangunan yang dilaksanakan oleh 
masyarakat maupun pemerintah, baik 
mendirikan bangunan ba..'11 maupun mengubah I 
bangunan yang suda.11 ada itu barns rnemiliki 

1 

IMB dulu sebelum mulai kegiatan I 
pembangunannya, hal ini untuk menghindari 
penyimpangan pemanfaaatan ruang sehingga I 

I 
kegiatan pembangunan yang dilakukan akan 
lebih terarah dan sesuai dengan tata mang. 

Memang kenyataan selama ini masih belum. 
sesuai yang kami harapkan karena masih 
banyak bangunan yang belum memiliki IMB, 
tapi sebagai instansi teknis inilah tantangan 
yang harus kami pecahkan, karena itu kedepan 
secara bertahap kami akan tegas menerapkan 
aturan tersebut. 

Selama ini kami cukup tegas dan bermain 
sesuai aturan dalam pengurusan IMB, setiap 
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 
oleh masyarakat maupun instansi pemerintah 
harus memenuhi persyaratan tata bangunan 
yang diterapkan, karena kesalahan mereka 
sendiri ketika mendirikan bangunan. 
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Sebagai aparat kami sudah berupaya untuk 
menerapkan persyaratan teknis dalam 
mendirikan bangunan, walaupun dalam 
kenyataannya masih banyak bangunan yang 
tidak memenuhi persyaratan teknis yang 
ditetapkan. J adi kami kembalikan kepada 
masyarakat untuk menilainya karena pada 
dasarnya kami hanya mengatur agar lebih 
tertib dan tertata baik, sementara yang 
memanfaatkan bangunan dan lingkungan 
tersebut adalah masyarakat sendiri. 

! 

Untuk sekarang ini memang bisa dikatakarr 
kami masih belttm tegas dalam menerapkan 
sanksi terhadap pelanggaran ketentuan IMB, 
masalahnya bagaimana kami mau menerapkan 
sanksi tegas kepada masyarakat kala11 j 
kenyataar.nya selama ini bukan hanya 
bangunan m.asyarakat melanggnr tapi juga 
bangunan milik pemerintah bahkan bangunan 
para pejabat pemerintah, yang seharusnya 
merekalah yang memberikan contoh kepada I 
masyarakat, jadinya kami serba sulit, paling-

1 

I paling kami hanya memberikan teguran ~aja. j 

I 
I 

Sebagai langkah awal untuk menarik minat 1 

masyarakat untuk mengurus IMB adalah kami 
berupaya untuk memberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya 
kepada masyarakat, karena kami sadar Sumba 
Timur ini daerah tergolong baru dalam 
membuat Perda IMB dan baru efektik sejak 
2013, jadi masih banyak masyarakat yang 
tidak paham dan sadar tentang pentingnya 
mengurus IMB. 
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Kapasitas personil staf yang ada di bidang 
kami masih cukup terbatas untuk 
melaksanankan kebijakan IMB, tidak saJa 
kualitasnya. Rata-rata pegawai yang ada 
dibidang kami masih minim pengalaman dan 
pengatahuan karena umumnya mereka pegawai 
barn. 

Selama ini Bapak Bupati mempunyai perhatian 
sangat besar terhadap pelaksanaan kebijakan 
IMB 1ru, terutama menyangkut penegasan 
ketentuan aturan gans sempadan dalam 
mendirikan bangunan khususnya terhadap 
bangunan yang didirikan pada ruas jalan utama 
dan kawasan pengembangan baru. 

Se.ya rasa pihak legislatif belum 
memperlihatkan dukungan yang senus 
terhadap pelaksanaan kebijakan IMB, 
masalahnya selama ini pihak legislatif lebih 
banyak mengkritik kami dari pada memberikan 
solusi yang tepat, malah kami selalu I 
disudutkan bila ada keluhan dan pengaduan 
dari masyarakat atas langkah-1angkah 
penegakan aturan yang kami lakukan. 

Sejak kebijakan IMB ini ditetapkan Tahun 
2011, baru satu kali melaksanakan sosialisasi 
pada tiap Kecamatan. Kami Juga sudah 
memasang papan informasi IMB sebanyak 22 
buah, namun karena jumlahnya terbatas maka 
prioritas kami adalah masih di wilayah ibukota. 
Selama ini kami telah mencoba menerapkan 
prosedur yang memudahkan masyarakat dalam 
pengurusan I:tvIB ini, dan kami juga sudah 
melakukan koordinasi dengan instansi-instansi 
yang terkait dengan pengurusan IMB, seperti 
kelurahan, kecamatan dan kantor perizinan. 
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Saya kira, gambarannya perkembangan 
kegiatan pembangunan di wilayah ibukota saat 
ini, tentu sudah saatnya kebijakan IMB ini 
diimplementasikan di Kabupaten Sumba Timur 
karena kalau tidak maka ke depan kita akan 
menghadapi banyak kendala dalam melakukan 
penataan kota dan wilayah. 

Kita semua tahu, itu merupakan kebijakan 
yang sangat penting dalam mengendalikan 
kegiatan pembangunan fisik. Yang terpenting 
adalah bagaimana kita menegakkan aturan di 
masyarakat tentang ketentuan mendirikan 
bangunan utamanya menyangkut aturan garis 

I 

1 sempadan dalam mendirikan bangunan. 
1 Apalagi dengan kebijakau tersebut ada PAD 

yang dihasilkan untuk daerah ini. 

Aturannya. jelas karena sudah ditetapkan 
dengan Perda. Jadi harus tegas dilaksanakan, 
setiap bangunan yang didirikan wajib memiliki 
IMB. Semuz. itu juga untuk kepentingan daerah I 
dan masyarakat. , 

I 
Terns terang hal ini sudah menjadi keluh?.I1 : 
kami selama ini karena kalau melihat kegiatan : 
pembangunan di wilayah kami yang begitu 
pesat bahkan dimana-mana saya lihat banyak 
bangunan berdiri tapi kenyataannya jarang 
sekali masyarakat yang dating meminta 
rekomendasi IMB di kantor ketika akan 
mendirikan bangunan, kalaupun ada itu hanya 
sebagian kecil saja. 

Setiap aturan yang dubuat pada dasarnya untuk 
kepentingan daerah dan masyarakat juga. Sama 
halnya dengan ketentuan wajib memenuhi 
persyaratan tata bangunan tujuannya agar 
kegiatan pembangunan dapat lebih terarah dan 
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terkendali. 

Saya melihat Dinas Pekerjaan Umum belum 
tegas menerapkan persyaratan teknik dalam 
peraturan IMb llll, karena kenyataannya 
banyak sekali bangunan yang melanggar aturan 
garis sempadan dan jalur hijau, padahal selama 
lil1 kami senng melaporkan setiap 
permasalahan yang terjadi dilapangan. 

Sebagai kepala wilayah saya cukup memahami 
kondisi dan permasalahan di lapangan. tapi 
sampai se~(arm1g belum terlihal. tindakan tega:; 
yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Urnum 
terhadap kegiatan pembangun.an yang 
melanggar aturan IMB. 

I 

Saya kira diera otonomi daerah saat ini 
seharusnya aparat pemerintah harus man1pu I 
menunjuJr.kan sikap professional, paling ti.dak ! 
bagaiman memberikan pelayanan yang baik j 

kepada masyarak:at. Dan selama mi jarang j 

sekali ada keluhan dari masyarakat sayu I 
menyangkut pelayanan dalam peng~usan i 

IMB, kalau ada keluhan paling-paling masa~lli1 ! 
karena mereka kurang paham prosedur j 

I 

pengurusannya. I 

Selama ini kami melihat Dinas Pekerjaan 
UmUlll belUlll secara serius melakukan 
pengawasan yang ketat dan tegas di lapangan, 
padahal sebagai instansi teknis yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
kebij akan IMB seharusnya kegiatan 
pengawasan tersebut rutin dilakukan karena 
merupakan tugas pokok mereka. 
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Memang kebijakan IMb ini harus mulai 
diterapkan secara tegas dari sekarang. 
Jangankan kita bicara di wilayah ibukota, di 
kecamatan Kambera 1m saja pertumbuhan 
bangunan sangat pesat, karena itu mulai 
sekarang kita sudah harus melakukan penataan 
terhadap bangunan-bangunan yang ada. 

Saya kira hamper semua daerah menerapkan 
kebijakan tentang IMB ini, karena memang 
kebijakan ini sangat penting untuk mengatur 
dan mengendalikan kegiatan pembangunan 

agar tidak kumuh dan semrawut, bahkan I 
merup«kan sumber penerimaan PAD yng I 
sangat potensial. I 

I 

Karena ~udah ada dasar huk.umnya, seharusnya I 
kita tegas menerapkan aturan wajib !MB ini i 

terhadap setiap kegiatan mendirikan b:mgunan. I 
Kalu ukurannya di wilayah saya, menurut saya i 
penerapan aturan ini belum berjala..'1 baik I 
sesuai yang diharapkan karena nyatanya rata- I 
rata bangunanyang sudah bt:rdiri itu belum i 

I 

memiliki IMB. l 

Sudah sehar:.isnya setiap bangun:m yang 
didirikan hams memenuhi persyaratan teknis, 
karena semua itu untuk keamanan dc.n 
kenyamana pemilik bangunan, apalagi 
ketentuan sudah diatur dalam Perda, jadi 
instansi teknis harus tegas melaksanakan 
aturan tersebut. 

Kalua lihat kenyataannya di lapangan saya 
piker penerapan ketentuan bahwa setiap 
bangunan yang didirikan harus memenuhi 
persyaratan teknis, selama ini belum berjalan 
efektif, buktinya banyak bangunan yang 

I 
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Melanggar aturan garis sempadan. 

Saya pikir, kalau instansi teknis betul-betul 
tegas menerapkan aturan sanksi bagi yang 
melanggar aturan IMB, maka tidak mungkin 
akan terj adi penyimpangan terhadap aturan 
mendirikan bangunan seperti yang banyak 
terjadi sekarang ini. 

Kebijakan IMB inikan sangat penting dalam 
mengarahkan pelaksanaan pembangunan di 
daerah ini, jadi sudah seharusnya juga diikuti 
dengan pemberian pelayanan yang baik dari 
para aparat pada instansi terkait, tapikan tolak 
ukurnya ada pada masyarakat. 

1 
Sejauhini instansi teknis terkait khususnya I 

j Dinas Pekerjaan Umum jarang sekali i 

mel:.lkukan pengawasan lapangan diwilayah 1 

kami, dan ini juga sebetulnya yang menjadi 
penyebab masyarakat tidak mengurus IMB 

j ketika mend1rikan bangunan. Seharusnya 
I Dinas Pekerjaan Umum mulai mema.1<.simalkan 

pengawasan bangunan di lapangan mengingat 
pesatnya pembangunan fisik di kecamatan 
Kambera saat ini, terutama di sekitar kawasan 
ibukota. 

Memang sudah seharusnya kebijakan ~AB iPj 

diirnplementasikan dari sekarang, bahkan kalau 
melihat laju pembangunan sekarang ini bias 
dikatakan kita sudah terlambat 
melaksanakannya di lapangan. 

Pada dasarnya ada dua aspek penting dalam 
penerapan kebijakan IMB tm, pertarna 
melakukan penataan dan pengendalian 
bangunan di Kabupaten Sumba Timur baik 
secara teknis maupun ekologis , dan kedua 
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meningkatkan penerimaan PAD dari retribusi 

IMB. 

Dalam Perda sudah j elas diatur bahwa setiap 

orang atau badan hukum dan pemerintah yang 
akan mendirikan bangunan wajib memiliki 

IMB. Karena itu, sebagai instansi teknis maka 
sudah tugas kami untuk menerapkan ketentuan 

tersebut dilapangan. 

Kenyataannya dilapangan memang masih 
banyak bangunan yang belum memiliki IMB 
tapi ke depan kami terus berupaya 
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 

meriaati ketentuan wa;ib memiliki IMB 
terse but. 

Sebagai instansi teknis tentu kami berupaya 
agar fetiap bangunan yang didrikan sesuai 
dengan persyaratan teknis yang berlaku, karena 

aturan tersebut sudah diamanatkan dalam 

I Perda 

1 
j Memang kenyataan dilapangan masih banyak j 

l terjadi pelwggaran terhadap ketentuan · 

persyaratan teknis bangunan, utamanya 
menyangkut aturan garis sempadan. Ini karena, 
kcbanyakan masyarakat tidak berkonsultasi 

<lulu kepala karni ketika akan mendirikan 

bangunan. 

Memang bias dikatakan selama ini kami belum 
tegas menerapkan sanksi terhadap pelanggaran 
aturan IMB, ini juga karena keterbatasan 
prasarana dan sumber daya yang kami rniliki. 

I 
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Realisasi penerimaan retribusi IMB yang 
dihasilkan selama ini memang masih jauh dari 
yang diharapkan, sehingga nilai kontribusi 
IMB untuk PAD Kah. Sumba Timur masih 
relative rendah, tapi kedepan kami optimis 
akan mampu mencapainya karena saat 1ru 

mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk 
mengurus IMB. 

Saya kira keberhasilan pelaksanaan kebijakan 
IMB ini tidak terlepas dari dukungan sumber 
daya aparatur yang memadai, baik secara 
kualitas maupun kuantitas. 

Memang, salah satu kendala yang kami hadapi 
selama ini adalah terbatasnya personi 1 staf 
yang memiliki kompetensi memadai, sehingga 
sampai sekarang lcami belum mampu 
melaksanakan kebijakan IMB 1Ill secara 
maksimal di lapangan. 

Selama ini tingkat pengawasan yang kami 
lakukan untuk mendukung implementasi 
kebijakan IMB masih belum ketat dan tegas, 
karena kegiatan pengawasan yang kami 
lakukan masih lebih bersifat monitoring 
sehingga belum focus dan terarah. 

Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini 
sudah cukup untuk mendukung pelayanan IMB 
di kantor kami. Tapi untuk mendukung tugas
tugas kami di lapangan, kami masih 
membutuhkan kendaraan operasional, yang 
selama 1ru menjadi kendala kami untuk 
melakukan pengawasan secara intens di 
lapangan. 
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Sejak kebijakan IMB ini ditetapkan Tahun 
2011, baru satu kali kami melaksanakan 
sosialisasi pada tiap kecamatan. Kami juga 
sudah memasang papan informasi IMB 
sebanyak 22 buah, namun karena jumlahnya 
terbatas maka prioritas kami adalah masih di 
wilayah ibukota. 

Selama ini kami telah dan selalu berupaya 
I untuk memberikan kemudahan pelayanan 
, kepada masyarakat dalam pengurusan IMB, 
karena selama ini masih banyak masyarakat 
yang belwn memahami pentingnya mengurus 
IMB. Jadi kami berupaya membangun simpati 
dan perhatian masyarakat untuk mau mengurus 
IMB. 

I 
Selam ini boleh dika!.akan tingkat kepedulian I 
masyarakat untuk mengurus IMB masih sangat I 

I 

rendah. Mungkin ini ada hubungannya ·1' 

kurangnya pemahaman dan pengetahuan 
mereka tentang fungsi IMB maupun rendahnya j 

tingkat komunikasi yang kami lakukan selama j 

iru. Umunmya masyarakat yang sudab l 
mengurus IMB selama ini adalah pegawai 
yang bekerj a di instansi pemerimah daerah. 

Sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami 
mengharapkan kepada pihak pemda agar 
segala kebijakan yang telah dirwnuskan dan 
ditetapkan bersama agar secepatnya 
diimplementasikan di tengah-tengah 
masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi 
kemajuan dan pembangunan daerah. Begitu 
pula dengan kebijakan IMB ini, maka sudah 
saatnya kebijakan ini diiplementasikan guna 
mengoptimalkan pengelolaan potensi yang ada 
sehingga dapat memberikan manfaat secara 
ekonomi bagi daerah. 
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Sebagai mitra pemerintah daerah tentu kami 

akan mendukung setiap kebijakan daerah yang 

telah kita lahirkan bersama, dan secara politik 
selama ini kami telah menunjukkan dukungan 

kami terhadap pelaksanan kebijakan IMB 
tersebut, karena hamper setiap tahunnya ada 

anggaran yang kami alokasikan dalam APBD 
untuk mendukung implementasinya di 

lapangan. 

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi 
legislasi, yaitu merumuskan peraturan dan 

kebijakan daerah yang terkait dengan 
kemajuan pembangunan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat. Tentu saja harapan I 
kami setiap kebijakan yang telah ditetapkan I 
agar secepatnya diimplementasikan di ! 

lapangan agar sasaran ym1g diinginkan dic<1pai I 
dari kebijakan tersebut dapat diwujudkan. 

Kita Semua tahu bahwa Kabupaten Sumba 
Timur merupakan daerah otonom dan saat ini 
sangat membutuhkan sumber-sumber 
pendanaan untuk melaksanakan pembangunan 

di berbagai bidang. Jadi menurut saya l 
penerapan kebijakan tentang IMB ini sangat I 
strategis dalam rangka meningkatkan ' 

produktifitas PAD Kabupaten Sumba Timur 
khususnya dari penerimaan retribusi IMB. 
Begitu pula dari segi tata ruang, penerapan 

kebijakan IMB ini juga sangat penting untuk 
mendukung penataan dan pengendalian 
bangunan di seluruh wilayah Kab. Sumba 

Timur. 

Kami sudah pernah dengar kalau IMB itu 
adalah izin untuk mendirikan bangunan. 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



NO. INFORi\1At'J 

179 

PERNYATAAN 

Saya kaget tiba-tiba didatangi petugas dari 

Dinas Pekerjaan Umum yang menanyakan 

IMB rumah kami. Masalahnya selama iru 

belum ada penyampaian dari kelurahan. Dari 

situ, baru saya tahu kalau setiap membangun 

rumah harus memiliki IMB. 

Selama iru, saya belum pemah mengikuti 

sosialisasi tentang IMB ini. 

Seharusnya kegiatan sosialisasi IMB ini harus 

sering-sering dilakukan karena pasti masih 

banyak masyarakat yang belum paham apa itu 

IMB. 

Ya menurut saya IMB 1m renting agar I 
bangunan yang kita dirikan diakui pemerintah. I 

! 

jadi k:::.lau ada pemeriksaan dari tim ldta tidak j 
merasa khawatir lag). i 

Iya , saya sudah mengurus IMB dan saya lihat 

pelayanan mereka sangat baik. 

i 
Saya kurang tahu, tapi kalau di sekitar sini barn j 

saya y:.mg men gurus IMB, itu j uga menerut \ 
informasi dari petugas Dinas Pekerjaan Umum. I 

Kami belum mengetahui secara jelas prosedur 

pengurusan IMB, jadi hanya mengikuti arahan 

dan petunjuk dari aparat Dinas Pekerjaan 

Umum. Dan saya rasa pengurusan IMB di 

Dinas Pekerjaan Umum cukup mudah .dan 

cepat. 

Kami rasa penampilan petugas dan ruangan 

kantor yang digunakan untuk pengurusan IMB 
di kantor Dinas Pekerjaan Umum sudah bagus, 

karena ruangannya bersih dan teratur sehingga 

kami merasa nyaman. Begitu pula dengan 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



NO. I 

12 

INFO RlVlAl'J 

Umbu Manang/Anggota 
Masyarakat 

180 

PERNYAT AAf-J" 

petugas yang melayani kami mereka sangat 
baik dan menyenangkan. 

Kami puas dengan pelayanan Dinas pekerjaan 
Umum dalam pengurusan IMB, karenan 
prosesnya cepat dan setiap ke kantor selalu ada 
petugas yang melayani kami. Bahkan kami 
tidak terlalu menunggu keluarnya IMB, tiba

tiba kami sudah dihubungi untuk datang 
mengambil IMB di kantor Dinas Pekerjaan 
Um um. 

Terus terang aparat Dinas Pekerjaan Umum 
telah memberikan jarninan pelayanan yang 
karni harapkan, karena biaya yang kami 
keluarkan untuk mengurus lMB masih 
terjangkau hahkan diluar perhimngan kami 
sebelumnya, kami juga tidak di pungut biaya 
macam-macam. 

Aparat Dinas Pckerjaan TJmum betul-betul I 
memberikan kemudahan kepada kami selama I 
rnengurus IMB. Sikap mereka baik dan sopan i 
dalam menenma kami, begitupula bila I 
menanyakan sesuatu hal, karni juga mudah 
menghubungi mereka. 

Pada dasarnya kami sudah sering dengar 
tentang IMB yaitu Izin Mendirikan Bangunan. 

Sebetulnya kami tahu bahwa biasanya seperti 
di daerah-daerah lain setiap mendirikan 
bangunan hams mengurus IMB, hanya 
disinikan saya belum tahu kalau sudah ada 
aturannya dan hams kemana mengurusnya. 
Padahal waktu saya mendirikan bangunan saya 
sudah melapor dengan pihak kelurahan tapi 
tidak ada juga penyampaian kalau karni hams 

mengurus IMB. 
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Selama ini saya belum pemah mengikuti 
sosialisasi IMB secara langsung. 

Kalau melihat keterlibatan dan pemahaman 
masyarakat, saya kira kegiatan sosialisasi yang 
dilakukan oleh instansi terkait belum begitu 
efektif. 

Saya kira IMB ini penting untuk legalitas 
bangunan yang kita dirikan. 

I ya, saya sementara mengurus IMB rumah 
saya, dan saya cukup puas dengan pe!ayanan 
mereka herikan. 

Saya pikir masih banyak masyarakat di sekitar ! 
s1m yang belum paham tentang pentingnya I 

I 

IMB. 

Pada dasamya kami tidak tcrlalu 
mempersoalkan bagaimana prosedumya, ! 
selaku masyarakat kami hanya mengharapkan i 

'mendapatkan pelayanan yang mudah. ~epat 

dan tidak berbelit-belit dalam mengurus IMB, 
dan yang terpenting adalah biayanya dapat 
terjangkau. Saya kira apa yang dilakukan oleh 
Dinas Pekerjaan Umum sudah cukup 
memudahkan kami. 

Sebagai instansi pemerintah memang sudah 
seharusnya memperhatikan penmipilan fisik 
petugas maupun fasilitas kantor yang digun 
akan untuk memberikan pelayanan. Dan kami 
rasa, penampilan fisik petugas dan fasilitas 
kantor Dinas pekerjaan Umum sudah cukup 
baik dan memuaskan. 
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Pada dasarnya pelayanan yang diberikan 

Dinas Pekerjaan Umum dalam pengurusan 
IMB sudah memuaskan, karena prosesnya 
cepat dan tidak berbelit-belit. Hanya yang saya 
sayangkan kenapa waktu terbitnya IMB terlalu 
lama, padahal proses awalnya cukup mudah 
dan cepat. Tapi saya salut dengan cara mereka 
memberi garansi karena IMB tersebut langsung 
diantar ke rumah saya, sehingga saya tidak 
terlalu direpotkan. 

Saya kira apa yang dilakukan aparat Dinas 
Pekerjaan Umum dalam pengurusan IMB 
sudah menunjukkan tanggung jawab mereka 
sebagai pegawai yang tanggap terhadap 
harapan masyarakat akan pelayanan yang baik. , 
Karena sebagai pcngguni;i, layanan, kami butuh I 
informasi yang jelas sehingga kami bisa 
paham. 

Saya kira pelayanan yang diberikan aparat 
Dinas Pekerjaan Umum dalam pengurusa..'1 
IMB sudah menunjukkan sebuah jaminan 
pelayanan yang baik yang diharapkan 
masyarakat, karena pada dasarnya kepercayaan I 

masyarakat kepada pemerintah adalah j ika 
mereka tidak merasa dikecewakan dan 
dirugikan. 

Saya rasa pelayanan yang diberikan aparat 
Dinas Pekerjaan Umum mefllpakan gambaran 
kalau mereka sangat memahami apa yang 
diinginkan masyarakat, karena mereka cukup 
terbuka dan kami mudah menghubungi 
mereka. 
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13 Muhamad Rusdi/ Anggota Ya, IMB kan izin untuk Mendirikan 
Masyarakat Bangunan. 

Saya kira di mana-mana kalau setiap 
membangun rumah harus ada IMB <lulu. 

Selama ini saya tidak pemah mengikuti 
sosialisasi IMB 

Saya kira Dinas Pekerjaan Umum harus lebih 
giat lagi melakukan sosialisasi IMB ini, karena 
masih banyak masyarakat yang belum paham 
tentang aturan IMB ini, buktinya disamping 
rumah saya ini mereka membangun tapi tidak 
mengurus IMB. 

Saya kira Il\:1B ini penting, agar banguran yang 
kita dirikan ini statusnya jeias dan diakui i 

pemerintah, sehingga kalau suatu saat I 
bangunan ini terkena pelebaran jalan maka kita I 
dapat ganti rugi. 

1 

Saya suda.li mengurus IMB makanya saya 
I cukup paham. Pelayanan mereka cukup baik 

\ dan saya cukup puas. 

Saya rasa masih banyak. 

Sebetulnya saya kurang mengetahui prosedur 
dalam pengurusan IMB, tapi setelah menerima 
penjelasan dan arahan dari aparat temyata 
proses pengurusannya cukup mudah karena 
kami hanya membutuhkan waktu dua hari 
untuk melengkapi berkas pennohonan. Bahkan 
menurut saya proses proses pengurusan IMB 
disini sudah cukup mudah dibanding dengan 
daerah lain. 

I 
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Saya rasa apa yang ditampilkan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat sudah cukup 
bagus, baik kondisi fisik gedung kantor 
maupun petugas yang melayani pengurusan 
IMB. 

Saya cukup puas dengan pelayanan dari Dinas 

Pekerjaan Umum selama mengurus IMB ini 
karena kami dilayani cepat dan prosesnya tidak 
berbelit-belit. 

Selama kami mengurus IMB di Kwitor Dinas 
Pekerjaan Umum kami rasakan cukup mudah, I 
karena semuanya jelas dan boleh dikatakan 

1

1 

kami tidak mengalami banyak kesulitan, 

karena kami seialu diberi perJelasan. I 

Saya kira buktinya jelas karem. selam I 
mengurus IMB ini k@ni tidak pernah dipersulit \ 

dan tidak dipungut biaya macam-macam. I 

Saya rasa pelayanan yang diberikan aparat I 
Dinas Pekerjaan Umum merupakan gambaran I 
kalau mereka sangat mcmahami apa yang 
diinginkan masyarakat, karena mereka cukup 
terbuka dan kami mudah menghubungi 
mereka. 

Ya kami tahu, IMB itu adalah Izin Mendirikan 

Bangunan. 

Kami mendapat informasi ketika datang ke 
Kantor Dinas Pekerjaan Umum, karena waktu 
itu mereka pemah datang ke lokasi bangunan 
say a. 

Selama ini saya belum pemah mengikuti 
sosialisasi IMB, hanya sering melihat ada 
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pengumuman di papan informasi yang di 
pasang di pinggir jalan. 

Menurut saya sosialisasi tentang IMB yang 
dilakukan selama ini belum terlalu efektif, 
karena buktinya masih banyak masyarakat 
yang tidak tahu tentang ketentuan IMB dalam 
membangun. 

Saya sudah mengurus IMB dan tinggal 
menunggu keluamya surat IMB, pelayanan 
mereka sangat baik. 

Saya rasa, mungkin masih banyak masyarakat 
yang belum paham tentang pentingnya 
mengurus IMB. 

Menwut saya mengurus IMB itu penting 
karena dengan memiliki IMB maka bangunan 
yang kita dirikan tidak melanggar aturan dan 
diakui pemerintah, jadi kita tidak khawatir lagi 
kalau ada apa-apa ke depannya, misalnya aJa 

1 

pelebaran jalan mungkin kita dapat ganti rugi. i 
I 

Memang pada awalnya karai kur<:.r.g I 
mengemhui prnsedur pengurusan IMB, tapi I 
setelah kami datang kekantor Dinas Pekerjaan I 
Umum dan di beri penjelasan oleh aparat kami I 
langsung memahaminya. Begitu pula selama 
pengurusan kelengkapan berkas yang harus 
dipenuhi dan tidak mengalami kesulitan. 

Kualitas aparat Dinas Pekerjaan Umum dalam 
pelayanan IMB menurut saya sudah cukup 
baik. 
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Sepanjang yang lihat dan rasakan dari 
penampilan fisik kantor sudah bagus dan 
memuaskan karena kelihatan bersih dan 
teratur, sehingga kami merasa nyaman. Begitu 
pula dengan penampilan petugas yang 
mengurus IMB sudah memuaskan karena 
terlihat betul penampilannya kalau dia seorang 
pegawm. 

Pengurusan IMB di Kantor Dinas Pekerjaan 
Umum sangat memudahkan kami, karena 
prosesnya cepat dan jelas. Memang keluarnya 
IMb sedikit lama tapi karena sudah 
diberitahukan sebelumnya bahwa nanti akan 
dihubungi untuk d~tang mengambil IMB di 
Kantor Dinas Pe1'erjaan Umwn kalau JMB 
tersebut ~udah terbit, sehingga kami tidak perlu 
menunggu dan repot bolak-balik. 

Bisa dikatakan kami sangat diberikan 
kemudahan dalam proses pengurnsan IMbv ! 

I 
oleh aparat Dinas Pekerjaan Umum, karena I 
waktu pertama kali datang mengurus IMB 

I kami diterima dengan baik, kami juga 
diberikan informasi dan penjelasan yang 
lengkap sampai kami paham. 

Menurut saya petugas Dinas Pekerjaan Umum 
sudah memberikan jaminan pelayanan yang 
baik dalam pengurusan IMB ini, karena yang 
kami ra3akan biayanya pengurusannya tidak 
memberatkan, apalagi kami gampang 
menghubungi mereka bila ada yang perlu kami 
tan yak.an. 

Kami rasa aparat Dinas Pekerjaan Umum 
sangat memahami kebutuhan masyarakat 
dalam pelayanan IMB, sikap mereka ramah 
dan penuh perhatian, dan saya lihat mereka 
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Juga tidak membeda-bedakan siapapun yang 
dilayani. 

Iya, yang kami tahu IMB itu adalah Izin 
Mendirikan Bangunan. 

Ya kami sering dengar, apalagi waktu itu ada 
tim terpadu dari Dinas Pekerjaan Umum dan 
Pol. PP yang datang menanyakan IMB rumah 
kami. 

Selama ini memang saya belum pemah ikut 
sosialisasi IMB, hanya sering melihat yang 
dipasang di papan pengumuman yang ada di 
pinggir jalan. 

Sebetulnya masih banyak masyarakat yang 
belum paham tentang IMB ini, jadi menurut 
saya sosialisasi yang dilakukan masih belum 
efektif. 

I 
Jelas sekali IMB ini penting karena bangunan j 
yang kita didirikan sudah memenuhi syarat dan j 

yang tahu bisa menjadi agunan untuk ! 
meminjam uang d bank. ' 

Ya, sementara ini saya masih mengurus IMB 
dan tinggal menunggu sertifikat IMB-nya 
keluar. 

Mungkin masih ada sebagian masyarakat di 
sekitar kami yang belum paham tentang IMB. 

Kami hanya mendengar dari orang yang 
pemah urus IMB dan masih belum jelas tapi 
kami mulai paham setelah kami datang di 
kantor Dinas Pekerjaan Umum karena disana 
kami lansung dijelaskan oleh pegawainya dan 
kami cukup puas. 
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Saya kira kualitas aparat yang melayani kami 

dalam mengurus IMB selama sudah cukup 
baik. 

Saya rasa penampilan fisik kantor sudah cukup 

baik, karena mulai dari luar kantor sudah 

terlihat bersih dan didalamnya terlihat teratur 
dan nyaman, begitu juga dengan penampilan 

petugasnya cukup karena selalu terlihat rapi. 

Kami cukup puas dengan pelayanan petugas 

Dinas Pekerjaan Umum dalam pengurusan 

IMB ini, karena kami langsung dilayani cepat, 
dan bisa dikatakan selama ini kami juga tidak 
banyak bolak-balik selama mengurus IMB ini. 

Dari caranya menerima dan r.ienanyakan 

keperluan kami, saya rasa mereka betul-betul 
melayani masyarakat dengan baik, bahkan 

mereka memberikan informasi rum penjelasan 
secara nnc1 sampai kami paham. Jadi bisa 
dikatakan aparat Dinas Pekerjaan Umum 
cukup tanggap terhadap apa yang di harapkan 
masyarakat. 

Sejak awal saya lihat cara kerja mereka bagus, 
itu yang membuat kami percaya kalau mereka 

betul-betul telah melayani kami dengan baik, 
apalagi rata-rata mereka kami kenal jadi 

sedikitpun kami tidak ragu akan resiko yang 

akan kami hadapi. 

Menurut saya aparat Dinas Pekerjaan Umum 
sangat membantu dan memudahkan kami 
dalam pengurusan IMB, karena aparat bersikap 
sederhana dan ketika kami membutuhkan 
penjelasan dan informasi kami sangat mudah 

menghubungi petugas. 

Ya, IMB itu adalah Izin Mendirikan Bangunan. 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



NO. INF ORMAN 

189 

PERNYATAAN 

Dari pegawai kantor Dinas Pekerjaan Umum 
yang datang di rumah kami. 

Belum pemah ikut sosialisasi IMB. 

Menurut saya belum terlalu efektif , karena 
kita baru tahu sekarang. 

Iya, IMB itu penting sekali untuk bangunan 
rumah supaya diketahuai pemerintah jadi kami 
tidak khawatir lagi kalau ada pemeriksaan dari 
aparat pemerintah. 

Iya, kami sudah masukan permohonan IMB di 
kantor Dinas Pekerjaan Umum katanya tidak 
lama lagi IMB sudah keluar. 

Saya kurang tahu, apakah warga lain disini 
juga sudah paham tentang pentinya IMB itu. 

Kami tidak tahu, jadi kami hanya mengikuti 
petunjuk yang dijelaskan dari pegawai Dinas 

I 

Pekerjaan Umum. I 

Menurut saya kualitas pegawai yang melayani 
IMB ini sudah cukup baik. 

Kami lihat penampilan fisik kantor Dinas 
Pekerjaan Umum ini sudah cukup bagus, mulai 
gedung kantor yang masih baik dan 
halamannya juga bersih dan didalamnya 
terlihat tertata baik begitu pula dengan 
penampilan petugas yang melayani kami 

semua terlihat baik dan ramah. 

Selama mengurus IMB ini kami puas dengan 
pelayanan yang mereka berikan karena mereka 
selalu membantu apa yang kami keluhkan, jadi 
kami tidak terlalu repot bolak-balik. 
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Mereka sangat mengerti apa yang kami 
perlukan dan mereka Juga tidak pemah 
mempersulit kami selama mengurus IMB ini. 

Selama pengurusan IMB ini semuanya kami 
percayakan kepada mereka kerena kami kurang 
paham dan mereka selalu menghubungi kami 
kalau ada yang harus dilengkapi. 

Saya sangat memUJl pelayanan mereka 
lakukan, karena mereka bersikap baik dan 
peduli mereka juga sangat terbuka dalam 
memberikan penjela3an dan infonnasi yang 
kami butuhkan. 

Jelas, IMB adalah Tzin Mendirikan Bangunan. 

Sudah senng dengar karena dim<ma-mana 
kalau mendirikan bangunan harus mcmiliki J 

IMB dulu, apa lagi ada papan inforrnasi yang j 

I sudah dipasang di pinggir jalan. j 

! Selama ini saya belum pema ikm s0sialisasi ! 
IMB. i 

Saya pikir kegiatan sosialisasi IMB ini masih ! 
I 

· harus diefektifkan lagi pelaksanaannya karena 1

1 
masih banyak disekitm saya yang belwn 
paham tentang apa itu IMB, yang mereka tahu 
IMB adalah sertifikat tanah. 

Jelas, IMB ini sangat penting supaya bangunan 
kita yang kita dirikan jelas statusnya dan aman 
karena sudah dilegalkan pemerintah bahkan 
bisa di gunakan sebagai agunan untuk 
mengambil kredit di bank. 

Ya, sudah mengurus IMB dan pelayanan 
mereka cukup memuaskan. 
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Saya rasa, mungkin masih ada masyarakat di 
lingkungan ini yang kurang paham tentang 
manfaat mengurus IMB. 

Sebetulnya kami masih kurang paham betul, 
tapi setelah kami datang ke Kantor Dinas 
Pekerjaan Umum dan mendapat penjelasan 
dari pegawainya sehingga kami masih bisa 
paham dan lancar mengurusnya. 

Ya kualitas pegawai yang bertugas 
memberikan pelayanan IMB ini sudah cukup 
baik. 

Menurut kami penampilan fisi dari Kantor 
Dinas Pekerj~..an lJmum ini jika dilihat dari 
kondisi bangunan gedung kantomya sudah i 

I 
cukup, baik di luar maupun dalam ruangan l 
gedung sudah tertata baik. Kalau untuk I 
penampilan petuga.snya juga saya rasa sudah ,

1

i 

cukup baik dan rapi. 
I 

Pada dasarnya peiayanan yang mereka berikan I 
sudah cukup memuaskan karni, karena yang i 
kami inginkan sebetulnya langsung dilayani . 
cepat jadi kami tidak terlalu la.'Ila menunggu di \

1 

kantor mereka. 

I Sa ya rasa meraka sudah tanggap t erhadap apa 1 

yang diingikan masyarakat untuk mendapatkan I 
pelayanan yang baik dalam mengurus IMB ini. 

Saya rasa mereka sudah memberikan jaminan 
pelayanan yang baik yang diinginkan 
masyarakat dalam pengurusan IMB ini karena 
yang utama adalah kami langsung 
berhubungan dengan pegawai yang 
mengurusnya dan perhitungan biayanya juga 
cukup jelas dan rinci. 
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Saya rasa mereka sudah memberikan perhatian 
yang baik kepada masyarakat dalam 

pengurusan IMB ini, karena selama ini mereka 

cukup terbuka memberikan informasi kepada 

kami dan juga cukup mudah menhubungi 
mereka bila ada yang perlu kami perjelas. 

Ya, IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan. 

Ya, sudah sering dengar dan saya sering lihat 

di pinggir jalan ada papan informasi IMB. 

Selama im belum pemah ikut sosialisasi 
tentang lMB. 

Menurut saya kegiatan sosialisasi IMB harm; 

sering di lakukan karena kalau hanya sekali j 
dua kali saja saya pikir tidak akan efektif juga. 

Paham, IMB itu sangat penting supaya 
bangunan yang kita dirikan statusnya jelas dan 
tidak ilegal. 

Memang sebetubya setiap bangunan yang 
didirikan itu harus memiliki IMB walaupun i 
sampai s~karang bangunan saya ini belum ada ! 
IMB-nya tapi suatu saat akan saya uruskan 

IMB-nya. 

Walaupun bangunan saya ini belum ada IMB
nya tapi saya rasa sudah memenuhi persyaratan 

teknis, karena waktu dibangun saya sudah 
mundurkan jaraknya sekitar 10 meter dari 
pinggir jalan, karena jalan inikan merupakan 

jalur utama. 

Ya, saya tahu IMB itu adalah Izin Mendirikan 

Bangunan. 

Sudah sering dengar dan ada juga saya lihat 
dipasang papan informasi IMB di pinggir jalan. 
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Belum pemah ikut sosialisasi tentang IMB. 

Saya rasa belum terlalu efektif karena jarang 
sekali dilakukan sosialisasi, seharusnya lebih 
senng dilakukan dan Jangan orang-orang 
tertentu saja yang dilibatkan. 

Sebetulnya kami paham, IMB itu penting 
untuk keselamatan bangunan dan penataan 
lingkungan. 

Sebclumnya kami pemah datangi petugas 
Dinas Pekerjaan Umum dan menanyakan IMB 
rumah kami, mereka sempat memberikan 
blanko pengurusan IMB dan menyuruh kami 
segera mengurus IMB namun karena i 

I 

kesibukm1 mengurus usaha jadi sampai j 

sekarang saya belum sempat mengurus IMB. I 

Memang rumah saya belum memiliki IMB, I 
. dah . I tap1 menurut saya su sesua1 persyaratan I 

teknis, karena sisa lahan saya masih luas. I 
Saya tahu, IMB ini adalah Izin Mendirikan i 
Banagunan. 

Sudah s~ring dengar dan pernah juga kami 
disampaikan petuga.; dari Dinas Pekerjaan 
Umum yang mendatangi rumah kami. 

Selama ini belum pemah ikut. 

Jarang sekali kami mendengar ada sosialisasi 
IMB, mungkin karena kami tidak pemah 
dilibatkan. 

Ya, saya paham, IMB itu penting untuk 
penataan bangunan da..11 lingkungan agar ticak 
semrawut. 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



NO. INF ORMAN 

Haladin/ 
21 Anggota Masyarakat 

194 

PERNYATAAN 

Sebelumnya saya pemah mengurus IMB di 
Kantor Dinas Pekerjaan Umum, tapi sampai 
sekarang permohonan IMB saya tidak jelas, 
katanya bangunan saya melanggar aturan garis 
sempadan sehingga tidak dapat proses. 

Terns terang saya tidak tahu kalau bangunan 
saya tidak sesuai dengan persyaratan teknis 
yang ditentukan, karena waktu kami bangun 
kami hanya mengikuti bangunan di sebelah 
kami, memang sudah beberapa kali kami 
disampaikan oleh aparat Dinas Pekerjaan 
U mum katanya bangunan ini karena 
melanggar aturan garis sempadan bangunan. 

Ya IM:B adalah Izin Mendirikan Bangunan. 

Sudah sering dengar dan saya lihat dari papar1 J 

informasi IMB yang d pasang di pinggir jalan. ! 

Belum pemah. I 
Saya rasa kegiatan sosialisasi IMB yang '1 

dilakukan selama ini belum terlalu efektif, 
peraturan IMB inikan masih baru, seharusnya 
lebih sering dilakukan sosialisasi biar 
masyarakat lebih paham. 

Ya, pada dasarnya kami pahami, dengan 
mengurus IMB maka bangunan itu sudah 
diakui keberadaannya oleh pemerintah 
sehingga besok-besok kita tidak akan 
menghadapi banyak masalah bila ada 
penertiban karena statusnya sudah jelas dan 
legal. 

Memang selama nn saya belum pemah 
mengurus IMB. Nantilah suatu saat akan saya 
urus karena sekarang ini masih saya carikan 
tambahan biayanya supaya cukup bayar IMB. 
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Memang jarak bangunan saya terlalu dekat 
dengan jalan, apa boleh buat walaupun tidak 
memenuhi persyaratan teknis saya tetap 
bangun saja karena lahan yang terbatas dan 
selama ini cuma disini yang bagus untuk usaha 
saya, kalaupun besok-besok ada penertiban 
sebagai masyarakat kami hanya berharap 
mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah 
supaya ada ganti ruginya. 

Ya, saya tahu, IMB ini adalah Izin Mendirikan 
Bangunan. 

Sudah sering dengar dan sering saya lihat ada 
baliho-nya yang di pasang di pinggir jalan. 

Belun1 pemaJi. 
I 

Kita ini daerah otonom baru, jadi saya rasa ! 
masih banyak masyarakat yang belum tahu j 

kalau aturan IMB ini sudah diberlakukan, j; 

seharusnya kegiatan sosialisasi ini langsung 
dilaksanankan di seiiap desa atau kelurahan 
Jralau perlu rutin dilaksanakan setiap tahun. 

Y '.l, pada dasarnya kami paham IMB itu 
penting agar bangunan yang kita dirikan 
statusnya jelas dan keberadaannya diakui oleh 
pemerintah. 

Saya belum mengurus IMB, nantilah kalau 
rumah saya ini sudah jadi saya akan mengurus 
IMB, karena anggaran yang saya miliki 
sekarang ini masih ada fokuskan untuk 
menyelesaikan bangunan <lulu. 
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Sebelum mendirikan bangunan ini, saya sudah 
konsultasikan dengan aparat Dinas Pekerjaan 
Umum, jadi saya rasa bangunan saya sudah 
selesai dengan persyaratan teknis ta ta 
bangunan karena dibangun sesuai petunjuk 
yang diarahkan oleh aparat Dinas Pekerjaan 
Um urn. 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



197 

LAMPIRAN3 

PETA LOKASI DAN KONDISI WILAYAH PENELITIAN 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



198 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



id ! i ~ ::>J 

h i 
e,, s. ...... 

i: i z !~ ~~, 
. ~i in~ e 

i<z 

"i.c e e~1 H §~! 
.. 
0 

it ~~I .. I'. .. 
11>• : :!S .. 3 "" .. l Iii z~ ij z:~ " l i i 1 i J :::!zl O .. . .. 

:::> ~~ :ii :Sc .. ... 
I • ;!; Ill~ Q ·~ .., is~ 11 ; ; I j ~i Ji 

:::> a 0 r .. n :I~ I ~ J. ( l ~ i 11.1 3~ I ... ::>• ~r !1 ~ ll i i ~ m• . I I l c~ l ~ Ii Ii 
ic:i c I • 

-/ 
·' 

,/_ ... ·-
,.--' 

i 
i 

I -

\ 
\ 

' ' 
' \, 

199 

~ 
. - ; ,,. ~ ~ t ~oi; 

0 - u~ z . .t~ 
zf~JI 

I hM I 

d { •• -b-1 

;i 
·~H \=-~i ih i 

.. II' 21~11 = -l1 "h t ~ IHI rt::: i! -

f1ji ihf 

- i 

'{ 

' \, __ 
! 

I ___ J \ 
' f ' / · \ 

I ~~~ ) 
, ___ ; t 

...__, 
' -, 

' -, -·-...... ~. ,, 
\ 

·, 
"\ .,, 

" L-·. ,._ .... 

I 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



i -

( 

i I II di 11 

i 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

200 

,-, 
/ \ 

/ _,,.----- ' 
,, I \ 

/ ' \ 
; ''--··1 I 
' ........ _____ ... / 

.. 
···• .... ' 

\ ..... 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



/ 

il - ':...,-
' ' .. 

.. -·---····-·· 

1·-

I· --

"' "'"' / ,,i 

... .. -

..... ·· 
..' 

,,,, · -~· "" ·-· - ·· 
' ' 

..i -

,. I 

... 
·.;- ' .. \. 

, 
' 

/ 
I \ i ...... 
' ;-
( I 

\.. .. ./ 
·1 
L , .... 

,. ______ .,,,) 

' \.. ... ~.::..LU '---) 
I 

-/ 
/-

( 
..) 

~ ( l T 5 A I w u 

/ 
·, 
' ' 

·-\. 
\1 
\ 

\ 
I 

\ 

~ 
~ 

KABUPATEN BUMBA TIMUR 
aA0AN 1111.M:NCANMN n-.ANOUHAH ~H 

( aA~tteDA) 

Jin. ,,,_,., ........ NoA2 hllp, C NI? ) t43H - &n.1• 
'MiMOAPU • 8\MaA TIMUR 

JUDUL PEKEfUMH 

... HCANA Ol!TAll. TATA ..uAlifO I M>T" • 
"aMOTAAM KOTA .....a.A.N 

TAHUNZM9·ftel 

JUOUL Pl!TA 

P .. lKOTMN KOTA wt..9fGA.fl'U 
kABUPAnN 9UMaA TIMUR 

TAHUN 2009 • H 
U!O!!NDA 

_....._~-__ ,_, ............... -... -.. 
-ii-.-~ ... _ .. ,__ ..... _:_ .......... __ 
--~-:---__.. ----·- -·---

LS~~~..._.., 

,... ___ _ 
,_ .. _..__ --·o1.-....... --.... ·--

I;!,,..;;.,·~-... 
-··-· ·-~ n--....... -u-- .. ~ -........ -~ -... --40-ld-~ .. 
I.!!. .. _.__ --., ........... .. -..,.-.. ~ .. -~ . ... _ ... __ 
-~~-_...-

- "--·.. .. -..... . .. ...,,., .... 
~--·--......_ ....... ·-·--·---~~ 
" :r..:e.:i"Ltr ... -....... -... -. n-----· D • •! 

- ~~" 
INSETPl!TA 

-Bl!R Pl!TA I NO, Pl!TA '- -----·-111.-~===~.::..a:.. I llA 
u 

•@T . 
® . . 

kl!RJA SAMA Ol!.NGAN 
~,..,._.,_ -., ,,_..W..ot ........ MMr••be(Ll'JM j 

ft8TITUT TeKNOLOOI HA9te>NA\. MAU.HO 

"'--=t:·.::""~:~:.!t..~-=~~v~~1 N 
0 .... 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



202 

LAMPIRAN 4 

FOTOCOPY ATURAN TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMB 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR 9 TAHUN 2011 

TENT ANG 

BANGUNAN GEDUNG 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

203 

: a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan yang sesuat 
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba 
Timur agar bangunan gedung dapat menjamin 1-eselama~an 
penghuni dan lingkungannya maka harus diselen3garakan 
secara tertib sehingga diwujudkan sesuai dengan fur.gsinya 
serta dipenuhinya persyaratan administrasi dan tekris 
bangunari gedung; 

b. bahwa bangunan gedung dapat terselenggara secara tert;b 
dan terwujud sesuai dengan fungsinya,dlperlu!<an ;:ieran 
serta masyarakat dan upaya pembinaan; 

c. bahwa becdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat { 1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pefaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung menegaskan b;irwa 
Penataan Bangunan Gedung perlu diatur dengan Per:ituran 
Oaerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim2ksud 
dalam ht•:-uf a, huruf b d~n nuru~ c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Bangu:1an Gedung; 

. 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wi!ayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Ba~at dan 
Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 5 T3hun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembarar. Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada 
di Atasnya (lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 
1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2324); 

\, 
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4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 
dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3469): 

5 Undang-Und3ng Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-
1999 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Repubi!k 
Indonesia Nomor 3833); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dar1 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 424 7); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumner 
Daya Air {Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20Qt. ttm•ang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega~a Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarsn 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
P.tas Undc;ng-Unda119 Nomor 32 Tahun 2004 ~entang 
Pemerintahan Caerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembara., 
Neg9ra Republ1k Indonesia Nornor 4436), 

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nol"1or 
132, Tambahar L.embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444 ), 

11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataar. 
Ruang (Lembaran Negara Republik lndor.esia Tahur. 2007 
Nomor 88. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

12 Undang· Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentar.g 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norncr 
140. Tambahan Lembaran Negara Republik lnconesia 
Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nornor 12 Tanun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3838); 
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Menetapkan 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penye!enggaraar, Jasa Kor.struksi (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959); 

16. Peraturan Pemerir.tah Nomor 16 Tahur. 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran.Negara Republ1k Indonesia Nomor 4532): 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentar.g 
Pedoman Pemb1naan dan Pengawasan Penyelengga;aan 
Pemerintahari Oa€rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran 
Negara Republik l:1dor>esia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pem·.:rintah Noma; 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagia'l Urusan Peme1 i11tahan Antc:ra Pemerintah. 
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeiah 
Kab:.;paten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ~007 Norr.o: 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737j; 

20. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tenta:ig 
Tahapan Tata Carn Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanounan Daerah 
(i..ernb3ran 1-.Jegara Republi!< Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lernbaran Negara R.~publik Indonesia 
Nomor 4817); 

21. Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71, Tarnbahar. 
Le1'1baran ~egara Republ1k Indonesia Nomor 4856); 

22. Per aturan Daeran Ka bu paten Surnba Timur Nomor 12 
Tahur. 2010 tentang Rencan3 Ta~R R•Ja!'1g V'Jilayah 
l<at::upaten Surrb;:i Timt.:r Tahun 2008-2028 ( Lembaran 
Daerah K&bupaten Surnba Timur Tahun 2010 Nomor 206, 
Tambahan Lembaran Daerah KabupP.ten Sumba Timur 
Nomor 195); 

Dengan Persetuiuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH t<ASUPATEN SU.\<lBA TIMUR 
can 

SUPATI SlJMBA TIMUR 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 
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SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang d1maksud dengan 

Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur 
Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 
Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Peker1aan Umum Kabupaten Sumba Timur 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PekerJaan Umum Kabupaten Sumba Timur 
Bangunan adalah: 

206 

a setiap susunan yang tertetak pada tanah atau berturnpu pada batuan batu 
landasan, diatas air dengan susunan yang mana terbentuk suatu ruangan yang 
terbatas seluruhnya atau sGbagiannya; 

b. suatu peralasan; 
c. suatu peralatan persediaan air bersih dan/atau gas, tidak te~masuk suatu 

sambungan pada jaringan saluran air minum darilatc.u jaringan gas; 
d. suatu turap, penahan tanah, jembatan, pasangan dinding dari sesuatu saluran 

atau sesuatu konstruKsi semacam itu " dan 
e. i::ap:m-papan reklame, aiat-alat reklame. bangunan menara ( tower ) tiang · 

t!ang antena. 
Bangunan Gedung adalah wujud fis1k hasil pekerjaan konstruksi yang meryatu 
dan/atau dengan ternpat kedudukannya, SE:bagian atau seluruhnya berada di 
atasiatau di dalam tanah dan/atau air, yang beiungsi sebagai tempat mam.:sia 
me\akukan kegiatannya, baik untuk hunian atau t3mpat tinggal, kegiatar. 
kea;iamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khL:sus. 

:.. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau da•i segi kC1nstruksi dan umur 
bangunan dinyatakan febih dari 15 (lima belas) tahun. 
Bangunan semi Permanen adalah bangunE>rl yang d1tinjau dari segi konstruksi dan 
umur bangunan din1atakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima be!as) 
tahun. 

•J. Sangi.man Sementara/darura! adaiah bangunan yang ditir1jau dari segi konstruk.s: 
dar umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun. 

'. 1. Kavling/peka•angan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangao; 
Pemerin!ah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. 
Mendirikan l..Jangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau 
~i;bagian baik membangun bangunan baru ma1Jpun menambah, men.Jbah. 
merehabilitr:isi dan/atau memperbaik' oangunan yeng ada, termasuk pekerjaan 
menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaa:1 
mengadakan bangunan tersebut. 

13. Merobohkan bangunan adalah pekerjac.n meniadakan sebegian atau seluruh 
bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi. 

'·~ Sempaelan adalah batas antara kavlin3/pekarangan yang boleh dibangun dan 
yang tidaK boleh dibangun. 

15. Garis ssmpadan adaiat'1 garis halaman pakarangan perumahcin yang ditarik seja1ar 
dengan as jalan, tepi sungai. atau as pagar dan merup?:kan batas antara 
kavling/pekarangan yang boleh d1bangun dan yang tidak boieh dibangun. 

16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disinJkat KDB adalah bilangan pokok 
atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan 

17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adaleh bifangan pokok 
atas perbandingan antara lu~s total lantai bangunan dengan !uas 
kavling/pekarangan. 
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Koefisien Oaerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah bilangan ookok: 
atas perbandingan antara luas daerah h1JaU dengan luas kavling/pekarangan 
Tinggi Bangunan adalah 1arak yang d1ukur dari permukaan tanah dimanc; 
bangunan tersebut didirikan, sarnpai dengan puncak dari bangunan. 
lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang 
diberikan dalam mendirikan/mengubah bangunan. 
Permohonan lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat PIMB adalah 
surat permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan IMB. 
Sertifikat Layak Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah surat yang 
diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati yang menerangkan 
bahwa bangunan dimaksud sudah d1penksa dan telah me;-nenuhi syarat 
administrasi dan tertulis. 

BAB II 
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 

Pasal2 

i ·,: F un3si bangunan gecung, diGolongkan dalam fungsi hunian. keagamaan, usaha. 
sosial dan budaya, serta fungsi kr1usus 
Bangunan gedung fungsi t-iunian sebaga1mana dimaksud pada ayat ( 1) met1puti 
b2ngunan untuk rumah tingg;:ii tunggal, "umah tinggal deret. ~umah tir:ggal susun, 
dan rumah tinggal sementara . 

. 3 Bangunan gedung fur.gsi ke2gam:ian sBbagaimana dimak sud pad a ayat \ -, ) 
meliputi gernja. masjid, pura. wihara dan k!eriteng 

• .~ l Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melipu:i 
bc.ngunan gedung untuk perkantoran. perdagangan. p8rindustrian, perhotelan. 
wisata dan rekreasi, terminal. dan penyimpanan 

:, 1 Bangunan gedur.g fungsi sosial dan budaya sebaga1mana dimaksud pada ayat (I) 
rneliputi banguna11 gedung untuk pendidikan, kebudayaan. pelayana11 kesehatan. 
laboratorium dan pela~·anan umum. 

. 0.-,1 Bangun2n gedung fungsi khusus S(}bagaimana dimaksud pada ayat. ( 1) meLputi 
bangunan gedung untuk reaktor nuklir. instalasi pertahar.an dan keamanan. can 
bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri. 

· . .' Satu bangunan gedung dapat mernilik: ieb1h dari satu fungs!. 
~ 1 Fungsi cangu11an gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai 

dengan peruntukan lokasi yar~g d;;::;tur dalam Peraturan Daer-ah tentan;;; Rencana 
Tata Ruang Wiiayah KC?bupaien 

·:; 1 Fungsi bangunan gedung sebagaimana d1maksud pada SY3t (1) ditetapkan ote:-i 
Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan. 

( 10) Perubahan fungsl bangunan gedun~ yang telah ditetapkan sebagimana dimaksud 
pada ayat (9) harus mendapoi! persetujuan da;"l penetapan kembali oleh 
Pemerintah Daerah. 

Pasal3 

I: , Menurut fungsinya, bangunan gedung diklasiflkasikan sebagai berikut : 
a. bangunan rumah tinggal dan sejenisnya: 
b. bangunan keagamaan;., 
c. bangunan perdagangan dan jasa, 
d. bangunan industri; 
e. bangunan pergudangan; 
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f. bangunan perkantoran; 
g bangunan transportasi: 
h. bangunan pelayanan umurn; dan 

bangunan khusus. 

Menurut umurnya, bangunan gedung d1klas1fikasikan sebagai berikut . 
a. bangunan permanen: 
b. bangunan semi permanen; dan 
c bangunan sementara. 
Menurut wilayahnya, bangunan gedung diklas1fikasikan sebagai berikut : 
a. bangunan di kota klasifikasi I. 

b. bangunan di kota klasifikas1 II 
c. bangunan di kota klasifikas1 Ill. 
d. bangunan di kawasan khusus; dan 
e. bangunan di pedesaan. 
Menurut lokasinya, bangunan gedung diklasifikasikan sebagai berikut : 
a. bangunan di tepi jalan utama: 
b. bangunan di tepi jalan arteri: 
c. bangunan di tepi jalan kolektor. 
d. bangunan ai te;:>i jalan antar lingkungan (lokal): 
e. oangunan di tepi ja1an lingkungan: 
f bangunar di tepi jalan desa, dan 
g. bangunan di tepi jalan setapak. 
Menurut ketinggiannya, bangunan gedung diklasifikasiKan sebagai berikut : 
a. bangunan bertingkat rendah ( satu s/d '.:iua lantai), 
b. bangunan bertingkat sedang ( t1ga s/d lima !c::ntai); dan 
c. bangunan bertingkat tinggi ( enam lanta1 ke atas): 
Menurut luasnya, bangunan gedung diklas1f:kasika;1 sebagai barikut : 
a. bangunnn dengan luas '<urang ciari 1 oc :n 2

: 

b. be.ngi.;nan dengan luas 100 - SOO m2
: 

c bangunan dengan luas 500 - 1 OCO m2
: dan 

d. bangunan dengan luas diatas 1000 m2
. 

Menurut statusnya, bangunan ge.dung diki~sif:kasikan sebagai berikut : 
a. l:langunan µ':!merintah; can 
b. bangunon swastti. 

BAB Ill 
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG 

Baglan Kesatu 
Um um 

Pasal4 

(:) Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan/atau 
dibongkar sesuai persyaratan bangunan gedung yang diatur dalam Ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi agar 
bangunan dapat dlmanfaatkan sesuai dengan fungsi yang dltetapkan. 
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Setiap bangunan gedung harus memenuh1 persyaratan teknis, baik persyaratan 
tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan gedung, agar bangunaG 
gedung layak fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya. 
Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi. klasifikasi, esteti.'<a 
dan tingkat permanensi bangunan gedung 

Bagian Kedua 
Persyaratan Administrasi 

Pasal 5 

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai yang 
diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu : 
a. Status hak atas tanah, dan/atau 1z1n oemanfaatan dari pemegang hak atas 

tanah; 
b. Status kepemilikan bangunan gedung: dan 
c. IMS; 
Set1ap orang atau badan hukum dapat memll1ki bangunan gedung atau bag1an 
bangunan gedung. 

'.: Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan 
teri:!b pembangunan dan pemanfc,at::in 

.Status hak atas tanah sebagairnani:l d1makSLld C'31&m Pasal 5 ayat (1) huruf £l,. 

adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam ben~uk sertifikat sebagai 
bukti penguasaan/kepemilikan tanah seperti hak milik. HGB, HGU, HPL. dan hak 
pakai, ata:.i status hak atas tanah lainnya yang berupa girik, akta jual beli, dan 
akta/bukti ke-;:lemilikan lainnya. 
lzin pernanfaatan dari pernegang hak atas tanah sebagaimana dimaksuc dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf a, pada prinsipnya merupakan persetl .. juan yang dinyatakar, 
dalam perjanjian tertulis anta;a pemegang hak atas tanah atau pamilik tanah dan 
t)emilik bangunan 9edung. 

Pasal7 

StatLis kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat. 
(1) huruf b, merupakan surat keterangan bukti kepemilikan bergunan gedung yal"\g 
dikeluarkan oleh Per.ierintah 03erah berdasarkan hasil kegiatan pendataan 
bangunan gedung. 

(21 Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakuk~n pada saat proses 
perizinan mendirikan bangunan gedung, yang dimaksudkan untuk kepertuan tertib 
pernbangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, rnernberikan kepastian hukum 
tentang c;tatus kepemilikan bangunan gedung, dan sister.1 informasi. 

(:~ / Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari azas 
pernisahan horisontal, selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat 
keterangan kepemilikan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah. 

(4) Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan ge:dung, pemilik yang 
baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. 
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Pasal8 

1,. • !MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah surat bukti dari 

:,1 

(4) 

Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan 
yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah 
IMB dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan 
bangunan gedung, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan 
lingkungan serta tertib pembangunan 
Setiap orang dan/atau badan hukum sebelum mendirikan bangunan gedung 
diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan IMB 

Bagian Ketiga 
Persyaratan Tata Bangunan 

Paragraf 1 
Peruntukan dan /ntensitas Bangunan 

F'asal 9 

Pembangunan dan pernanfaatan ba:igunan gedung harus sesuai dengan 
perul"\tukan lokasi yang diatur dalam : 
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur; 
b. Rencana Rirci Tata Ruang Kota Waingapu; dan 
c. Rencana Tata bangunan dar Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan. 
Peruntuka.n lokasi sebagaimana dim:o.ksud pada ayat (1) mer...ipakan peruntukan 
utama, sedangkan apabi!a pada bangunan tersebut terdapat perun~ukan 
penunjang agar berkonsultc.si oengan instansi terkait. 
Setiap pihak yang memerlul\an informasi tentang penrr.tukan lokasi atau ketemuan 
tata bangunan dan lingkurgan iainnya. dapat memperolehnya pada instans: 
teknis. 
Untuk pernbangunan di atas jalcn umum. saluran dan/atau sarana lain, atau yang 
melintasi sarana dan prasarana iaringan kc.ta. dibawah dan/atau di atas air, atau 
pada daerat-. hantarar. udara ( :ransmisi) tegangan tin~g1, harus mendapat 
persetujuan dari Bupati 

Pasal 1C 

Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuh: 
kepadatan bangunan yang dlatur dalam KDB sesuai yang ditet&pkan untuk lokas! 
yang bersangkutan. 
KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diter1tukan atas dasar kepentingan 
petestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah d~n pencegahan terhadap 
bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungs1 periJntukan, fungsi bangunan. 
keselamatan dan kenyamanan bangl!nan 
Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ), disesuaikan 
dengan Rencana Tata Ruang Kata atau yang diatur dalam Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang memilikinya atau sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan !ain, ditentukan berdasarkan KOB 
paling kurang 60 %. 
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I Pasal 11 

KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air 
permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan 
ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan 
bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum. 
Ketentuan besarnya KLB sebaga1mana d:maksud pada ayat ( 1) disesua1kan 
dengan Rencana Tata Ruang Kota atau sesuai dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan 

Pasal 12 

KOH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan dan resapan aic 
permukaan tanah. 
KOH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dises·JaiKan dengan Hencana Tata 
Ruang Kota ata 1J ses.uai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
Setiap bangunan umum apabi!a tidak ditentukan lain, ditentukan berdasarkan KOH 
oaling kurang 30 %. 

Pasal 13 

Ketinggiari Banguni:in ditentukc:n sesuai Rencana Tata Ruang 'Nilayah. 
Cntuk ma~iilg - rnasing lokas1 yang beium dibuat tata ruangnya, ketinggian paling 
tir.ggi bangunan ditetapkan oleh Bupati 
V.etingg1an bai1gunan de;t;it paling tir.gg: 4 ( em oat ) lantai dan selebihriya r1arL. s 
oerjarak dengan persil tetangga 

Pasal 14 

Garis Semp~dan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as ja!an ( rencana 
jalan ) tepi sungai atau tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan atau 
;encana jalan atau !ebar sungai dan kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan 
kavling/kawasan. 
Letak garis sempadan pondasi bangLnan teriuar sebagairrana :::lima-1.sud pada 
ayat (1) adalah s~paruh lebar d&erah mil1k ;alar ( Darnija ) ciihitung dar; :ep1 ;a'an 
atau pagar. 

1 ~ L.etak garis sempadan pondasi bar.gunan terluar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1),untuk daerah pantai, bilamana tidak ditent~kan lain adalah 100 ( seratus) 
meter dari garis pasang :ertinggi paca pantai yang bersangkutan. 

, .. . Untuk lebar jalan atau sungai yang kurang dari 5 ( lima ) meter, letak garis 
sempadan adaiah 2,5 ( dua selengah ) meter dihitung dari tepi ja!an at~u pagar 

t:::. L.etak garis sempadan pondasi bangunan 'HIL:ar pada bagian samping yar.g 
berbatasan dengan tetangga adalah paiirg kurang 2 ( dua ) meter dari betas 
kavling, ata1,; atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan 

1::' Garis terluar suatu tritisan atau over steck yang menghadap kearah tetangga, 
tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga. 
Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berimpit d~ngan garis sempadan 
pagar, cucuran atap suatu tritisan atau over steck harus diberi ta!ang dan pipa 
talang harus disalurkan sampa1 ketanah. 

(3; Penempatan lubang anginNentilasi/Jendela pada dinding yang berbat3san 
langsung dengan tetangga tidak diperbolehkan 
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/(_.,, Garis sernpadan untuk bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah 
paling tinggi berimpit dengan garis sempadan pagar, dan tidak diperbolehkan 
melewati batas pekarangan. 

Pasal 15 

Garis Sempadan untuk bangunan gedung yang dibangun ditepi pantai adalah 
sebesar 100 ( seratus ) meter dari garis pasar:g tertinggi untuk bangunan gedung 
ditepi pantai, dan 50 ( lima puluh ) meter untuk bangunan gedung ditepi danau 
atau sungai. 
Besamya garis sempadan pantai, canau atau sungai diluar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oitetapkan oleh Bupati. 

Pasal 16 

Jarak antara masa atau blok bangunan satu lantai yang satu dengan yang la1r::1:ra 
dc:lam satu kavling paling kurang adalah 4 ( empat ) meter. 
Setiap bangunan umum harus memi)unyai 1arak masa atau biok bangunan den~:an 
bangunan sekitamya paling kurang 6 ( enam ) meter dan 3 ( tiga ) meter dengan 
batas kavling. 
Ui1tuk bangunan l:.iertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara masa/blok 
bangunan yang satu dengar.·yang :ainnya ditar.:bah 0,5 ( setengah) meter. 
Ketentuan lebih rinci tentang jarak antar bangunan gedung mengikuti ketentuan 
dalam standar tekr.is. 

Paragraf 2 
Arsitek Bangunan Gedung 

Pasal 17 

P&rsyaratan arsitektur bangunan gedur.g :neliputi pe;syaratan penampilan 
bangunan gedung, tata ruang dalam, kese·1mbangan. keserasian, dan keselarasa;1 
bangunan gedung dengan 1;ngkurgannya, serta pertimbangan adanJa 
keseimbangan antara nilai - n1l?i sosia! budaya setempat ~erhadap per:e:apa:" 
berbagai perkembangan arsitektur dan re":ayasa 

i ,, Persyaratan i;.enampilan bangunan gedung sebagF:timana dimaksud pad a ayat (ii 
harus memperhatikan bantuk dan karakteristik arsltektur dan llngkungan yang &da 
disekitamya. 

13; Persyaratan tata ruano dalam bangunan gedung sebagaimana dimsksud pada 
ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan 
keandalan bangunan gedung. 

\.:.. Persyarate<n keseimbangan. keserasian. dan keseiarasan bangur.an gedung 
dengan lingkungannya se!::agaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
:nempertimbangkan terciptanya ;uang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau 
yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan:-iya. 

Pasal 13 

I, 1, Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas. 

:o 
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(2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mergganggu 
atau menimbulkan gangguan keamanan, kese!amatan umum. keseimbangan a:au 
pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan 

:3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun atac: 
berada di atas sungai, saluran, selokan atau parit pengairan 

r4) Khusus untuk daerah - daerah tertentu. yang mempunya1 sungai dengan leoar 
>50 meter. pembangunan bangunan di atas sungai dimungkinkan dengan stri.;ktu~ 
bangunan khusus dan harus mendapat persetujuan dan Bupat1 setelah 
mendapatkan masukan para ahi1 dengan tetap mempert1mbangkan : c:a:.
mengganggu fungsi sungai dan merusak l1ngkungan. 

( 1) 

(2) 

(3r 

(4) 

Paragraf 3 
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan 

Pasal19 
Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bag1 
bangunan gedung yang dapat menimbuil<an dampak penting terhadap lingkungan 
Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan IMB, yang mempunya1 Jenis 
Usaha atau Kegiatan Bangunan arealnya sama atau lebih besar dari 5 ( lima ) 
hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan analisa mengenai dampak 
lingkungan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undar.gan. 
Untuk kawasan industri, perhotelan, perurnahan real-estate, pariwisata, gedung 
bertingkat ~1ang mempunyai ketinggian 60 meter atau iel:>ih, pelabuhan, diwajibkan 
Lntuk melengf,:;ipi persyaratan analisa mengenai dampak Jingkungan. 
Pelaksanaan dan Pengawasan ternadap analisa mengenai darnpak !ingi<ungan 
ditangani oleh instansi terkait. 

Paragrai 4 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

Pasal2C 
:1) Persyarata:i t2ta bangunan dan lingkungan untuk suatu kawasan disusu•1 dar 

ditetapkan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan. 
r2) Rencana tata bangunan dan tingkungan ditinjau kernbali setiap 5 ( lirna ) tahun 
,,3) Rencana tata bar:gu11an dan lingkungan d!gunakan untuk pengenda:'3r, 

pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan 

Bagi:rn Keempat 
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung 

Para9raf 1 
um um 

Pasal21 
F-'ersyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(3) meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. 

Paragraf 2 
Persyaratan Keselamatan 

Pasal22 

( 1) Setiap bangunan harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan 
dan kestabilan dari segi struktur. 
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12) Standar teknik yang harLs dipaka1 ialah standar teknik yang berlaku d1 Indonesia 
yang meliputi Standar Nasional Indonesia tentang tata cara, Spesifikasi dan 
Metode Uji yang berkaitan dengan bangunan gedung. 

·3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban 
sendiri, beban yang dipikul, beban angin dan getaran dan gaya gempa sesua! 
dengan peraturan pembebanan 

4 J Setiap bangunan dan bag1an konstruksinya yang dinyatakan mempunyai t:ngkat 
gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstrLks 
yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis 

.5) Setiap bangunan bertingkat dalam pengajuan penzinan mendirikan bangunan 
harus menyertakan perhitungan struktur sesuai dengan pedoman dan standar 
teknis. 

:s) lnstansi terkait mempunyai kewaJiban dan kewenangan untuk memenksa 
konstruksi bangunan yang dibangun atau akan dibangun bciik dalam rancangan 
bangunannya maupun pada masa pelaksanaan bangunannya. 

Pasal 23 

( 1) Setiap bangunan gedung untuk kepenting2n umum, harus mempcnyai sis le:';! 
pengainanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem pro,e:<:si pasif maupun 
sistem proteksi aktif. 

12) Pemer.uhan persya;atan pengamanan terhadap bahaya kebakaran rreng1kut1 
ketentuan dalam pedoman dan s,andar teknis yaitu Standar Nasional lndones;,a 
SKBI. 

Pasal24 

( 1) Penggunaan bahan bangunan mengg1Jnakan bahan ban9unan produksi de!am 
negeri/setempat. 

;2) Penggunaan bahan b;;ingunan haws dipertimbangkan keawetannya dan 
kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya. 

:3; Bahan t:angunan yang dipergunakan harus mernenuh; syarat-syarat tek:iik sesuai 
dengan fungsinya, sepe:1i y'.rng oipers1aratkan da!am Standar Nasional Indonesia 

,4) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (>) "ia~us 

mendapat persetujuan dari Bupati 

Paragraf 3 
Persyaratan Kesehatan 

Pasal 25 
~ersyaratan f'.eseh3tan bangunan gedung s~bagaim::1na dirr.aksud C:alam Pasal 24 ayat 
2) meiiputi persyeratan s;stem penghawaan. pencahayaan. sanitasi dan penggunaan 

'cahari bangunan gedung 

Pasal26 

; 1) Sistem penghawaan sebagaimana d1maksud dalam Pasal 25 merupakan 
kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada bangunan 
gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan. 
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(2) Bangunan gedung tempat tinggal pe1ayanan kesehatan, pend;dikar ;:;arc 
bangunan pelayanan umum lainnya ~1arus mempunya1 bukaan untuk ·;en~1iaS' 
ala mi. 

(3i Ketentuan mengena1 s1stem penghawaan sebagaimana d1maksud pada ayat :: ) 
dan ayat (2) diatur lebih /anJut dengan Peraturan Bupati 

Pasal 27 

11) Sistem pencahayaan sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 25 merupakan 
kebutuhan pencahayaan yang harus disediakan pada bangunan gedung meiaiu1 
pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan 
darurat. 

(2) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan dan 
bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan 
alami. 

(3) Ketentuan mengenai sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

Pasal28 

( 1) Si stem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan kebutunan 
sanitasi yang harus disediakan di da!am dan di luar bangunan gedung urituk 
mE:menuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor d<'lri/atau 31r :1r.i'.:lah. 
kotoran d&n sarnpah serta penyalu1 an air hu1an 

(2.) Sistem san1tasi pada bangunan gedung dan lingkungan:iya harus d1oasanq 
sehingga rnudah dalam pengooerasian dan pernelihar3arin;a :;cak 
membahayakan serta tidak mengganggu lingkL:ngan. 

(3) Ketentuc::n rnengenai sistem sanitasi sebagaimana dimaksuo pada ayat ( 1) dan 
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 29 

1 \ Penggunaan bar,an bangunan gedurig sebaga1mana dimaksud dalarn Pasa1 25 
harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidal.; menirnt·u~kan 
dampak negatif teihadap lingkungan. 

(2) Ketentuan niengenai penggunaan bahan bangunan gedung sebagairrana 
dirnaksud pada ayat (I) diatur lebih ianjut dengan F'eraturan Bupati. 

Paragraf 4 
Persyaratan Kemudahan!Aksesibilltas 

Pasal30 

{ 1) Persyaratan kernudahan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 21 meliput1 
kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan 
prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. 

\2) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang 
mudah, arnan dan nyarnan termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 
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3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasil1tas yang 
cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat 
sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. 

Pasal 31 

Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan keharusan bangunan 
gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang. 
Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan kondor 
disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung. 
Ketentuan mengena1 kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalar:; 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikut• 
ketentuan daiam standar teknis 

Pasal 32 

: ! Kemudahan hubung2n vert1kai daicirr bangunan gedu:-ig termasuk sarana 
transportasi vertikal sebagaimana dirr.aksud dal2rn Pasal 30 ayat (2) berupa 
penyediaan tangga. ram, dan sejenisr.ya sert;, lift d<in/atC!:.i tangga berja1an da'a"' 
oangunan gedung. 

::) Bangunsr. geaunr, ya rig ~ertingkat r1arus rrienyed1aJ.'.an tangga yar g 
menghubungkan Jantai yang satu dengar. yang lainnya dengar, 
mernpertirnbangkan kemt..dahan, keailanar.. kcselamatan, dan keser,atar: 
pengguna . 

. l Bangunan gedung untuk parkir harus rner.yediakan ram dengan kemiringan 
tertentu dan/atc.u sarana akses vertikal lainny-a dengan mempertimbs'"'lgkan 
kemudahan dan keamane>n pengguna sesuai dengan standar teknis yang ber1eku. 

•) Bangunan gedung dengan jum:ah lantD1 iebih da1 i 5 (lima) harus dilengkaf:1 
dengar. sarana trar.sportasi vertik&I ( lift ) yang dipasang sesuai der,gan kebutuhan 
dan iungsi bangunan gedung. 

~ l K€tentuan mengenai kemt.idahar: hubungan vertikal dalam bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pc:da ayat ( 1). ayat (2). ayat (3), dan ayat (4) mengikuti 
k~tentuan dalam standar teknis. 

Pasaf 33 

AkseE: evakuasi dalam keadaan darurat seb2gaimena dimak$ud aalam Pc:isai 3G 
ayat (2) harus di sediakan di dalam bangunan gedung melit'ut1 sistem peringa:an 
bahaya bagi pengguna, pinru keluar carurat. dan jalur evak~asi apabila terJad1 
bencana kebakaran dan/atau bencana la1r.nya, kecuali rumah tinggal. 

:..j Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dapat 
dicapai dengsn mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas. 

~J Ketentuan merigenai penyediaan akses evakuasi sebagaiman'a dimaksud pada 
ayat (1) d~n cyat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis 

Pasal34 

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bag1 penyandang cacat dan lanjut usia 
sebegeimana dimaksud dalam Pasal 30 ~yat (2) merupakan keharusan bagi 
semua bengunan gedung, kecuali rumah tinggal. 
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(2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanJUl usia sebagaimana dimaksud pada 
C:lyat ( 1 ). termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya ja/afT' 
bangunan gedung dan lingkungann}'a 

· 3) Ketentuan mengenai penyediaa,-, akses1::i1l1tas bag1 penyandang cacat oail :anJc..\ 
us1a sebagaimana dimaksud pada ayat \"; dan ayat (2) mengikuti ketentuan oaiar:1 
standar teknis. 

Pasal35 

1.1) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 30 ayat 
(3) merupakan keharusan bag1 semua bangunan gedung untuk kepentingar: 
um um. 

1,2) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1 l harus 
memadai sesuai dengan fungsi bangun2n tersebut. 

i')) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (i \ 
meliputi: 
a. sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran; 
b. tempat parkir; 
c. sarana transportasi vertika!; 
d. sarana tata udara; 
e. fasi1itas penyandang cacat; dan 
f. sarana periyelamatar1. 

Bagian Kelima 
Persyaratan Kenyamanan dalam Bangunan 

Pasal 36 

',) Setiap bangunan yang dibangun cJapat rr:empert1mbangkan faktor kenyamanan 
bagi pengguna/penghuni yang berada d1 dalarn dan di se~itar bar.gunan. 

;·, Dalarn merencanakan kenyarrianan dalam bangunan gedung riar:...is 
memperhatikan : 
a kenyamanan ruar.g gerak; 
b. kenyam .. m~n hubungan antar ruanq 
c kenyamanan kondisi udar&. 
d. kenyarianan pandangan; dan 
e. kenyamanan terhadap kebisingan <ian getaran. 

::_i Ketentuan perencanaan, pelaksanaan. operasi dan pemeliharaan kenyarnana:« 
daiam bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis 

") 
'.-1 

Pasal 37 

Psrsyaratan kenyamanan bungunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36 ayat (2) meliputi kenyamanan ruang gerak d.:.n hubungan antar ruang, kondisi 
udara d~!am ruang, pandangan serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. 
Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tc:ta letal<. ruang yang 
memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan 
Kenyamanan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
merupakan tingkat kenyamenan yang di~eroleh dari tata letak ruang dan sirkulasi 
antar ruang dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya fungsi bangunan 
gedung. 
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(4) Kenyamanan kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud pzjei ayat r·, 
merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dan temperatur dan kelembaban 
d1 dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung. 

i'51 Kenyamanan pandangan sebaga1mana d1maksud pada ayat (:) merupakar 
kondisi dimana hak pribadi orang dalam rnelaksanakan !<egiatan di dalafTI 
bangunan gedungnya tidak terganggu dari bangunan gedung lain di sekitarnya 

(6) Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang 
tidak rnengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggagu oleh 
getaran dan/atau kebisingan yang timbul baik dari dalam bangunan gedung 
maupun lingkungannya. 

'1; Kstentuan mengenai kenyamanan ruang gerak. tata hubungan antar ruang, tingkat 
kondisi udara dalam ruangan pandangan. serta tingkat getaran dan kebis1ngar: 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). aya1 (3). ayat (4). ayat (5) dan ayat (6) 
diatur lebih lanjut dengan Perat'Jran Bupati 

BAB IV 
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Kesatu 
Um urn 

Pasal38 

1) Penyelenggaraan bangunan gedung metiputi kegiatan perntangunan. 
pemanfataan, pelestarian dan pernbongkaran 

2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana cimaksud oada ayat (1/ 
penyelenggara berkewajiban memenuhi persvaracan ~e.nyelenggaraan bangunan 
gedung. 

3) Penyelenggara bangunan gedung terdin atas pemilik bangunan gAdung, penyed.i:l 
jasa konstruksi dan pengguna bangunari gedL;ng. 

,.:) Pemilik bangunan gedung yang be\um dapat memenuhi persyaratan sebageimana 
dimaksud pada ayat (2), tetap harus rnemenuh• ketent:.ian tersebut secara 
bertahap. 

Bagian Kedua 
Pembangunan 

Pasal 39 

Pembangunan bangunan ged..ing diselenggarakan melalui tanapan perencanaan 
d2n perlaksanaan bese:1a pengawasannya. 
Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendin 
maupun ditanah pihak lain dengan berdasa:kan perjanjian tertulis antara pem1lik 
tanah dan pemilik bangunan gedung 
Pembangunan bangunan gedung dapat di;aksanakan setelah rencana teknis 
bangunan gedung disetujui oleh pemerintah daerah dalarn bentuk IMB kecuali 
bangunan gedung fungsi khusus. 
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Pasal40 

1. 1;: Perencanaan ban gun an rumah trnggai satu iantai dengan luas kurang dan 1 CG m2 

dapat dilakukan oleh orang yang ahlr atau berpengalaman sedangkan bangunar 
yang dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapatkan 
surat izin bekerja oleh Bupati 

(2) Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai atau bangunan urnum. atau 
bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat 
kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan. 

(3) Perencana bertanggungjawab bahwa bangunan yang direncanakan te1an 
mernenuhi persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

( 4 J Perencanaan bangunan terdin atas 
a. perencanaan arsitektur: 
b. perencanaan konstruksi; 
c. perencanaan utilitas;yang disertai dengan rencana kerJa dan syarat - syarat 

pekerjaan 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak 

berlaku bagi perencanaan : 
a. 'Jangunan yang sifatnya sementara dengan syarat cahwa luas dan tirgginva 

tidak ber.entangan dengan ketentuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan 
Umurn; 

b. pekerjaan pemeliharaan/perbaikan oangunan, an!ara lain 
1. memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstru~s1 dar. luas 

!antai bangunan; 
2. pekerjaan memplcster. memperbaiki retar. bang·Jnan dan mernperba1~.~ 

lapis tantai bangunan; 
3. mernperbaiki penutup atap t2npa rnengubah konstruksiilya, 
4. memperbaiki lobang ccihaya/udara t1dak lebih dan 1 rnt: 

5. membuat pern',sah haiaman tanpa Konstruksi;dan/atau 
6. memperbaiki lang!t-langit tarpa mengubah jari,1gan iainnyci. 

:J) Pengesahan rencana teknis banQunan gedung untuk kepentingan UIT'u11 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sete:ah rnendapat ~ertimbangan teknis dar1 
Tim ahti. 

-) Pengesahar. rencana teknis barigunan gedung fungsi khusus ditet.'lokan oieh 
Pemerintah Oc.erah seteiah mendapat pertimbangan teknis dari Tim ahli 

.: J Keanggotaan tim ahli bangunan gedu:ig sebaga1rr,ana dimaksud pada ayat (6) da'"l 
ayat (7) bersifat ad hoc terdiri dari para ahl1 ya,19 diperlukan sesuai dengan 
kompleksitas bangunan gedung 

Pasal41 

. J Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan 
oleh pelaksana perorangan yang ahli. 

, .:: , Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 1000 m2 atau 
bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh 
pelaksana badan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 
Pemanfaatan 

Pasal42 

220 

( 1) Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan 
gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan 
layak fungsi dan persyaratan teknis 

i2.1 Pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan 
gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan !ayak fungsi 

Bagian Keempat 
Pelestarian 

Pasal43 

1 i" Bangunan gedung dan lingkung::m y::ing ditera;_)kan seba~ai cagar bL:::iaya ~esua1 
derigan ketentuan peraturan ;:,erundang-undangan harus dilindung. can 
dilestarikan. 

i2; Penetapan bangtman geaung dan lirg~.ungannya yang dili;-idungi dan dilesta:ikan 
sebagc.imana dimaksud pada ayat ( 1 l d1lakuk3n o1eh Pemerintah Daerah dan/atau 
Pemerintah dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan 

(3) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran periindL:ngan serta perndiharaar aras 
bangunan gedung dan lingl<ungonnya sebagaimana :Jimal<sud pada aye:~ i:; 
han/z Japat dilakukan sepanjang ticc.1<: mengu':>ah nila1 dan /atau karakter caga~ 
budaya yang dikandungn:,·a. 

(4) Perba1kan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan g.:dung dan iingkungan cagar 
budaya yang d11akukan m~r.yalahi ketentuan fungsi dan /atau karakter cager 
budaya,harus dikembalikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -
undangan. 

(5) Ketentuan mangenai perlindungari dan pelestarian sebaga;mana dimaksud pada 
ayat ('1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pem•..Jgara11. 
pemanfaatan mergikuti ketentuan pedoman teknis dan stardarisasi na5ional. 

Bagian Kelima 
Pembongkaran 

Pasal44 

(1) Bar.gun;y1 gedung dapat dibongkar apab1:a 
a. tidak lail< fungsi dan tidak dapat diperbaiki; 
b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan /atau 

lingkungannya ;dan 
c. tidak memilil<I lMB. 

(2) Bangunan gedung yang dapat d1bongKar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a dan huruf b. ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil 
pengl<ajian teknis. 

(3) Pengkajian teknis bangunan gedung sabagaimana dimaksud pada ayat (2), 
l<ecuali untuk rumah tingggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya 
menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung. 
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,, 4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak !uas terhadap 
keselamatan umum dan 11ngkungan harus drlaksanakan berdasarkan renca:-,a 
teknis pembongkaran yang telah disetuJui oleh Bupati atau pe1abat yarg 
d1tunjuknya . 

. 5) Ketentuan mengenai tata cara pe:nbongkaran bangunan gedung meng1i<,ut1 
ketentuan pedoman teknis dan standansasr nasional. 

BAB V 
PERIZINAN BANGUNAN 

Bagian Kesatu 
IMB 

Paragraf 1 
Arahan Perencanaan 

Pasal45 

Sebelum mengajukan PlMB, pemohon harus ;neminta keterangan tentang arahan 
perencanaan kepada lnstansi yang menangani perizinan/tata kotaltata bangunan yang 
meliputi: 
a. jen:s/perur1tukan bangunari; 

L'. luas lant'11 bangunan yang diizink.an: 
Jumlah lantaii'a;:is banguG3n d1atasldit.awah permuKaan tanah yang diizink.an. 

garis sempc-1dan; 
KDB. KLB f<:DH yang diizinkan; 
persyaratan-persyaratan banguran dan/at2u 
persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pe.rigawasan bangun~:1. 

Pan1graf 2 
Ta~ Cara Mengajukan P~MB 

Pasal46 

: ) PIMB harus diajukan send in secara tertulis uleh pemohon kepada Bupati. 
· .?) Sy2rat-syarat PIMB meliputi: 

a. gambar situasi; 
b. gambar Rencana Bangunan; 
c. perhitungan Struktur untuk tangunan bertingkat (lebih dari 1 lantai); 
d advice Teknis darl lnstansi Teknis yang bersangkutan; 
€:. salinan atau foto copy bukti pemilikan tanah; 
f. persetujuan atau izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas 

tanah yang bukan miliknya: dan 
g. bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. 
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Pasal47 

'.1) lnstansi terkait mengadakan perneriksaan PIMB yang diajukan mengenai syarat
syarat administrasi dan tekn!s menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

:2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) han kerja setelah permohonan diterima 
1nstansi terkait menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar. 

3) PIMB yang belum memenuhi syarat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 46 ayat 
(2) dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan atau petunjuk-petunjul<. yang 
diberikan Dinas Pekerjaan Umum dan dapat diajukan kembali. 

Pasal48 

PIMB ditolak apabila : 
a. bangunan yang didirikan dinilai tidak memenuh1 persyaratan teknik bangunan: 

, '.J karena persyaratan/ketentuan sebagairr.ana dimaksud daiam Pasal 46 trdak 
dipenuhi; 
bangunan yang akan didirikan di atas lokas1 3tau tanah yang penggunaannya tiaak 
sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan Deilam Rencana IJmLm I ata 
Ruang Wilayah; 
bangunan mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya; 

·~ bangur.an akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hUJan), cahaya atau 
bangunan-bangunan yang telah ada; 
sifat bangunan tidak sesuai dengan l:ngkungan sAkitamya: 
tanah bangunan untuk kesehatan (hygieric) tidak mengizinka,1; 
rencana bangunan tersebut rnenyebc;bkan terganggunya akses jalan yan~ ~elsh 
a•tetaokan o!eh Pemerintah Oaerah; 
ada keberatan yang diajukan dan dibenarkan o<eh Pemerintah Daerar1; 
pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah Daerah; dan 
bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Ketentuan IMS 

Pasa149 

IMS diberikan paling lama 1 (satu) bulan seJak memanuhi syarai pengajuan PlMB 
IMB ditandatangani oleh Bupati. 
IMB hanya berlaku kepada nama yang terr.antum dalam IMB. 

.; ,. Pernohon paling lambat 3 (tiga) bu Ian setelah berlakunya !MB belurn mernenuh• 
pelaksanaan pekerjaannya maka !MB bztal dengan sendirinya. 

"! Perubahan nama pada IMS dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

' 

Pasal 50 

. · .. ;B tidak diperlukan dalam ha! : 
2 membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang tuasnya tid 

lebih dari 1 m2 dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter; 
r. membongkar bangunan yang menurut pertimbangan kepala Dinas Peke-

Umum tidak membahayakan; \ 

~ 
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c pemeliharaan atau perbaikan bangun3" dengan tidak. merubah denah konstru~.S' 
maupaun arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat izin 

o mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk rnemelihara binatang JrQak 
dengan syarat \uas tidak melebihi 1 O (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak 
lebih dari 2 (dua) meter dan sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan 
dalam Pasal 38; dan 

e. mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh 1zi1 selama 
mendirikan suatu bangunan 

Pasal 51 

( 1) Bupati dapat mencabut !MB apabila pekerjaan tersebut berhenti selama 3 buian 
dan ternyata tidak akan dilan1utkan serta meny1mpang dari rencana dan syarat
syarat yang disahkan; 

(2) Pencabutan !MB diberikan dalam bentuk keputusa" oleh Bupati kepada 
Pemegang lzin disertai dengan alasan-alasannya. 

( 3) Sebelum Keputusan Bupati sebagaima.la dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 
Pemegang lzin terleb1h dahulu diberitai-:u dan diberi reringc:tan secara te:iu!is dar-, 
kepadanya dibe;i kesempatan untuk mengaJukan keberatan-keberatannya 

Paraf.1raf 4 
Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan 

Pasal 52 

( 1) Untuk mernulai pelaksanaan pekerjaan merdirikan bangunan Pernegang IM B 
waJib memberitahukan secara tertul:s kepada Dinas PeKeqaan Umum. 

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) drmaksudkan 
untuk menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan. serta 
ketinggian permukaan tanah pekarangan tempat bangunan akan didirikan yang 
disesuaikan d€ngan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB oleh Cliras 
Pekerjaan Umum. 

(3) Penetapari garis sempadan pagar. gar:s sempadan bangunan, serta ket1r;gg1;;n 
permukaan tanah pP,karangan tempat bangunan akan didinkan ole'i '.J:c:as 
Pekerjaan Umum sebagarmana ormaksud pada ayat (2) paling !ama 5 ('ima) nar! 
setelah i:;ernberitahuan tertuiis oleh pemegang IMB 

(4) Apabila dalam jangka waktc! paling !arr.a 7 (tuJJh) hari setelah diter:ma:-,1a 
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Dines PeLcerjaan Um um 
tidak melaksanakan tugasnya. maka pemohon dapat memu!ai pekerjaannya 

Pasal 53 

Bila terdapat fasilitas umum 1ang terganggu atau terkena rencana pembangunan 
pemincahan atau pengamen dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik 
IMB 

\ 
\ 

rt\ 
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Paragraf 5 

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan 

Pasal54 

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditun1uk 
yang sudah mendapat izin dari Bupat1 
Selarna pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar 
manempatkan salinan gambar IMS beserta larnpirannya dilokasi pekerjaan untuK 
kepentingan pemeriksaan oleh petugas 
Petugas Dinas Pekerjaan Umum berwewenang untuk • 
a. rnemasuki dan merneriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendinkan 

bangunan setiap saat pada jam kerja 
b. memeriksa apakah bahan banguran yang digunakan sesuai dengan PUBB 

dan rencana kerja syarat-syar1t peker-1aan 
c. mernerintahkan memyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat. 

dem;kian pula alat-alat yang d1anggap berbahaya serta merugikan 
keselamatan atau kesehatan urnum;dan 

d memeriritahkan membongkar atau rnenghantikan segera pekerjaan mend1rikar. 
bangunan, sebagian atau selwuhnya untut.: sementara waktu apabila: 
1. pelaksanac:n mendirikan bangun2n menyimpang dari iz!n yang te1ah 

diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan;dan/atau 
2. peringatan tertu!is dari Kepala Oinas Pekerjaan Umum tidak dipenuhi da:a-n 

jangka waktu yar.g te!ah ditetnp><.ar 

Bagian Kedua 
SLF 

Pasal 55 

·) Setelah bar:gunan selesai, pemohon wa;ib menyampaikan laporan secara ter.u!;s 
di:er.gt;api dengaff 
a. berita acara pemeriksaan dari pengawas 1ang tel?.ll d:akreditasi bagi bangunan 

yang dipersyaratkan: 
b. gambar yang sesuai dengan pelak.sana3n (as built drawings);dan 
c. toto copy tanda pem:>ayaran retribusi. 

, 2) Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati menerbitkan SLF. 

.
0

) Jangka waktu penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
paling lambat 12 (dua Balas) hari kerja ter~i:u01g sejak diterirr.an1a laporan dsri 
berita acara pemeriksaar.. 

Pasal 56 

~-ablia terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan 
cdlam IMS, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB yang baru kepada 
::.~.Jpati. 
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Pasal 57 

1) Untuk bangunan yang telah ada. khususnya bangunan um urn wajib dilakukan 
pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan fungsinya. 

2) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh 1enaga atau konsultan ahli yang telah 
diakreditasi setiap 5 (lima) tahun sekal1 

3 Dinas Peker1aan Umum mengadakan penei1t1an atas has1i pemeriksaan oerkala 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai syarat-syarat admin:stras1 
maupun teknis. 

:4) Dinas Pekerjaan Umum memberikan SLF apabila bangunan diperiksa te!ah 
memenuhi persyaratan administrasi dan tekn1s. 

) 

\2) 

3) 

Pengawasan SLF 

Pasal 58 

Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas Pekerjaan 
Umum dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan SLF 
beserta lampirannya. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat menghentikan pen~gur.aan bar1gunan 
apabila penggunaannya tidak sesuai dengan SLF. 

Dalam hal ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) te:jadi, maka sotelah 
diberikan peringatan tertulis dan apabila dalam waktu yang ditetapkan ;:ienghuni 
tetap tJdak memenuhi ko:tentuan sepe:t yang ditetackan dalam SLF, 8uf)at1 
mencabut IMS yang telar1 diterbitl<.2n 

Bagian Ketiga 
Permohonan Merobohkan Bangunan 

Pasal 59 

· \ Bupati dapat mernerintahkan kepada pemilii< untuk merot:)hkan bangunan ya'.lg 
dinyatakan: 
a. rapuh: 
::, membah::iyakan keselamatan umuni:can 
c tidak sesuai dengan tata ruang ~ota dsin ketentuan lain yang berlaku . 

. 2) Pemilik ba'lgunan dapat mengajukan permo:icnan untuk merobohkc:ir1 
bangunar.nya kepada Bupati. 

:3) Sebelum mengajukan permohonan tz.m Merobohkan Bangunan pemohon harus 
t'erlebih dahulu dapat meminta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunen 
kepada Dinas Pekerjaan Umum yang r:relipt.:ti 
a. tujuan atau alasan merobohka'l bangunan 
b. persyaratan merobohkan bangunan 
c. cara merobohkan bangunan;dan 
d. hal-hal lain yang dianggap perlu. 

Pasal60 

\ 1) Perencanaan dalam rangka merobohkan bangunan dibuat oleh perencana 
bangunan. 
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat I 1) ini tidak berlaku bagi · 

a. bangunan sederhana;dan 

b. bangunan bertingkat dan/atau tidak bertingkat. 

Perencanaan merobohkan bangunan meliput1 

a. sistem merobohkan bangunan:dan 

b. pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan. 

Pasal 61 

r'e:rnohonan Merobohkan Bangunan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) 
:::.sertai dengan pengisian formulir yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. 

Pasal 62 

Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penel1tian atas permohonan m;robohkan 
bangunan y2ng diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan 
lingkungan menurut peraturan pada SClat permohonan mernbohkan bangunan 
diajukan. 

;)) Oinas Pekerjaan Umi..m memberikan tanda terima per:nohonan merobonKan 
bangunan apabila persyuratan administrasi te!ah terpenuhi. 

Dinas Pel<erjaan Umum me:mberikan rekomendasi aman at"1s rer.cana 
merobohkan bangunan apabila pcrencanaan merobohkan bangunan ·1ang 
diajukan memenuhi oersyaratan keamanan teknis c'3n h.eselamatan lingkunga". 

Pasal 63 

Pelaksanaan merobohkan bargunan baru dap2t dimulcii paling lama 5 ha;i kerja 
setelah rekomendasi diterima. 
Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan bf!;-da::;arkan crira dan re;icana 
yang disahkan dalam rekomendas1. 

P;isal 64 

. ,i S•:;lama oekerjaan merobohkan bangurian dilaksanakan, pemil;k haruE. 
menempati-~an salinan rekomendasi merobohkan bangunan beserta lampiranny3 
dilokasi pekerjaan untuk kepentingan oemeriksa~ petugas. 

(.cj Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas 
berw-enang : 
a memasuki dan me:meriksa tempzn pelaksanaan pekeqaar, meroboh~an 

bangunan; 
b. memcriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuK 

merob0hkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan sesuai 
dengan persyaratan yang disahkan dalam rekomendssi;dan 

c. melarang menggunakan perlengkapan, peralatan, dan cara yarg digunakan 
untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar 
dan lingkungan, serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan 
dalam rekomendasi. 

205 
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BAB VI 
PENGAWASAN 

Pasal65 

227 

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bangunan Gedung 

Pasal 66 

( 1) Pelaksanaan pengawasan bangunan gedung sebagaimana dimaksud da!am Pasai 
65 dapat juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung, yang berupa: 
a. memantau dan menjaga ketert1ban penyelenggaraan; 
b rnemberi masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalarn 

penyempurnaan peraturan pedoman dan standar teknis di bidang bangunar 
gedung; 

c menyarnpaikan pendapat dan pert1mbangan kepada instansi yang berwenang 
terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis 
bangunan gedung tertentu, dan l<:egiatan penyelenggaraan yang 
menimbulkan darnpak penting terhadap lingkungan:dan/atau 

d. melaksar.akan gugatan pGrwakilan terhadap bangunan gedung yang 
mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pe:an masyarakat dalam penyelenggarac:r 
bangunan gedung mengiKuti Ketentuan Perat~ran Perundang-undangan. 

BAB VII 

SANKS! ADMINISTRASI 
Pasal67 

( 1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenwhan 
fungsi, persyaratnn dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dapat dikenakan 
sanksi administratif berupa : 
a. peringatan tertulis; 
b. pernbatasar. kegiatan pemb3ngunan; 
c. penghentian sementara ata.J te'.ap pada pekerjaan pelaksariaan 

pernbangun3n: 
o. penghentian serr.er.tara atau tetap pada pemanfaata'1 bangunan gedung: 
e. pe:r.bekuan IMB; 
f. pencabunm !MB: 
g. pernbekuan SLF bangunan Gedung; 
h. pencabutan SLF bangunan Gedung:dan/atau 
1. perintah pembongkaran bangunan gedung. 

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada eyat (1) dapat 
dikenakan sanksi denda paling banyak 1 O % dari nilai bangunan yang sedang atau 
telah dibangun. 

(3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BupatL 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENYIDlKAN 

Pasal 68 

228 

11 Sela1n oleh PeJabat Penyidik Umum Peny1dikan atas tindak pidana pelanggaraan 
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang
undangan. 

2) Dalam melaksanakan Tugas Peny1dikan, Penyidik Pegawai Negeri S1pil 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang : 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu d1 tempat kejadian serta melakukan 

pemeriksaan; 
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 
d. rnelakukan penyitaan benda dan/atau surat, 
e. mengarnbil sidikjari dan memotret seseorang; 
f memanggil seseorarg untuk d:d~ngar dan diperiksa seoagai ter-sangka atau 

saksi; 
g. rnendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. menghentikan penyid1kan setclah rnendapat petunjuk dar! Penyidik Urnum 

bahwa ticiak terdapat cukup oukt1 atau peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana dan selanjutnyzi rreialu; Penyidik Umum memberitahukan ha! 
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;dan 
r.iengadakan tindakan lain ~enurut hukum yang dapat dipe::anggun;;
ja1w'iabkan 

BAB IX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasaf 69 

.etiap pamilik dan/atau pengguna Bangu:-iar Gadung yang melc.'<uken pefa"":g~arc.n _ 

.:as pelaksanaan Bangunan Gedu'1g diker>akan sanksi pica:i<l sesuai Ketemuan 
'eraturan Perund;:mg-undangon. 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 71J 

, 1,) Bangunan Gedung yang telah memlliki IMS r1inyatakan tetap bArlaku. 
, :C:) Bangunan Gedung yang belum memiliki IMB, dalam jangka waktu paling lama 

(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib memifiki !MB. 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 71 
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Pernturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1'11 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 

Diundangkan di Waingapu 
pada tanggal, T ~ ~I. 

SEKRET ARIS DAERAH 
KABVPATEN SUMBA TIMUR, 

UMBU HAMAKONDA 

Ditetapkan di \fl/a:ngap:._, 
pada tanggal. 7 'Vl'll ,Uff 

BUPATI SUMBA TIMUR. 

LEMEARAN uAERAH KASUPATEt.J SUMBA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR .2/j 
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UMUM 

PENJELASAN 

PERA TU RAN DAE RAH t<ABUP;'.-.TEN SU MBA TIMUR 
NOMOR Y•.HUN 2011 

TENTANG 
BANGUNAN GEDUNG 

230 

bahwa pelaksanaan asas desentralisasi yang pada prinsipnya 
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur CJrusan 
pemerintah daerah sehingga pernerintah daerah mempunyai hak, wewenang dan 
Kewajiban untuk melaksanakan pengaturan :jan penertiban terhadap bangunan gedung 
yang ada. Pelaksanaan pengaturan dan penertiban bangunan gedung tersebut 
dilakukan melalui pengawasan dan penertiban yang dilakuY.an melalui suatu tata kerja 
penilaian terhadap pendirian bangunan ~edung yang harus memenurd syarat sesuc.1 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

berdasarkan hal tersebLt maka untuk peng3turan bangunan gedung yang 
lebih ideal perlu mengatur semua aspek. baii-: mekanisme pelaksanaan, kriteria teknis 
maupu11 rertib administrasi dan keuangan sehingga dipandang perlu membentuk 
Peraturan Daera~ sebagai pedoman d8larn pelaksanaan pengaturan ddn penertiban 
atas ~angunan gedung di Kabupaten. Surnbd Timur 

:1 PASAL DEMI PASAL 

Pasa1 1 

Cukup Jelas 
Pasal2 

Cui<up Jelas 
Pasal 3 

Ayat (1) 

C<.Jkup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
A.ya! (2) 

Klasifikasi I.II.Ill dar,.iat didasarkan pada radius terhadap pusat kota. a!au 
berdasarkan fungsi wilayah don sebagainya yang ditetapkan oleh Bupati 

Ayat (4) 
Cukup ,Jelas 

Ayat (5) 
Cukup Jelas 

Ayat (6) 
Cukup Jelas 

28 
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) Ayat (7) 

. sal 4 

Pengklasifikasian bangunan gedung pada pasal ini dimaksudkan ur:ttJk 
kepentingan penerapan persyaratan adm1nistrasi dan/atau teknis bangunan 
gedung yang harus dipenuh1 dan dapat dikaitkan dengan besaran retribusi 
yang harus dibayar . 

Cukup Je!as 
:::sal 5 

Cukup Jelas 
. sal 6 

CuKUp Jelas 
;Sal 7 

Cukup Jelas 
;sa\ 8 

Cukup J~las 
.:·3sal 9 

huruf a 

Cukup Jelas 
h:.iruf b 

K~wrnatan yang bcrada di Kot:::i l/'Jaingapu 
huruf c 

Cukup Jeias 
·asal 1 O 

Cukup Jelas 
··asal 11 

Cukup Jel2s 
'Elsa! 12 

Cukup Jelas 
=asal 13 

Cukup Jelas 
-'asal 14 

CuKup Jelas 
c"asal 15 

Cukup Jelas 
;~asal 16 

Cukup Jelas 
;:iasal 17 

Cukup Jelas 
0 asal 18 

Cukup Jelas 
Pasal 19 

Cukup Jelas 
Pasal 20 

Cukup Jelas 
Pasal 21 

Cukup Jelas 
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Pz:-:~1l 22 

Cukup Je/as 

Cukup Jelas 
. j: 24 

Cukup Jelas 
r-· .... ::d 25 

Cukup Jelas 
ca! 26 

Cukup Jelas 
: sal 27 

Cukup Jelas 
i' c.31 28 

Cukup Jelas 
I :;,al 29 

Cukup Jelas 
, .. ;$8\ 30 

Cukup Je\as 
:::,sat 31 

Cukup Jelas 
::·;::.sal 32 

Cukup .Jelas 

:;sa! 33 

Cukup Je!as 
'.Sell 34 

Cut<up Jeias 
·,,:;a: 35 

Cukup Je!as 

'-::.sa! 36 
Cukup Jelas 

c'S31 37 
Cukup Jela? 

, asal 38 

Cukup Jelc::::: 
!'asal 39 

Cukup Jelas 
·asal 40 

Cukup Jelas 
r·asai 41 

Cukup Jelas 
i'asal 42 

Cukup Jelas 
F'asal 43 

Cukup Jelas 
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,: .-,~ai 44 

Cukup Jelas 

f ~'~al 45 

Cukup Jelas 
_,.;al 46 

Cukup Jelas 
' .. sal 47 

Cukup Jelas 
· ,:;al 48 

Cukup Jelas 
f·,sal 49 

Cukup Jelas 
sal 50 

Cukup Jelas 
:Sal 51 

Cukup Jelas 
· ,sa1 52 

~J 
Cukup Jelas 

, .. ~:Sal 53 
~ 
; Cukup Jelas i .. 
f '~sal 54 

Cukup Jelas 
-'.:isal 55 

Cukup Jelas 
· asal 5$ 

Cukup Jelas 
: asal 57 

Cukup Jelas 
)3sa 1 58 

Cuk•1p Je!as 
· asa: 59 

Cukup Jel% 
'Bsal 60 

Cukup Jelas 
::)asal 61 

Cukup Jelas 
c:iasal 62 

Cukup Jelas 
:"asal 6::: 

Cukup Jelas 
Pasal 64 

Cukup Jelas 
Pasa\65 

Cukup Jelas 

31 I 

~ 
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Pasal 66 

Cukup Jelas 

Pasal67 

Cukup Jelas 

Pasal 68 
Cukup Jelas 

Pasal 69 

Cukup Jelas 
Pasa/ 70 

Cukup Jelas 
Pasal 71 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMO~ t-(O:Z 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMBA TIMUR, 

235 

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah; 

Mengingat 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribl'si Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur 
retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Sumba Ti:nur perlu disesuaiKan; 

c. bahwa berdasarkan perti:nbangan sebagaimana dimak:;ud dalam huruf a dan 
huruf b_ perlu membentuk Peraturar Daerah tentang Retnbusi Perizinan 
Tertentu; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Terggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :i..655); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitc:>b Unc!ang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tamb;:ihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Neg:ira 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembara!1 Negara Republ1k Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang l\iomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

1 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

F'erundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11W, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemb2ran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

11. Peraturan Pemerintah Namer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan 
Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomc.n 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te!ah diubah beberapa kali t2rakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentJng 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang P-:!doman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 lahun 2008 tenta11g Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 ter.tang l.Jrusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Knbupater. Sumba Timur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan L£>mbaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Surnba Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupateil 
Sumba Timur Tahun 2008 Nornor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Nomor 164); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok
Pokok Pengeiolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembar<m Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Nomor 181); 

Deng3n Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

dan 
BUPATI SUMBA TIMUR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. 

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas Jasa atau pemberian lzin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

9. Perizinan Ter':entu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian 
izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan :uang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

10. Sadan aclalah sekumpulan onng dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
n~elakukan usaha r.1aupun yang tidak melakukan usaha yang me!iputi pe;·seroan terbatas, 
perseroan komandite::r, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), at<Ju bada:i 
usaha milik daerah (BUMD} dengan nama dan dalam bent;,,ik apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organls2si 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya terrnasuk kontrak 
inves~asi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pembayaran 
atas Pemberian lzin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang prib2di atau bada:i 
untuk mendirikan atau membongkar suatu bagunan dan termasuk dalam pengertian 
mendirikan oangunan adalah mengubah dan mercbohkan ctau membangun bangunan. 

12. Koefisien dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lanta1 
dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan. 

13. i<oefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas 
lantai baneunan dengan luas kavling/pekarangan. 

14. Koefoie11 Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah 
sampai dengan tltik teratas dari bangunan tersebut. 

15. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau 
badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. 

16. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan 
hasil pertemuan yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau 
fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan terlebih dahulu atau tidak, maupun 
proses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara mengeceran 
minuman mengandung ethanol yang dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A, B dan C. 

17. Retribusi lzin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas 
pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu 
yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang 
lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

18. Surat lzin Gangguan selanjutnya disebut surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian 
izin gangguan kepada orang pribadi atau badan. 
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19. Retribusi izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian 

izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu 
atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. 

20. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayannan jasa angkutan orang dengan mobil 
bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan 
jadwal tetap maupun tidak berjadwal. 

21. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Ka bu paten Sumba Timur. 
22. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 
23. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 

(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa 
perlengkapan pengangkutan bagasi. 

24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, obil 
bus dan kendaraan khusus. 

25. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AKDP, adalah angkutan dari satu 
kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi 
dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam satu trayek. 

26. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten 
yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten deng1n 
menggu:iakan mobil bus umum atau mobil penumpang yang terikat dalam trayek. 

27. Angk-.itan Taksi adalah angkutan dengan rnenggunakan mobil penumpang umum yang diberi 
tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani a!"gkutan dilri pintu ke pintu 
dalam wilayah operasi tertentu. 

23. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang 
rnelayani ar:gkm:an dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wili3yah operasi 
yang tidak terbatas. 

2.9. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu terr.pat ke ternpat lain da!am satu daerah kota 
atau wilayah ibukota kabupaten dengan mei1ggunakan rnobil b'-Js umum atau mobil 
penumpang yang terikat dalam trayek. 

30. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penump3ng umum yang 
dioperasikan dalam wilayah operasi terbata:.; pada kawasan tertentu. 

31. Angkutan Khusus adalah angkutan ·1ang mempunyai asal dan/atau tujuan tet2p, yang melayani 
angkutan antar-jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan angkutan pemadu 
moda. 

32. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengai1 menggumikan mobil bus umum yang dilenekapi 
dengan tanda-tanda khusus untuk keperh.:an pariwisata atau kep~rluan lain diluar pelayanan 
angkutan dalam trayek seperti untuk kepeduan keluarga dan sosial lainnya. 

33. Retribusi lzin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas 
p€mberian izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Bupati. 

34. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. 

35. Masa 11.etribusi adalah suatu jangkawaktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan. 

36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Bupati. 

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerena 
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terhutang. 
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39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disiebut STRD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi 
yang terjadi serta menemukan tersangkannya. 

BAB II 
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

Pasal 2 

Jenis Retribusi Perizi.1an Tertentu terdiri atas: 
a. 
b. 
c. 
~ 
'-· 

e. 

Retribusi lzin Mendirika11 Bangunan; 
Retribusi l2in Tempat Penju::ilan Minuman Beralkohol; 
Re~ribusi lzin Gangguan; 
Retribusi lzi'.1 Trayek; dan 
Rc:tribusi lzin Usaha Perikanan. 

BAB Ill 
RETRIBUSI IZIN MENDIRll<AN BANGUNAN 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek , Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi 

Pasal3 

(1) Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan 
pemoerian izin untuk mendirikan bangunan. 

(2) Objek Retribusi adalah pemberian izin ur.tuk mendirikan bang1Jnan. 
\3j Obyek Retribusi l1in tv1endirik;:m Bangunan sebaJaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

kegiatan peninjauan desain dan pernantauc.>n pelaksanaan pembangunannya agar tetap se!;uai 
dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, der.gan tetap memperhatikan 
koefisien luas bangunan (KL!j), koefisien ketinggiar: bar.gunan (KKB), dan pengawasan 
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat 
keselamatan bagi yang menempati bangunan tetrsebut. 

(4) Tidak termasuk obyek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) adalah pemberian lzin Mendirikan Bangunan milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah. 

Pasal4 

(1) Subjek Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh 
lzin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin Mendirikan Bangunan. 

(3) Retribusi lzin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 
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Bagian Kedua 

Tingkat Pengunaan Jasa dan Prinsip Retribusi 

Pasal 5 
(1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai 

bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan. 
(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot (koefisien). 
(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Koefisien Luas Bangunan 
No. Luas Bangunan Koefisien 

1. Bangunan dengan luas s/d 100M2 1,00 
2. Bangunan dengan luas s/d 250M2 1,50 
3. Bangunan dengan luas s/d 500M2 2,50 
4. Bangunan dengan luas s/d 1.000 M2 3,50 
5. Bangunan dengan luas s/d 2.000 M2 4,00 
6. Bangunan dengan luas s/d 3.000 M2 4,50 
7. Bangunan dengan > 3.000 M2 5,00 

b. Koefisien Tingkat Bangunan 

I 

r No. I Luas Bangunan Ko~fisier. 1 

I 1. Bangunan 1 lantai 1,00 I 
! 2. Bangunan 2 l;;ntai 1,50 

1

1 

! 
4
3.. Bangunan 3 lantai 2,50 ! 

Bangunan 4 !antai 3,00 

L~-'--Ba._n_g_u_n_a_n_5~1a_n_ta_i_k_e_at_~_s~~~-~~~~~~~~-~-'-~~~4-,_o_o~~~·-J 
c. Koefisien Guna Bangunan 

Luas Bangunan 

angunan sosial 
ar~gunan perumahan 

I 3. Banguncin fasilitas umum 

I 
4. Bangunan pendiC:ikan 

. 5. Bangunan kelembagaan/kantor 
6. Bangunan perdagangan dan jasa 
7. Bangunan industri 
8. Bangunan khusus 
9. Bangunan campuran 
10. Bangunan lain-lain 

Pasal6 

Koefisien 

0.50 
1,00 
1,00 
1,00 
1,50 
2,00 
2,00 
2,50 
2,75 
3,00 

l 

I 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan 
biaya dampak negatif dari pemberian izin mendirikan bangunan. 
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Bagian Ketiga 
Besaran Retribusi 

Pasal 7 
(1) Besarnya tarif Retribusi untuk bzngunan perrnanen ditetapkan sebesar Rp.200.000/izin. 
(2) Besarnya tarif Retribusi untuk bangunan semi perrnanen dan darurat ditetapkan seb2sar 

Rp.50.000/izin. 
Pasal 8 

241 

Biaya retribusi dihitung dengan cara rnengalikan tarif retribusi sebagairnana diatur dalarn Pasal 7 
dengan tingkat koefisien pengguna jasa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (3). 

BABIV 
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN Ml NUMAN BERALKOHOL 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek, Subyek, Wajib dan Golongan Retribusi 

Pasal 9 

(1} Dengan na'.'lla Retribusi lzin Ternpat Penjuala11 Minurnan Beralkohol dipungut retribusi ata!: 
pernberian i2in untuk rnelakukan penjualan rninuman beralkohol di suatu tempat tert?.ntu. 

(2) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di: 
a. hotel; 
b. restoran; 
c. bar; 
d. klab malam; 
2. diskotik; 
f. pub dan karaoke; 
g. supermarket/minimarket dan pertokoan sejenisnya dengan tempat khusus/lemari 

terkunci; dan 
h. tempat tertentu l.linya yang ditetapkan o!eh Bupati. 

(3) Subjek Retribusi adalah orar.g pribadi atau badan yang rnendapat lzin Tempat Penjualan 
Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 10 

(1) Wajib Rctribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adaiah oranr, pribadi atau Sadan 
yang menurut ketentuan peraturan perunJang-undangan rtetribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut ataLI pemotong Retribusi lzin Tempat 
Penjualan Minuman Beralkohol. 

(2) Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan 
Tertentu. 

Bagian Kedua 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 11 
Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan tempat penjualan minuman beralkohol. 

Bagian Ketiga 
Prinsip dan sasaran yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal 12 

(1) Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian lzin tempat 
penjualan minuman beralkohol. 
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi 

dalam rangka pengendalian dan pengawasan. 

Bagian Keempat 
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi 

Pasal 13 

Besarnya tarif Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut: 
No Tempat Tarif (Rp) 
1 Hotel/Resto ran 600.000,-/tahun 
2 Bar, klub malam, diskotik, karaoke/pub 1.000.000,-/tahun 
3 Supermarket/minimarket, pertokoan sejenis 500.000,-/tahun 
4 Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati 250.000,-/tahun 

BABV 
PETRISUSI IZIN G.&.NGGUAN 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golof"lgan Retribusi 

Pasal 14 

(1) Dengan nama Retribusi lzin Gangguan ~ipungut biaya atas pemberian lzin tempat usaha 
ke;xida orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian 
dan/atau gangguan. 

(2) Obyek Retribusi lzin Gangguan ad<llah pemberian izin tempat usaha./kegi.:tan kepada ora;ig 
pribadi atau Sadan yang dapat me!1imbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau g;mgguan, 
termasuk pP.ngawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk 
mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau memenuhi norma keselamatan 
da!1 kesehatan kerja. 

(1) Obyek Retribusi lzin Gangguan sebagaimana dimaksud pada a•,iat (2) adalah sebagai berikut : 
a. percetakan; 
b. bengkel; 
c. cuci cetak film, sablon, phcto copy; 
d. pengumpul minyak pelumas bekas; 
e. rumah sakit tipe C dan D; 
f. laboratorium; 
g. tempat penyimpanan pestisida kadaluarsa; 
h. biriatu (laundry and dry cleaning); 
i. tempat usaha yang peralatannya dijalankan dengan tenaga uap air dan gas; 
j. tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan obat 

mesiu dengan bahan-bahan lainnya yang mudah meledak termasuk pabrik dan 
penyimpanan petasan/kembang api; 

k. tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia; 
I. tempat usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan 

bahan-bah<in astiri (vlucting) atau yang mudah menguap; 
m. tempat usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar; 
n. tempat usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh

tumbuhan dan hewani yang mengerjakan hasil yang dipero!eh dari padanya termasuk 
pabrik gas; 

o. tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau 
sampah); 
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p. tempat pengeringan gandum/kecambah (moterij), pabrik bir, tempat pembuatan 

minuman keras dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan pabrik 
spritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian/penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan 
roti serta pabrik setro/sirop buan-buahan; 

q. pabrik porselin dan pecah belah (aarde work), tempat pembuatan batu merah genteng, 
ubin dan gipsa/kapur batu dan tempat perusahaan/pembuatan kapur; 

r. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan logam, tempat 
penampaan logam, tempat pemilihan logam, tempat pertukangan tembaga dan kaleng 
serta pembuatan ketel; 

s. Tempat penggilingan beras/penggilingan batu, kincir penggergajian batu dan pabrik 
minyak; 

t. Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, 
tempat pembuatan gilingan dan pembikinan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat 
pertukangan kayu; 

u. Perusahaan pemerah susu; 
v. Tempat pelatihan menembak; 
w. Gudang penggantungan tembakau; 
x. Pabrik tapioka/ubi kayu, tahu, tempe; 
y. Gudang kapuk dan pembatikan dan usaha tenunan; 
z. Warung dalam bangunan tetap; 
aa. Gudang penampungan barang; 
bb. Tempat persewaan kendaraan/kereta/garasi/gudang kenrlaraan angkutan orang/bare1ng; 
cc. Tempat ambal ban dan vulkanisir ban; 
dd. Tempat usaha elektronik; 
e2. Tempat usaha hiburan; 
ff. Tempat usaha perikanan/kelautan; 
g;:;. Tempat usaha kehutanan, pertanian, perkebunan; 
1,>1. Tempat usaha perumahan/pesar.gerahan; 
ii. Tempat usa~a VCD, kaset dan permainan ketangkasan; 
Jj. Apotik/toko obat/jamu; 
k~. Tempat usaha pertambangan/kelestarian; 
II. Tempat penimbunan barang bekas; 
mm. Tempat usaha penjualan air minum/kemas?n dan isi ulang; 
w·. Tepat usaha penimbunan bahan bakar mi-yai.:; 
Ct•. Tempat usaha pariwic;ata/pert.otelan/penginapan; 
p. Tempat usaha pertokoan/toserba; 
c:;i 1. Tempat usaha ekspedisi; 
rr. Tempat usaha salon; 
ss. Tempat usaha dokter praktek/pengobatan i'llternatif/klinik; 
tt. Tempat usaha penimbunan kayu hasil hutan/laut/pertanian; 
uu. Tempat usaha pemeliharaan kuda/sapi/babi/kambing/kerbau/unggas; 
w. Tempat usaha pencucian mobil; 
ww. Tempat penjualan/pameran kendaraan; 
xx. Tempat penyimpanan kendaraan dan alat berat; 
yy. Tempat usaha angkutan umum antar kota dalam propinsi/luar kota; 
zz. Tempat usaha pupuk dan pestisida; 
aaa. Tempat usaha bahan bangunan; 
bbb. Tempat usaha bahan pelumas; dan 
ccc. Tempat usaha kelistrikan. 

(4) Tidak termasuk Objek Retribusi lzin Gangguan adalah tempat usaha yang telah ditentukan oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

(5) Subyek Retribusi tzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin 
tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah 

9 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



244 
Pasal 15 

(1) Wajib Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin Gangguan. 

(2) Retribusi lzin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 
Bagian Kedua 

Prinsip dan sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
Pasal 16 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan 
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. 

Bagian Ketiga 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 17 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lnoeks Lokasi, lnde'<s Garigguan, Tarif Lingkungan 
berdasarkan Luas Tempat Usaha. 

Pasal 18 

Besaran tarif Retribusi lzin Gangguan ditetapkan sebagai berikut : 

~No. I Jenis Te_m._,_p_at_U_sa_h_a _______ _ 

I 
i. Percetakan, salon, photo copy : 

- ukuran kecil 
- ukuran menengr.h 
- ukuran besar 

2. Bengkel: 
- golongan kecil 
- golongan menengah 
- ge:longan besar 

3. Cuci cetak film : 
- ukuran kedl 

" ..... 
s. 

- ukuran meneng3h 
- ukuran besar 
Pengumpul minyak pelumas bekas 
Rumah sakit tipe C dan D 

::J. Laboratorium 
7. Tempat penyimpanan pestisida kadaluarsa 
8. Binatu (laundry and dry cleaning) 
9. Tempat us;:iha yang peralatannya dijalankan de:igan tenaga uap air 

dan gas 
10. Tempat usaha yang dipergunL'kan untuk membuat, mengerjakan 

dan menyimpan obat mesiu dengan bahan-bahan lainnya yang 
mudah meledak termasuk pabrik dan penyimpanan 
petasan/kembang api 

11. Tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia 
12. Tempat usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan 

dan menyimpan bahan-bahan astiri (vlucting) atau yang mudah 
menguap 

13. Tempat usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak 
dan damar 

14. Tempat usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari 
bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani yang mengerjakan 
hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas. 

Tarif )Rp) --1 
50.000 l 

100.000 
150.000 

100.000 

200.000 I 
300.000 

I 
100.000 I 
150.000 I 
200.000 
100.000 
250.000 
100.000 
200.000 
100.000 
100.000 

100.000 

100.000 
100.000 

100.000 

100.000 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
2~. 

23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

23. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah 
ampas (bungkil atau sampah) 
Tempat pengeringan gandum/kecambah (moterij), pabrik bir, 
tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan 
(branderij), perusahaan penyulingan pabrik spritus, pabrik cuka, 
perusahaan pemurnian/penyaringan, pabrik tepung dan 
perusahaan roti serta pabrik setro/sirop buan-buahan 
Pabrik porselin dan pecah belah (aarde work), tempat pembuatan 
batu merah genteng, ubin dan gipsa/kapur batu dan tempat 
perusahaan/pembuatan kapur. 
Tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan 
logam, tempat penampaan logam, tempat pemilihan logam, 
tempat pertukangan tembaga dan kaleng serta pembuatan ketel. 
Tempat penggilingan beras/penggilingan batu, kincir penggergajian 
batu dan pabrik minyak 
Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan 
penggergajic;n batu, tempat pembuatan gilingan dan pembikinan 
kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu. 
Perusahaan pemerah susu 
Tempat pelatihan menembak 
Gudanr, penggantungan tembakau 
Pabrik tapioka/ubi kayu, tahu, tempe 
Gudang k::Jpuk dan pembatikan dan usaha tenunan 
Warung 1falc.m bangunan tetap : 
- golor.g1r. kecil 
- golongan menengah 
- golonga•1 besar 
Gudang penampungan barang : 
- golongan kecil < 10 M2 
- golongc. n mene11gah > 10 M2 - 20 M2 
- go!cngan besar > 20 M2 keatas 
Tempat persewaan kendaraan/kereta/garasi/gudang kendaraan 
angkutc>n orang/barang : 
- satu kendaraan 
- c:!ua kemfaraan 
- lebih ci3ri dua kendaraan 
Tempat Tambal ban dan vu!kanisir ban: 
- golongan kecil < 10 M2 
- golongan menengah > 10 M2 - 20 M2 
- golongan besar > 20 M2 keatas 
Tempat usaha hiburan: 
- golongan kecil 
- golongan menengah 
- golongan besar 
Tempat usaha elektronik : 
- golong.>n kecil 
- golongan menengah 
- golongan besar 
Tempat usaha perikanan/kelautan : 
- golongan kecil 
- golongan menengah 
- golongan besar 
Tempat usaha kehutanan, pertanian, perkebunan : 
- golongan kecil 
- golongan menengah 
- golongan besar 

')AC:. 

50.000 

50.000 

150.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 
50.000 
50.000 
so.coo 
50.000 

50.000 l 
100.000 i 
150.000 ! 

i 
50.000 I 

100.000 I 
150.000 

I 
50.000 i 

100.000 I 
150.000 

I 
50.00 I 

100.000 
150.000 

100.000 
150.000 
200.000 

100.000 
150.000 
200.000 

50.000 
100.000 
150.000 

50.000 
100.000 
150.000 

11 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



I 34. 1 Tempat usaha perumahan/pesanggrahan : 
246 I 

- golongan kecil 50.000 
- golongan menengah 100.000 
- golongan besar 150.000 

35. Tempat usaha VCD, kaset dan permainan ketangkasan 100.000 
36. Apotik/toko obat/jamu : 

- golongan kecil 200.000 
- golongan menengah 300.000 
- golongan besar 400.000 

37. Tempat usaha pertambangan/kelestarian 200.000 
38. Tempat penimbunan barang bekas 100.000 
39. Tempat usaha penjualan air minum/kemasan dan isi ulang 100.000 
40 Tepat usaha penimbunan bahan bakar miyak: 

- golongan kecil 100.000 
- golongan menengah 200.000 
- golongan besar 300.000 

41. Tempat usaha pariwisata/perhotelan/penginapan : 
- golongan kecil 100.000 
- golongan menengah 200.000 
- golongan besar 400.000 

42. Tempat usaha pertokoan/toserba : 

100.000 I - golongan kecil 

- golongan menengah 200.000 t 

- golongan besar 400.000 I 
.IP Tempat usaha ekspedisi 100.000 I t-J. 

44. Tempat usaha salon 50.00C 
11· Tempat usaha dokter praktek/pengoba~an alt2matif/klinik 100.000 I ..... ). 

46. Tempat usaha penimbunan kayu ha:;il liutan/laut/pertanian : 

100.000 I - golongan kecil 
- golongan menengah 200.000 I 
- golongan besar 300.000 I 

47. Tempat usaha pemeliharaan kuda/sapi/babi/karnbing/kerbau/ I 
unggas: 
- hewan kecil 100.000 

- hewan besar 200.000 
- unggas 200.000. 

48. Tempat L!Saha pencucian mobil 100.000 I 
4q_ Tempat penjualan/pameran kendaraan 200.1100 
!:iO. Tempat penyimpanan kenda!"aan dan alat berat 100.000 j 

1 Tempat usaha angkutan urium antar kota dalam propinsi/luar kota 
I 

51. 100.000 I 
SL. Tempat usaha pupuk dan pestisida: 

- golongan kecil 50.000 
- golongan menengah 100.000 
- golongan besar 200.000 

SJ. Tempat usaha bahan bangunan : 
- golongan kecil 50.000 

- golongan menengah 100.000 

- golongan besar 150.000 
54. Tempat usaha bahan pelumas 100.000 

55. Tempat usaha kelistrikan. 200.000 
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BABVI 
RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

Bagian Kesatu 
Um um 

Paragraf 1 
lzin Trayek 

Pasal 19 
(1) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek/izin trayek terdiri dari : 

a. Permohonan izin trayek baru; dan 
b. Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlaku. 

247 

(2) Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
terdiri dari : 
a. pembaharuan masa berlaku izin trayek; 
b. penambahan jumlah armada; 
c. pe:ngalihan kepemilikan perusahaan; 
d. penambahan frekuensi perjalanan pada satu trayek atau beberapa tr<:;yek; 
e. perubahan trayek, dan/atau 
f. penggantian kendaraan/peremajaan. 

{3) Permohonan izin penyele:nggaraan angkutan orang dala1n trayek/izin trayek harus memenuhi 
persyratan sebagai berikL"t : 
a. persyaratan administrasi; 
b. persyaratan teknis. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai i2in penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek akan 
diatur dengan keputusan Bupati. 

Pasal 20 

Pe:igusaha angkutan yang telah memperoleh lzin Trayek diwajibkan untuk: 
i'!. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan dan/atau perubahan domisili 

perusahaan; 
b. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan; 
c. r.1elunasi iuran wajib asurnnsi pertanggungan kecelakaan; 
d. me:igembalikan dokumen lzin Trayek setelah terjadi perubahan; 
e. mengoperasikan keridaraar. yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 
f. mengoperasikan kendaraan dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari 

Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kend<ffaan (STNK), Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan 
bermotor; 

g. mengangkat penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 
h. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi 

kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan atau benda; 
i. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan Kartu pengawasan Kendaraan 

yang digantikan; 
j. mengoperasikan kenciaraan cadangan dengan identitas sesuai dengan ketentuan; 
k. mematuhi dan menurunkan penumpang pada tempat singgah sesuai yang tercantum dalam 

Kartu Pengawasan; 
I. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan; 
m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi; 
n. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan; 
o. mematuhi ketentuan tarif angkutan; 
p. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan; dan 
q. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan. 
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Paragraf 2 
lzin Operasi 

Pasal 21 

248 

(1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memiliki lzin Operasi 
yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) lzin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan tertulis 
pengusaha angkutan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang. 

(3) Permohonan lzin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa izin oleh 
pemohon baru, pembaharuan masa berlaku izin dan perubahan izin. 

(4) Dalam pengajuan permohonan lzin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon 
wajib memenuhi : 
a. persyaratan administratif; dan 
b. persyaratan teknis. 

(S) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasi angkutan orang tidak dalam trayek/izir: trayek 
akan diatur dengan keputusan Bupc.iti. 

Pasal22 

(J.) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan jawaban persetujuan atau penoiakan 
terhadap permohonan yang diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan 
d1terima. 

(2) Penolakan permohonan lzin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) di!;amp2ikan secara 
tertulis dengan disertai alasan penolakan. 

Pasal23 

lzin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku untuk jangka waktu 5 (!ima) tahun dan 
dapat diperpanjang. 

Pasal24 

(1) Oalam pelaksanaan pemberian izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1, Dinas 
wajib melakukan pengawasan dan pengendalian operasionaL 

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan registrasi yang 
mempergunakan Kartu Pengawasan yang merupakan turunan dan izin operasi dan berlaku 
selama 1 (satu) tahun terhitung mulai pada tanggal penetapannya. 

Pasal25 

Perusahaan angkutar. yang telah mendapatkan lzin Operasi diwajibkan untuk : 
a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan puusahaan; 
b. melaporkan apabila terj<!di perubahan domisili perusahaan; 
c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan; 
d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan; 
e. mengembalikan dokumen lzin Operasi !:etelah terjadi perubahan; 
f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis/laikjalan; 
g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah dan terdiri dari Kartu 

Pengawasan, STNK, Buku Uji dan tanda Uji kendaraan Bermotor; 
h. rr.engangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan; 
i. mengoperasikan kendaraan sesuai lzin Operasi yang dimiliki; 
i· dalarn mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan 

Kendaraan yang digantikan; 
k. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai ketenttuan; 
I. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat oengemudi; 
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m. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan; dan 
n. mematuhi ketentuan tarif. 

Paragraf 3 
lzin lnsidentil 

Pasal 26 
(1) lzin lnsidentil diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki lzin Trayek 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, untuk menyimpang dari lzin Trayek yang telah 
dimiliki. 

(2) lzin lnsidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan 
menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu atau keadaan darurat. 

(3) lzin lnsidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling 
lama 14 (empat belas) hari serta tidak rlapat diperpanjang. 

Pasal27 

lzin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan oleh kepala SKPD yang berwenang. 

Bagian :'<edua 
Retribusi lzin Trayek 

Paragraf 1 
Nama, Objek, SiJbjek, Wajib dan Golongan Retribusi 

Pasal28 

(1) Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi atas Pemberian lzin kep;:ida orang 
pribadi atau badan untuk menyediakan pel3yaniln angkutan penumpang umum pada satu atau 
beberapa trayek tertentu. 

\2) Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum 
pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah. 

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribad: at2u badar. yang memperoleh izin trayek. 

Pasal 29 

(1) Wajib Retribusi lzin Trayek adalah orang pribe:di atau badan yang menun!t ketentuan 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin Trayek. 

(2) Retribusi lzin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

Paragraf 2 
Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip 

Pasal 30 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan dan klasifikasi jenis 
angkutan umum penumpang dan angkutan barang. 

(2) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. 

Pasal 31 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek. 
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Paragraf 3 

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 

Pasal 32 
Besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis angkutan penumpang umum, angkutan barang, 
daya angkut kendaraan bermotor dan/atau jenis perizinan yang diberikan dan ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. lzin Trayek per kendaraan per tahun 

1. Mobil bus/penumpang : 
a) mobil penumpang dengan kapasitas sebanyak-banyaknya 

8 (delapan) tempat duduk .................................................... Rp. 120.000/tahun 
b) mobil bus dengan kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk ........... Rp. 150.000/tahun 
c) mobil bus dengan kapasitas 17 s/d 28 tempat duduk ......... Rp. 175.000/tahun 
d) mobil bus dengan kapasitas 29 tempat duduk keatas ........ Rp. 200.000/tahun 
e) mobil truck yang dimodifikasi menjadi angkutan orang/ 

penumpang kapasitas 20 tempat duduk keatas................... Rp. 160.000/tahun 
2. lzin lnsidentil sekali perjalanan : 

a) angkutan kota ....................................................................... Rp. 75.000/izin 
b) angkutan pedesaan ............................................................... Rp. 100.000/izin 
c) angkutan AKDP ....................................... ............. .................. Rp. 125.000/izin 

b. lzin Operasi per kendaraan {tidak dalam trnyek) per tahun : 
1. angkutan taxi ............................................................................... Rp. 125.000/tahun 
2. angkutan sewa ............................................................................. Rp. 150.000/tahun 
3. angkutan pariwisata ................................. .................................. Rp. 175.000/tahun 
4. angkutan lingkungan ................................................................... Rp. 150.000/tahun 

c. Rekomendasi Plat Kuning bagi ke11daraan angkutan penumpang 
Um um dan angkutan barang ........................ ..... ........................... ..... Rp. 200.000 

d. lzin Mut;:isi/Pindah Trayek: 
1. angkutan kota ............................................................................... A.p. 150.000 
2. angkutan pedesaan ....................................................................... Rp. 200.000 
3. angkutan AKDP ............................................................................. Rp. 250.000 

BAB VII 
RCTRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek, Subjek, Wajib dan Golongan Retribusi 

Pasal 33 

(1) Dengan Nama Retribusi lzin L'saha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pembcrian izin 
kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan 
pembudidayaan ikan. 

(2) Obyek Retribusi adalah Pemberian lzin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan 
kegiatan: 
a. Usaha penangkapan meliputi : 

1. penangkapan ikan; 
2. pengangkutan ikan; 
3. pengumpulan ikan; dan 
4. pengolahan ikan. 

b. Usaha Pembudidayaan Meliputi : 
1. usaha budidaya air tawar; 
2. usaha budidaya air payau; 
3. usaha budidaya rumput laut; 
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4. usaha budidaya ikan laut; 
251 

5. usaha budidaya labi-labi; dan 
6. usaha Pembenihan lkan. 

(3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat lzin Usaha 
Perikanan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan usaha perikanan. 

Pasal 34 

(1) Wajib Retribusi lzin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi lzin Usaha Perikanan. 

(2) Retribusi lzin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

Bagian Kedua 
Cara Merigukur Tingkat Pengunaan Jasa, Masa dan Prinsip 

Pasal35 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha yang dimohon Wajib Retribusi. 
(2) Masa Retribusi adalah jangka waktu sampai daftar ulang yang lamanya 1 (satu) tahun. 

Pasal36 

Prinslp d:!n sasaran d:ilam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk 
rr.ent!tup sebagi:an atau sama dengan biaya pen"'felenggaraan pemberian izin usaha perikanan. 

Bagian Ketiga 
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 

Pasal37 
Besarnya Tarif Retribusi digok;ngkan berdasarkan jenis lzin Usaha Perikanan yang di tetapkan 
sebagai berikut : 

a. Sur:lt lzin usaha Periicanan (S:UPj ...................................................... Rp. 250.000 
b. Surat lzin Penangkapan lkan (SIPI) : 

No Jenis Perizinan Satuan Tarif (Rp) I 
1. Pukat: 

- Pukat Cincin (Purse Seine) Per GT /Tahun 30.000.-
- Pukat Udang Per GT /Tahun 7.2.500,-
- Gill Net (Jaring insang) Per GT /Tahun 20.000,-
- Pukat Kantong Per GT/Tahun 15.000,-
- Pukat Payang Per GT/Tahun 20.000,-
- Muro Ami/Pukat Cumi Per GT/Tahun 25.000,-

2. Panting: 
- Panting Rawai/Long Line Per GT/Tahun 20.000,-
- Pancing Tonda/Trail Line/Ulur Per GT/Tahun 15.000,-

3. Perangkap: 
- Bagan Apung Per Unit/Tahun 50.000,-
- Bu bu Per Unit/Tahun 25.000,-
- Sero Per Unit/Tahun 25.000,-

4. Alat Penangkap lainnya : 
- Pukat Pantai Per Unit/Tahun 10.000,-1 
- Panah Per GT /Tahun 10.000,-
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c. Surat lzin Usaha Pembudidayaan lkan : 
- Usaha Budidaya lkan Air Tawar Ha I Tahun 
- Usaha Budidaya lkan Air Payau Ha I Tahun 
- Usaha Budidaya Rumput laut Hai Tahun 
- Usaha Budidaya lkan Laut : 

- Karamba Jaring Apung Kantong/Tahun 
- Karamba Tancap Kantong/tahun 

- Usaha Pembenihan lkan M2 /Tahun 

d. Surat lzin Kapal pengangkut lkan (SIKPI) ......................................... . 
e. Surat lzin Pembelian dan pengumpulan lkan (SIPPI) ...................... . 
f. Surat kelayakan Pengolahan lkan (SKPI) ......................................... . 

BAB VIII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 38 

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah. 

BABIX 
:ATA CARA PEMUNGUTAN RETR!BUSI 

Pasal39 

(l) Perrungutan retribusi tidak dapat diborcng:can. 

150.000,-
250.000,-
100.000,-

20.000,-
20.000,-

5.000,-

Rp. 20.000/GT 
Rp. 100.000/tahun 
Rp. 50.000/unit 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dc:Cumen lain yang dipersamakan. 

252 

(3) Dokumer lain yang dipersa111akan sebagai;nana dimaksud riada ayat (1) dapat berupa karc!s, 
kupon dan kartu langganan. 

BABX 
TATA CARA PEMBAVARAN 

Pasai40 
(1} Pembcyaran Retrib:.Jsi dilakukan di Kas Umum DaerJh atau ditempat lain yang ditunjuk s::!suai 

derigan yang diteritu!<an dengan menggunaka SKRD. 
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat !ain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan 

Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah paling iamb2t 1 x 24 jam atau calam 
waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

Pasal41 
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. 
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk 

mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda 
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan 
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 42 
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diberikan tanda bukti 

pembayaran. 
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 
(3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati. 
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BABXI 

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal 43 
(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan 

STRD. 
(2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. 
(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh 
tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yal"g 
sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang. 

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 
(6) Tata cara penagihan dan pencabutan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 44 
Be.ntuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksc.na;:in penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

BAB XII 
TATA CARA PERUBAHAN TARIF 

Pasal 45 
(1) Tarif Retribusi ditil"jau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
(2) Peninjauan kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

BAB XIII 
SANKSI ADMIN~STRASI 

Pasal4o 
Dalam hai wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi administratif berupa bungJ 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang 
terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

BABXiV 
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN 

Pasal47 
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa :ndonesia dengan jelas disertai alasan-alasan 

yc.ng jelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD 

diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan 
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan 
penagihan Retribusi. 
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Pasal48 

(1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus 
mernberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan 
Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum 
bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak 
atau menambah besarnya Retribusi yang terutang 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal 49 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesa~ 2% (dua persen) sebulan 
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasar. sampai 
diterbitkannya SKRDLB. 

BAB XV 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSr 

Pasai 50 

(1) Bupati dapat mernberikan pengurangan, keringanan, dan j)embebasan retrib1..:si. 
(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimakst!d pada ayat (1) 

diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. 
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. 

BAB XVI 
P£NGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 51 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat m~ngajuY.an permohonan 
pengembalian kepada Bupati. 

(2) Buoati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak 
memberikan sue1tu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap 
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalarr. jangka waktu paling lama 1 (satu) bu Ian. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bular., 
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XVII 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 52 

255 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di 
bidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : 
a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Penggakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal53 

(1) Piutang Retril:.us1 yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) dupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluw?rsa sebagaimana 
dimaksud pada ayzt (1). 

(3) T::ita cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kF:daluwarsa ciatur der.gan Peraturan 
Bupati. 

BAB XVIII 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal54 
(l) Bupati bcrwenang melakukan perneriksaan untuk menguji kepatuhan pemeiluha:i kewajiban 

retribusi daerc::h dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. 
(2} Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang teruta'lg; 

b. memberikan kesempatan untuk memasul<i tempcit atau rnangan yang dianggap perlu dan 
me~berikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang ::!iper!ukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

BAB XIX 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal SS 

(1) lnsentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar 
pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimatsud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XX 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal56 

256 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 

Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Oaerah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 

lingkungan Pemerintah Oaerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 

menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan 

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi 

Dae rah; 

c. merninta keterangan dan bahar1 bukt.i dari orang pribadi ata:.i Sadan sehubungan dengan 

tindak pidana di bidang Retribusi D3erah; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengc.n tindak pidana di bidang 

Retribusi Oaerah; 

e. melakukan Pengg1:>ledc.han untuk mendapat'<an bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 

dokumen !ain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut: 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksar.aan tugas penyidikan tindak pid~na 

di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau rnelarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsl!ng dan m~meriksa identitas orang, benda, 

dan/atau dokume;-i yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

i. memanggi! orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanca~an pcnyidikan tindak pidana di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Unclang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

BABXXI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 57 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali 
jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara. 
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BAB XXll 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 58 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 

257 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 20 Tahun 1998 tentang lzin Mendirikan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi lzin 

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 

2007 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 149); 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi lzin 

Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor B7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 149); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Usaha 

Angkutan dan lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2006 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 136). 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Pasal 59 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya 

akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal60 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur. 

Diundangkan di Waingapu 
pada tanggal, 07 November 2011 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMBA TIMUR, 

UMBU HAMAKONDA 

Ditetapkan di Waingapu 
Pada tanggal, 07 November 2011 

BUPATI SUME'·A TIMUR .• 

GIDION MBILIJORA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 217 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENT ANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

258 

I. UMUM 

II. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retnbusi daerah harus 

menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi 

daerah guna mer.ingkatkan penerimaan daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting 

untuk mendorong pembangl:nan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka 

mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini 

diharapkein ada pcningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi. 

Pengenaan Retribusi Perizinan Tertentu c>gar dapat memenuhi asas-asas keadilan, 
kepastian hukum, legalitas dan sistem administrasi i:;erpajakan vang memudahkan Wajib 
Retribusi dalam membayar retribusi perizinan tertentu, maka dipandang per!u menetapkar. 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

PASA!.. DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jela~. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasa!4 

Cukup jeias. 
Pasal5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
Pasalll 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
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Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
Pasal20 

Cukup jelas. 
Pasal21 

Cukup jelas. 
Pasal22 

Cukup jelas. 
Pasal 23 

Cukup jelas. 
Pasal24 

Cukup jel::is. 
?asal25 

Cukup jelas. 
Pasal26 

Cukup jelas. 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Cukup jelas. 
Pasal29 

Cukup jelas. 
Pa'.;al 30 

Cukup jelas. 
Pasa! 31 

Cukup je!as. 
Pasal 3.l 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal 34 

Cukup jelas. 
Pasal 35 

Cukup jelas. 
Posai 36 

Cukup jelas. 
Pasal 37 

Cukup jelas. 
Pasal 38 

Cukup jelas. 
Pasal 39 

Cukup jelas. 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
,~ Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasal 42 

Cukup jelas. 

25 

42584.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



260 
Pasal43 

Cukup jelas. 
Pasal44 

Cukup jelas. 
Pasal45 

Cukup jelas. 
Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal49 
Cukup jelas. 

PasalSO 
Cukup jelas. 

Pasal51 
Cukup jelas. 

Pcisal 52 
Cukup jelas. 

Pasal53 
Cukup jelas. 

Pascil54 
Cukup jelas. 

Pasal55 
Cukup jelas. 

Pasal56 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal59 
Cukup jelas. 

Pas;:il 60 
Cukup jelas 

TAMBAHAN 1..EMBARAN DAERAH KABUPATEN SUM BA TIMUR NOMOR 408 
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